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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkal rahmat dan hidayah-Nya Laporan
Akuntabiftas Kinerja Instansi Pemerniah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 telah disusun sebagal perwujudan
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapal tujuan dan sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok
sabagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025-2028

Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemarntah (LKjIP) diharapkan dapat
digunakan szbagai masukan bagi pengelolaan dan penalasn kinerja Badan Kepesgawaian
dan Pangembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dan juga dapal dimanfaatkan
untu® tujuan peningkatan kinera dan akuntabilitas instansi pemerintah serta dijadikan
pedoman atau acuan bagi Pejabat Struktural, Fungsional Terentu maupun Fungsional
Umum di jajaran Badan HKepegawalan dan Pengambangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Akuniabilitas Kinera [nstansi Pemerintah  (LEJIP)  ini
merupakan hasil kerjasama semua pihak, balk dalam bentuk bimbingan maupun saran serta
kritik yamg konstrukill sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinera Instansi
Pemerintah (LKjIP} Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja (performance results) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Solok selama Tahun 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut
dibandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolok
ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja
ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran dan kegiatan dengan tujuan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana
kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan
penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari
kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dengan jumlah
sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran dimana seluruh
semua Indikator Kinerja Sasaran dengan capaian kinerja sangat berhasil. Selanjutnya,
untuk terus meningkatkan kualitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia sesuai yang diharapkan sangat tergantung pada pola kerjasama dan
kesamaan persepsi antara stakeholder yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam bentuk
masukan dan arahan yang bermanfaat dalam rangka tercapainya kualitas pelayanan yang
semakin baik di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Solok.
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PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good
governance) di Indonesia. Dalam perspektif yang luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas
penyelenggaran pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun
2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian

kinerja selama Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 juga dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Solok.

2. Mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar
sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.

3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok untuk meningkatkan

kinerjanya.
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4. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi
kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Solok Tahun 2024.

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dengan menerapkan azas

transparansi, sistematik dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas, fungsi dan struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BKPSDM mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud diatas, BKPSDM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah
daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Adapun struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia yang terdiri dari:

a. Kepala

b. Sekretaris, membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari:
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1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian:

Dibawah bidang terdapat kelompok Jabatan Fungsonal dan/atau Pelaksana
d. Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi

Dibawah bidang terdapat kelompok Jabatan Fungsonal dan/atau Pelaksana
e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan:

Dibawah bidang terdapat kelompok Jabatan Fungsonal dan/atau Pelaksana

f.  Unit Pelaksana Teknis Badan;

Selanjutnya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang struktur
organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Solok maka dapat dilihat dalam bagan berikut:
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Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI

NOMOR 44 TAHUN 2023

TANTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEWMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN BIDANG PENGEMBANGAN, MUTASI DAN BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN PROMOSI PENGHARGAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
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1.3. ISU STRATEGIS

Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat

beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan perlu dicari solusinya, yaitu:

1.

Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN sesuai
peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 40
tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.
Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar
dengan tanpa diskriminasi. Sitem merit meliputi 8 aspek yaitu: perencanaan kebutuhan
ASN, pengadaan ASN, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja,

penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, sistem informasi.

Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, untuk mewujudkan ASN sebagai
bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki
kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan
kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin,

umur atau kondisi kecacatan.

Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan
dan kebutuhan organisasi. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi
minimal yang harus dimiliki seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Penempatan ASN sesuai dengan standard kompetensi jabatan merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, akuntabel bersih dan berwibawa
menuju good governance. Permasalahan ini hendaknya menjadi salah satu perhatian
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

Belum optimalnya penerapan sanksi hukuman disiplin terhadap ASN yang melanggar
peraturan disiplin. Sudah menjadi rahasia umum bahwa disiplin aparatur masih lemah.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum diterapkan peraturan disiplin di setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku. Disiplin yang
lemah menyebabkan hasil kinerja dan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh
seorang aparatur tidak akan maksimal. Hal ini akan menyebabkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan melayani tidak tercapai sebagaimana yang

diharapkan.

Belum optimalnya penanganan disparitas data untuk mewujudkan data kepegawaian
yang akurat dan terkini. Data pegawai yang lengkap dan up to date merupakan

instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan
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1.4.

kapasitas serta pembinaan dan pengembangan Kkarir sumber daya aparatur.
Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap dan akurat, dapat
berakibat terhadap tidak sesuainya rencana yang disusun dengan kebutuhan pegawai.
Untuk itu keberadaan sistem informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih

dioptimalkan

Modernisasi sistem pelayanan kepegawaian secara digital yang berbasis pada
pemanfaatan perkembagan teknologi informasi yang tepat guna. Proses digitalisasi
layanan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pelayanan di
bidang administrasi kepegawaian sehingga bisa meningkatkan efisiensi proses dalam
pengambilan keputusan, mengurangi beban kerja manual yang rentan kesalahan,
mempercepat alur kerja, memudahkan akses data pegawai secara terpusat dan realtime,
memungkinkan alokasi sumber daya manusia ke tugas strategis, meningkatkan
pelayanan publik secara keseluruhan, dan memudahkan penyelenggaraan dan

pelayanan manajemen ASN.

Penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer untuk memenuhi pasal 66 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Menindaklanjuti Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia
NomorB/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024trentang Penganggaran Gaji
bagi Pegawai Non ASN serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor:900.1.1/227/SJ perihal
Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh

Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

JUMLAH PEGAWAI

Dilihat dari komposisi sumber daya aparatur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Kondisi 31 Desember 2025 sebanyak 35 (tiga puluh
lima) orang terdiri atas PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu dan Non ASN dengan perincian jenis

kelamin adalah sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel.1.1: Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Solok berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No Uraian PNS ppp, | PPPKParUR| o AsN | emiah. | Persentase
Waktu
a3 |Laki-laki 3 5 1 14 40,00%
b. |Perempuan 15 3 2 1 21 60,00%
Jumlah 3 3 7 2 35| 100,00%

Sumber data: Bezzeting BKPSDM Kab. Solok, Tahun 2025

Bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender (gender mainstream), maka

perbandingan jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan di lingkungan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok menunjukkan angka yang cukup
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proporsional, yakni 15 orang pegawai laki-laki (40,00%) dan 21 orang pegawai perempuan
(60,00%). Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar
20,00%, namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan

dan budaya kerja serta kinerjanya.

Selanjutnya dilihat dari kedudukan kepegawaian aparatur, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Kondisi 31 Desember 2025 sebanyak
33 (tiga puluh tiga) orang ASN dengan perincian jumlah ASN berdasarkan golongan adalah

sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.2: Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok berdasarkan golongan Tahun 2025

M Liraian Jumiah Pemsantase
& |Golongan IV 3 o.09%
b, |Golongan 20 £0,EL%
& |Golongan il { 0,60 %
g, |Golongan | 1] 03, (0%
B, |PPPE [ Gol I¥) 3 G5,09%
f,  |PPPE Paruh Wakty F 2,21%

iumlah a 0, %

Sumber data: DUK/Bezzeting BKPSDM Kab. Solok, Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok berdasarkan golongan menunjukkan
bahwa pegawai dengan golongan Ill merupakan golongan pegawai terbanyak, yaitu 20 orang
(60,61%), golongan IV sebanyak 3 orang (9,09%), PPPK (Golongan IX) sebanyak 3 orang
(9,09%) dan PPPK Paruh Waktu sebayak 7 orang (21,21%). Hal ini menunjukkan bahwa
struktur pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok jika dilihat dari aspek golongan pegawai, tidak menunjukkan struktur piramida,
melainkan menggelembung di tengah (yakni Golongan Il sebesar 60,61% yang dapat
diasumsikan bahwa sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang menjalankan fungsi

manajemen SDM aparatur.

Sedangkan sebaran keadaan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan adalah

sebagaimana Tabel 1.3 berikut ini:
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Tabel 1.3: Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Solok berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2025

ko Uraian PHS PPPK i ki Mon 5K | Jumlbah | Persemtose
Waktu

2. |Sarjanasd ] ] a 0,00%
b, |Sarjama 52 5 2 ] ‘) 20,000%]
€. |Sarjamna 517 Diploma b 1B 3 1 22 G2, 85%
d. |Digloma ] a 0,00%
B |5LTA 5 1 5 17, 14%
Fi SEAP

Jummilady | 3 7 2 35 1010, 0ix%

Sumber data: DUK/Bezzeting BKPSDM Kab. Solok, Tahun 2025

Secara umum kondisi pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Solok rata-rata memiliki kekmampuan dan pengetahuan yang cukup baik.

Hal ini ditunjukkan dari jumlah pegawai lulusan Sarjana merupakan jumlah terbanyak, yaitu

sebanyak 62,86%. Selanjutnya, Lulusan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 20,00%, Diploma tidak

ada, lulusan SMA 17,14% dan SMP tidak ada. Dengan kata lain bahwa pengetahuan,

kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS di lingkungan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya adalah cukup baik dan potensial.

1.5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun berdasarkan

beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih,
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah 2 kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik

Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
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7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan tata Cara Revie Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok disajikan secara berurutan dan

tersistem guna mempermudah pemahaman dan telah disesuaikan dengan standar pelaporan.

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan Latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis,
Jumlah Pegawai, Landasan Hukum serta Sistemtika Penulisan.

BAB Il : PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menyajikan Rencana Strategis 2025-2029 (Visi dan Misi Bupati, Tujuan
dan Sasaran perangkat Daerah), Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 dan Perencanaan Anggaran Tahun 2025

BAB llI : AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menyajikan
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada)

5. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
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BAB IV

LAMPIRAN::

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026
Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja berdasarkan Renstra Tahun
2021-2026
3.2. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraiakan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja.
PENUTUP
Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Menyajikan lampiran berupa Matriks Renstra, Perjanjian Kinerja, Ringkasan

Pengukuran Kinerja, dan Lampiran lainnya seperti penghargaan dan lain-lain.

10
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis
memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.
Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah
yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness),
peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur
tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi
instansi pemerintah. Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2024

diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Solok merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang
terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dibuat dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Solok Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan
pola pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan
penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dibuat pada masa jabatannya.

Adapun Visi Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Solok periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT
YANG MADANI NAN SEJAHTERA”
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Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat misi) Misi

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Smart Government dan Beritegritas dalam Melayani;

2. Mewujudkan Sumber Saya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global;
3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya,;
4

Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari;

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian misi kesatu yaitu
‘“Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam melayani” dalam lingkup
bidang kepegawaian. Melalui misi tersebut, Kabupaten Solok memiliki tujuan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi

dengan sasan misi sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Dengan Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK dan Nilai LPPD
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dengan Indikator: Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 3: Meningkatnya pendapatan asli daerah

Dengan Indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Tujuan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode
perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana
sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Solok yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok adalah :

Tujuan 1 :  Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam bidang

Manajemen ASN.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk terakhir dan
akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.
Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat
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memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci,

dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok, maka dirumuskanlah sasaran strategis sebagai
berikut:

2 Menngkatrya Alurtabilias Kinerja 1 Mila SAKP Perangeal Daarah:
BHPSDM

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja yang berada pada
perspektif manfaat bagi stakeholder's yang menunjukkan peran utama Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam mewujudkan reformasi
birokrasi pada bidang manajemen ASN. Penetapan indikator dominan dilakukan dengan
mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung
tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis

(outcome).

Indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Nomor :
800/3039/BKPSDM-2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025-
2029 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN
2. Nilai SAKIP perangkat Daerah

Secara lebih lanjut dapat dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini.

— —
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Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029

Tagaran Stratagi

Indikator Kinerjz

Dengodacan) Pengartian il Eatod

Farmulasl Imoykatoe

Manimgkatrga Profesionafisme s (13 Indeks Profe o onalitac ASH
sEaa s e ng kal ivea Rengatakiee,
Keahilan dan Keterampilan 456

de rgan optirmalisas sistem
imeritakrass Derbedis digiial dalam
pengaialaan dan pendayaguraan ASH

Indzks Profasionairtas A5N adalahn suran statistic yang
s nggambarkan kualitas A58 Derdacarkan keissa)an
foual ifikasi, kompetensl, kinerja, desn kedisiplinen pegeraal
ASH dalam melaxsanakan upas fabatan.

1P &5 di wscur melalul d Diersns §

. Dt nsi Kual fikasi

Dirnersl kualitikas digunakan untek mengisur #5103 /
infarmaz mengens kua ifikasi Pendidikan formal A5H
darl jan|ang paling tinggl | bobat 25 4

O i Kodmgene s

Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukier data |
infiarmasi mengens Riwayat pengembsngan kompetenss
yang pemah diskub oleb A5H [habat 40%).

.Dimens| Kinarga

Diguinsian uniuk mengukur daia ¢informast mangenai
penilaian kinerja [bobot 30%)

d.Dimenal DesiplEn

Crirmensl Desighim digurakan aniuk mengukur daga !
infarmaz kegegawaan lainnya yang memuat bakaman
yang pernah diterima AN { bobot 5% )

Bordasarkan rasil ertn data  kualifibas) pancicikan,
kompetensl, kinara, disiplin yang dlumumkan melalui
ha=l pergukuran indeks profesioniits 850 oleh Badan
Eegiegawai an Negard

fF:i:fp:
1

I=
P =IFl+ IFE+ [F3+ P4

Rentang Milai 23 50d 100

P =mdeks Profcsianalisme

®i = indeks Profesionafisme ke |

IP1 = Indeks Profesionsl | zme Dimens Kualifikasi
W2 = Indak Profasionalisme Dimanst Eomgatens
3= indek Prafesianalisme Dimensi Kinerjs

P4 = Indek Frafesionalisme Dimerst Ciabglin

Kategari bnglkat Profesionalitas ASN dibuat  dalam
rentzng rélai sbb ;

H1-100 Sangat Tinggi

B1-30 Tirggl

71-30 Sodang

61-70 Randan

6 ke Bawah sangat rendah
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2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian
kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa
melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara formal, pernyataan Kkinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dengan Bupati
Solok beserta formulir Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Menteri
dimaksud terdapat dalam daftar lampiran, Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2023 Nomor 700.1.2/19/INSP-D/LHE/2024 maka setelah memperoleh asistensi dari
Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

ditetapkan tanggal 3 Januari 2025 dan secara ringkas diilustrasikan dalam matriks berikut :

Tabel 2.2. : Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

| Mengkatnya kualitas Indeks kepuasan aparatur terhadap
pengelolaan manajemen ASN pelayanan kepegawaian yang ada di
BKPSDM
vil Meningkatnya kompetensi 2.1 persentase pejabat struktural dan 55
aparatur melalui pendidikan fungsional bersertifikat kompetensi [PNS
dan pelatihan sesuai tidak termasuk guru dan tenaga
kebutuhan kesehatan)
= Meningkatnya Tata Kelola 3.1 Nilai evaluasi akuntanilitas kinerja 70
Organisasi

Sumber Data : PK BKPSDM tanggal 3 Januari 2025

Dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dan
Rencana Strategis (Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 maka terjadi perubahan Indikator
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kinerja yang mendasar sehingga ditetapkan lah Perubahan Perjanjian Kinerja sebanyak 3

kali sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja APBD Efisiensi yang ditetapkan tanggal 6 Mei 2025
2. Perjanjian Kinerja APBD Perubahan yang ditetapkan tanggal 9 September 2025
3. Perjanjian Kinerja karena perubahan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sekaligus perubahan indikator Renstra berdasarkan hasil Evaluasi
Provinsi Sumatera Barat

Seluruh Perubahan Perjanjian Kinerja diatas tertuang dalam Tabel 2.3, dan Tabel
2.4

Tabel 2.3. : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025
‘APBD Efisiensi dan APBD Perubahan

Il lcator Kneja Targel

11 indeks Profesionalitas ASN
5i51 1.2 Indeks Sistem mernt B PR

i'.'ll:E. .. . o - 'y - Ed‘utlr
dalam pergelolaan dan 1.3  Indeks Kepuasan Aparatur BS
pendayagunaan ASM

FAMeningkatnyga Pengetahuan, |21 P ASM Dimensi Kompetensi 2713
Keahlian dan Keteram FIEI-EF'.
AL

“Inleningkatnya Akuntabilitas  [31  Milai evaluasi akuntanilitas kinerja 70,01
Kinerja BRKPSDNA

Sumber Data : PK BKPSDM tanggal 6 Mei 2025 dan 9 September 2025

Tabel 2.4. : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025
Pelantikan Kepala BKPSDM dan Perubahan Indikator Renstra 2025-2029

SASArEn Strategis Indilkator Kinerja Target

Bl e ningkatnya 1.1 Indeks Profasionalitas AN TH,A49
Profesionalisme ASM serta
keninpkatnys Pengetahiuan,
Eeahlian dan Keterampilamn
ASM dengan optimatisasi
ciztem maritaokrazi berbazis

digital dalam peng=lolaan dan
pendayagunaan ASHN
FiMeningkatays Akuntabilitas (2.1 Nilai SAKIP Perangkat Dasrah 70,01
Kinerja BEPSDR
Sumber Data : PK BKPSDM tanggal 19 Desember 2025
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24.

PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2025

Selama Tahun Anggaran 2025 Perencanaan Anggaran

dituangkan dalam

Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA ) Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Tahun 2025 yang sudah dirubah beberapa kali sebagai berikut :

1. DPA APBD Awal yang ditetapkan tanggal 3 Januari 2025

2. DPA APBD Efisiensi yang ditetapkan tanggal 05 Mei 2025

3. DPA APBD Perubahan yang ditetapkan tanggal 8 September 2025
4. DPA Pergeseran Perubahan APBD yang ditetapkan tanggal 18 November 2025

Seluruh Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran diatas tertuang dalam Tabel

2.5, sebagai berikut:

Tabel 2.5 : Program dan Pagu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Solok Anggaran Tahun 2025

| Program Eepegmwaan Duerah LIESITLHEN | LOGRITAMM |  LI13Z57836000 | 113257356600
Program Benpembargan Sumoer Daga 305 D, 1), 04 Tl 7000, e LOSSS.LERAL | 1005, See e
Alaraitia
optimeizzed sbem merbokresi
bertass digikal dalem
pergeinlas dan
[ BT RS
Maringkstrys Sbunishibies.  |Nilai SLA Beramjengbnzan HLEUATA I [ AZESS. 000 | AGSANE. AN | TV, M3
Kimarfa BRSO PecanpatDaeh  Bemeariahan Deerah KebugatenSols
|

———, . .—_— —
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut.

Tabel3.1 : Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Interpretasi

Sangat Memmuaskan,

Telah tervujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat
AA >=20-100 memuaskan di seluruh unit kerja Telah terbentuk pemerintah vang

dinamis, adaptif. dan efisieh (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan

sampai ke level individu

Memuaskan, |I |

Terdapat gambaran bamwa instans pemerintahunit kerja dapat memimpin
A =80-50 perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorentasi hasil, karena

pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/

Subkoordinator.

Sangat Bail,

Terdapat gambaran bahwa AEIP sangat baik pada 203 anit kerja, baik itu

umit kerja utama, maopun unit kerja pendukuns. Alunabilitas van g sangat
EB =7 0-E0 bail dirandai dengan mulal erwajudiiva efislenc] pengpunasen angoaran

dalzm mencapai kinerja, memilikd sistem manajemen kinerja vans zndal

dak berbasls rebnologl informas], sens pengubniran kinegja elah difakeian

sampai ke level eselon 3 koordinator

Eaile.
Terdapat gambaran bahwa ARIP sudah baik pada 15 mitkerja,
B A 0-TD khusumya pada unit kerja utama Tedihat masih perlu adanya sedikit
: perbaiban pada unit kerja, semakomiomen dalam mana) emen kinerja
Pengmlaran kinerja hare dilak sanakan seamgpai dengan level esdon 29mit
kerja

Cukuop (Ademadai),

Terdapat gambaran bahwa ARIP cubcup baik Namin demibdan masih
perin banyak perfbaikan walaopm tid ak mendasar khususnoea akontakilitas
kinerja pada unit kerja.

L 5 0-60
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Kurang,
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum

L S terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikan mendasar di level pusat.
sangat Kurang,
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama
D =0-30 sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu

banyak perbaikan/perubahan vang sifamya sangat mendasar. khususnya
dalam implementasi SAKTP.

Secara ringkas capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran sesuai dengan
perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Tahun 2025 pada BKPSDM Kabupaten Solok

S caram SiratopEs ([T (= T T Gafunp  Targel  Realisasl Copaian

Meningkatnya
Profesionalisme ASN serta
heningkatmya PEngetanuan,
keahdian dan Keterampilan
ASN dengan optirmalisasi
sistern meritakrasi berbasic
digrtal dalzsmy pengelolaan dan
pendayagienaan ASH

B e niimgkatoya Al tanilites
Kinerja EEPSORIOganisas|

11 nibaks Profasinnalitas ASN ey TaA4 0,54 102, 63%

21 Mela evaluas) akuntanditas kinsns Milal o1 71,85 102, 50%

Penjelasan mengenai capaian indikator kinerja sasaran strategis Renstra 2025-
2029 dijelaskan sebagai berikut::

3.1.1. Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1: “Meningkatnya Profesionalisme ASN serta Meningkatnya Pengetahuan,
Keahlian dan Keterampiln ASN dengan Optimalisasi Sistem Meritokrasi berbasis digital
dalam Pengelolaan dan Pedayagunaan ASN”

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis1 ditetapkan 1 (satu) Indikator kinerja sebagai

tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Indeks
Profesionalitas ASN
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1. Indeks Profesionalitas ASN
Pengertian:
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN
berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN
dalam melaksanakan tugas jabatan.
IP ASN di ukur melalui 4 Dimensi ;
a. Dimensi Kualifikasi
Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data / informasi mengenai
kualifikasi Pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi ( bobot 25 % )
b. Dimensi Kompetensi
Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data / informasi mengenai
Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN (bobot 40%).
c. Dimensi Kinerja
Digunakan untuk mengukur data / informasi mengenai penilaian kinerja (bobot
30%)
d. Dimensi Disiplin
Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data / informasi kepegawaian

lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima ASN ( bobot 5 % )

Formulasi :

4
IP = 2 Ipi
I=1

IP=1P1+1P2+IP3+ P4

Rentang Nilai : 0 s/d 100

IP = Indeks Profesionalisme

IPi = Indeks Profesionalisme ke i

IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP2 = Indek Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP3 = Indek Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP4 = Indek Profesionalisme Dimensi Disiplin
Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sbb ;
91-100 Sangat Tinggi.

81-90 Tinggi

71-80 Sedang
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61-70 Rendah

60 ke bawah sangat rendah

Hasil Pengukuran IP ASN didapat dari penginputan data kualifikasi, kinerja,
kompetensi dan disiplin pada aplikasi ASN Digital BKN, yang di biasanya direlease hasil
nya oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Laporan Hasil Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional Xl BKN. Namun
berdasarkan Surat BKN Nomor 15014/B.BM.02.01/SD/C.VII/ 2025 Tanggal 24 Oktober
2025 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dinyatakan bahwa BKN tidak lagi
melaksanakan pengukuran IP ASN dalam rangka percepatan pembangunan
Manajemen Talenta Instansi Pemerintah, untuk itu akan digunakan indikator serupa
dengan pengukuran IP ASN dan mendukung pengintegrasian indeks dalam
penyelenggaraan manajemen ASN (Indeks Sistem Merit). Oleh karena itu disarankan
agar Instansi menyeseuaikan kembali Indikatornya/ dirubah indikator yang terdapat di

dalam Renstra Instansi.

Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor  1001/B-
BM.02.01/SD/C.VII/2026 tanggl 23 Februari 2026 Indeks Profesionalitas ASN
Pemerintah Kabupaten Solok memperoleh kategori Sedang atau 80,54. Nilai tersebut
merupakan akumulasi 4 (empat) Dimensi Profesionalitas ASN yang dapat dilihat

sebagai berikut:
Tabel 3.3 :Hasil Pengukuran IP ASN Pemerintah Kabupaten Solok

1
R IIMEAH DIMENS] 1P ASN

PEGAN A YAMNG
FEaaAl

DAL LY EUALIFIKAS] KOMPETENS]  EINERIA sIPLM

Dari tabel diatas tergambar hasil penilaian 4 dimensi yaitu: Dimensi Kualifikasi
sebesar 20,67, Dimensi Kompetensi sebesar 29,38, Dimensi Kinerja sebesar 25,49 dan
Dimensi Disiplin sebesar 5, dimana IP ASN adalah penilaian yang diperoleh dari
penilaian terhadap PNS dan PPPK yang ada di Kabupaten Solok, dan IP ASN (PNS)
lebih tinggi sedikit dari IP ASN (PPPK).

—_ — — B —
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Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Realiasi pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 dapat dilihat pada
Tabel 3.4
Tabel 3.4 :Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025

Indikator Kineja Target Reallsasi Capalan

{ %) (%) (%}
LI Indeks Profesionaitas ASN T8 44 a0 k4 102 BR%

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun
2025 tercapai, dimana pada tahun 2025 target Indeks Profesonalitas ASN sebesar

78,44 dan terealisasi sebesar 80,54 dengan capaian kinerja sebesar 102,68%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta
target jangka menengah yang terdapat di dalam Renstra
Tabel 3.5 :Perkembangan IP ASN

e 2E30 Tz
Mt Favilia)

REALISASI CAPHLAN ')

IHOECATOR KINERIA

Tar ot

B M XIROMN MU A N NN MW 226 TS

g [l

Indeks Profesionalitay ASN 5 me | 7w | nw | o wm|  wrw

Berdasarkan tabel 3.5 dapat di lihat bahwa realisasi Indeks Profesionalitas
ASN tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun
terakhir mengalami peningkatan dan capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir selalu mengalami
peningkatan, namun di tahun 2025 menurun sebesar 7,51%, adapun penyebab
penurunannya adalah didominasi karena belum terlaksananya Pro ASN dalam
rangka pembangunan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Solok sesuai perka BKN Nomor 411 tahun 2025 serta Dimensi Kualifikasi PPPK
yang jauh lebih rendah dibanding Dimensi Kualifkasi PNS di Lingkungan Pemerinah
Kabupaten Solok dimana pada tahun 2024 Dimensi Kualifikasi bernilai 20,76

sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi 20,67 dengan penurunan sebesar 0,09.
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Sedangkan jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra
(tahun 2030) sebesar 85 maka capaian kinerja sebesar 94,75%, yang artinya perlu
upaya lebih baik untuk bisa mencapai target akhir Renstra lima tahun mendatang.

Secara tampilan grafik perkembangan Indeks Profesonaliatas ASN dapat

kami ilustrasikan pada gambar 3.1 berikut ini
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN
120 24 110,19
! — 102 68
- 77,73
i 73,87 77.13 80,54
B y ER 78
B3 616
&0 5,86 458
20 I
0
2021 2022 2023 2024 2025

BN Target B Realisasi Capaian (%)

Sedangkan untuk perkembangan IP ASN Per Dimensi dapat kita lihat pada
Tael 3.6

Tabel 3.6 :Perkembangan IP ASN Per Dimensi

Tahiem 2024 Tanan M35
Inclikalior Ii.l_u'ulllnl Finiwalabki Bl aeds
T Milal Mibai
P v Pvgranadin]
1| hndeks ProTesionalitas A5H 4931 13 AR A, 54
1P ASK [PNS ) Ad50 T as LLIE B&.SIJ
Dirmee n= Kualifikas 20,37 20,76
Dimenst Kompetens) 28,0% 29,24
Dimensl Kinerja 24 .45 45,594
D mansl Desiplin =00 5,00
1P 5N [ PPPE) 441 60,53 LG BO,532
O v sl Kualifikasi 24,73 30,00
D e nsl Kompetensi 1771 30,41
D e nisi Kinveria 22,09 25,11
D e sl Cesiplin 5,00 5,00

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat pada IP ASN (PNS) terjadi
peningkatan Dimensi Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja, sedangkan pada IP ASN
(PPPK) terjadi penurunan pada Dimesi Kualifkasi namun peningkatan juga terjadi

pada Dimensi Kompetensi dan Kinerja.

b= — B e e
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C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional/

provinsi/ Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
Tabel 3.7 :Perbandingan IP ASN

Ealmijiaten Sokok

Inclifcztar Kinerja

rmi=h

HegAai

il

il sl

Jumlzh

'ill-j;ru.uq':

1|Inde-ks Profesionalitas ask B0 30,59 17z £3,07
1P ASA] [PIS AT LI | 1asia 0e,07
Dimarsl Eual ifikasi 3, TS 71,93
[ el Kofmpatensl PR 32,28
Oirmsancl Kinara 25,54 26,28
Divmesrst Disiglin S0 5,00

1P ASM [ PEPK] o 80,52 3304 E2,28
Ctirmezrai Kuakifikazi 2000 40,00
Dhmez s Kornpetensi 041 51,27
Dimme=rsi Kinerja 5,11 26,01
Diineeines Disiplin 500 .00

Dari

tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa Indeks Profesionalitas ASN di

Kabupaten Solok masih berada dibawah Propinsi. Sedangkan jika dibandingkan IP
ASN (PNS) dan IP ASN (PPPK) dengan Kabupaten dan Kota lain di wilayah
Propinsi Sumatera Barat terdapat pada Tabel 3.8 dan Tabel 3.9

Tabel 3.8 :Perbandingan IP ASN (PNS) dengan Kabupaten/ Kota di Sumatera

Barat

1|Parmerirtah Ea, Sjanpeng 313 20,50 g a5 5 maa| mgp |
2| Pamean mah Ente Ransmas Fre] L e 2.3 o e nnﬂzl
3|Pamariiah Kalt. Tanah Datar 338 R 5256 557 o L I
A|Parrear nfah Eali. Damasraps L s E 5.5/ g £33 Tmuj_i
5| Parieari itah Ealy, Pt r Sal aba 314 78 g xM| g g11s|  Team |
P ritah ke Padary Paijang 1733 1,62 =4 5,1 4,35 &l 42 nnt
7|Pemerintah Eats Buktingg 3| a.78 MmE2 X5 q B2 Tgg
2 Pamari mah E3h, Passman a8 e .08 .43 =) ma|  sedang
3|Pamanrish Eats Padang m_il am =73 Pl o m8a|  Sedarg |
| 13{Pemerimah Eate Solok 1810 = .38 i A anql Sadarg
IliErrHHMIh[ula!:,t.lrrnm M1 71,6 2 AT 4,55 mp| Sading |
OlemanmhGe. e | | o o Es|  § msl s
4| Paivear it K. Sk Salatan 34 1,5 3,571 15,2 g aE|  Sadarg
14| P it By, A i 641 0,78 25 515 g 70| Sedang |
15| Pamar rfah Bate st | 1,5 7,25 FEET| g 18] dadarg |
18{Parrarirtah £, Pazsman st 091 2.1 Fa X .84 . rasl  sedarg |
17{Pameri riah Ex, Limy Pty Eot Al 0 1% 21| E Tan|  sedang |
13|Pamerintah Esh, Padsnp Banaman 2113 2 eel Zml nal A | Sedung |
13|Parmarirah Esh, Kap. Mestwws mi .77 = awm 5 33|  seding

B e e
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D.

Tabel 3.9 :Perbandingan IP ASN (PPPK) dengan Kabupaten/ Kota di

Sumatera Barat

L|Pemerintzh Kota Padeng 51 )l 48 1.4 3 B Tinggl
H|Pameerinieh kat Pesiss SEAan v Fil) FLaT pLE 5 BLal  Tinggl |
3| Pemerintsh Kai, Tanah Dotar e | 0% 1584 5 ey Tngi |
I|Pamerintsh Kobs Parmazn ] o ¥, ] 5 BLES|  Tinggi |
5| Pamariniah Ka, Pasaman 057 | o W5 15,13 5 BLSS| Tyl |
§{Parmarintsh Kab. Salok Sebatan :aﬂ_l anf 31,19 15,04 5 BLI6|  Tngg |
.‘|P-:-'rr=nn'.ah|-.-:-|.a5|:i-:|l: 121 31 i ) 15,4 g Ei 15! Tiingg
| alPemanintzh kab Tomarays el i LT =z 5 BumEl  Sedang
:!|__Pmm Kan Sk % a| il  »al | msd sedwg |
L3{Pemarintah Kab, Fadang Pariaman 133 n .11 .14 5 s Sedarg
11 |Pemarintsh Kab. Emarmen Bers 1523 Pl 3.7 M7 5 TBEE  Sedarg
La|Pemernintah kab. Egam 1341 Pl TRE Fare) 5 TEEZ  Sedarg
L3P aimariniah Kabe Surdung 1o A 17,8 XL 5 7055 sadarg
L4|Pemarintah kota Pagahusbh a5k x| o4 341 5 TG dadang
L5|Paimvarinian Kab. Lima Puluh Kot 11358 | 3, i B 5 11 sadang
L{Pemarintzh Kota Bubitingg 31 20| 23,30 Bl 5 AT, sedarg
17|Pemanntsh Kot Padsng Peniarg 7 Pl 3. a7 5 TS Sedarg
18| Pemarinizh Kot Swshbain K | 1,97 ek 5 a8 sedarg
13| Prmarintah Kb, Ero Aenimws a7 20| 23,58 1M 5 BEED  Rendsh

Dari tabel 3.8 dan Tabel 3.9 dapat dijelaskan bahwa Indeks Profesionalitas
ASN (PNS) di Kabupaten Solok berada pada urutan ke-12 sedangkan Indeks
Profesionalitas ASN (PPPK) berada pada urutan ke-9 jika dibandingkan dengan 19

Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Barat.

Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

serta alternatif solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks

Profesionalitas ASN Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor

pendukung serta rencaa tindak lanjut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a.

Dukungan pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan berupa
Taging PUG pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan sehingga memungkinkan
pengembangan kompetensi secara berkesinambungan untuk ASN di
Kabupaten Solok sehingga meningkatkan nilai Dimensi Kompetensi baik
pada IP ASN (PNS) maupun IP ASN (PPPK)

Campaign update data mandiri ASN melalui ASN Digital BKN melalui
Sosialisasi Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA), Pemanfaatan
Fitur SIMPEG dan ASN Digital serta Rekonsiliasi Data SIMPEG — SIASN
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BKN sehingga arsip digital yang lengkap mendorong kesadaran personal
ASN untuk melengkapi data kepegawaiannya pada ASN Digital yang juga
memberikan konstribusi signifikan pada peningkatan nilai dimensi
kompetensi

c. Pelayanan e-Kinerja yang intensif untuk memfasilitasi ASN dalam
penyusunan SKP, penilaian kinerja dan sinkronisasi e-kinerja. Yang
membantu mendongkrak nilai Dimensi Kinerja

d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Nomor 3
Tahun 2025 mengatur tentang Penjelasan Terkait Layanan
Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini
menyederhanakan prosedur, mempercepat layanan pencantuman
gelar akademik, vokasi, dan profesi resmi bagi PNS dan PPPK,
serta mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui
pendidikan yang sah yang meningkatkan nilai dimensi kualifikasi.

e. Adanya kebijakan Internal seperti Perbub TPP dan Perbub Kode
Etik yang mendukung perolehan nilai dimensi disiplin. Hal ini
didukung dengan penerapan absensi mobile serasi yang

merupakan aplikasi yang teritegrasi dengan kinerja dan ASN Digital.

2. Rencana tindak lanjut

a. Menindak lanjuti surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 15014/B-
BM.02.01/SD/C.VII/2025 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
yang menyatakan bahwa BKN tidak lagi melaksanakan pengukuran IP
ASN dalam rangka percepatan pembangunan Manajemen talenta Instansi
Pemerintah maka BKPSDM disarankan untuk menyesuaikan kembali/
merubah Indikator Kinerja Renstra Tahun 2025-2029 sesuai petunjuk
teknis yang ditetapkan lebih lanjut nantinya (Perka BKN)

b. Mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan kompetensi secara blended
learning dengan pola konstribusi serta lobi peningkatan kuota diklat
dengan rupiah murni (nol rupiah/ APBN) dengan stake holder terkait untuk
menjawab tantangan efisiensi anggaran (Inpres Nomor 1 Tahun 2025)

c. Mensosialisasikan dan mendorong ASN untuk menggunakan platform
belajar mandiri LMS (Learning Management System). LMS untuk ASN di

Indonesia sangat beragam, tergantung instansi (pusat atau daerah) dan
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jenis pelatihan yang diikuti. Hampir setiap kementerian dan pemerintah
daerah mengembangkan platform mandiri untuk pengembangan
kompetensi (Bangkom) minimal 20 jam pelajaran per tahun seperti LMS
Utama & Nasional (LAN Rl & BKN), LMS Kementerian/Lembaga, LMS
Pemerintah Daerah (Pemda/ BKPSDM).

d. Membangun Manajemen Talenta Pemerintahan Kabupaten Solok sesuai
dengan Peraturan MenpanRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen
Talenta ASN dan Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 tentang
Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta ASN
Instansi Pemerintah dimana salah satu langkah nya adalah pelaksanaan
Profiling ASN bagi seluruh Jabatan yang ada. Manajemen talenta memiliki
fungsi utama untuk mengidentifikasi, mengembangkan, menempatkan, dan
mempertahankan individu berpotensi tinggi guna mencapai tujuan
organisasi dan membangun keunggulan kompetitif

e. Mengoptimalkan pelaksanaan sistem merit pasca ditetapkannya UU No 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ditetapkannya
PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem
Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara maka pemerintah daerah
perlu menyusun strategi untuk mendukung terlaksananya program
unggulan 2 Bupati -Wakil Bupati Solok Tahun 2025 - 2029 vyaitu :
Optimalisasi sistem meritokrasi berbasis digital dalam pengelolaan dan

pendayagunaan ASN

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya
Efesiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Indeks Profesionalitas ASN

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 : Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Indeks Profesionalitas ASN
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Berdasarkan Tabel 3.10 diketahui bahwa Indikator Indeks Profesionalitas
ASN pada tahun 2025 target kinerja sebesar 78,44 dan terealisasi sebesar 80,54
dengan capaian kinerja sebesar 102,68%. sedangkan pada anggaran
Rp.2.188.144.771.- dan terealisasi sebanyak Rp.1.707.065.513,- dengan capaian
78,01% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar 21,99% maka didapat efektifitas
131,61%

Terjadinya efisiensi anggaran dikarenakan memang ada beberapa kegiatan
yang tidak bisa terlaksana di Tahun 2025 karena faktor teknis dan force majeur
(kondisi bencana), namun secara umum efisiensi anggaran terjadi karena proses
negosiasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara maksimal

menggunakan e-purchasing, pengadaan langsung dan swakelola.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja
Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untk mencapai target
Indeks Profesionaitas ASN sebagi berikut.
1) Program dan Kegiatan untuk melakukan pengembangan Dimensi Kualifkasi
IP ASN
4 Rekruitmen ASN Tahun 2025 dengan penetapan kualifikasi
pendidikan lebih didominasi oleh pendidkan tinggi terdiri dari
Pelantikan PPPK Tahap | (626 orang) , Pelantikan PPPK Tahap Il (64
orang) dan Pelantikan PPPK Paruh Waktu (2436 orang), STTD (2
orang), IPDN (2 orang) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
2 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ljazah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok sebanyak 59 orang
2 Pemberian ljin seleksi dan tugas belajar pada ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok sebanyak 28 orang
2 Pelaksanaan pencantuman gelar akademik ASN di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Solok sebanyak 175 orang

2) Program dan Kegiatan untuk melakukan pengembangan Dimensi
Kompetensi IP ASN

4 Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang terdiri dari PKN Tk I

(4 orang), PKA (Eselon Ill = 10 orang, Latsar lulusan IPDN dan STTD

(6 orang), Diklat Teknis Rupiah Murni (o rupiah = 2 orang), Diklat
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Teknis PPK (6 orang), Pembekalan orientasi PPPK formasi 2024 (626
orang)

L 2 Penilaian potensi dan kompetensi dalam rangka pengisian JPT
Pratama di Lingkungan Pemerintah kab Solok sebanyak 35 orang
dari tanggal 20 s.d 21 November 2025 bertempat di UPT Penilaian
Kompetensi BKD Provinsi Riau

2 Sosialisasi  Penerapan  Multi-Factor  Authentication  (MFA),
Pemanfaatan Fitur SIMPEG dan ASN Digital serta Rekonsiliasi Data
SIMPEG — SIASN BKN

3) Program dan Kegiatan untuk melakukan pengembangan Dimensi Kinerja IP

ASN

4 Sosialisasi Pengisian e-Kinerja Bagi PPPK di Lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kabupaten Solok tanggal 27
Oktober 2025.

4 Pelayanan coaching-mentoring penggunaan aplikasi e-kinerja bagi
seluruh OPD yang memiliki kendala dalam penggunaan aplikasi
kinerja

4) Program dan Kegiatan untuk melakukan pengembangan Dimensi Disiplin IP

ASN

4 Pelaksanaan presensi mobile/ serasi mobile di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok, dalam hal ini BKPSDM bekerja sama dengan
Diskominfo Kab. Solok

4 Dalam mendukung Implementasi SPBE serta pengelolaan informasi
publik. Melalui Dinas Kominfo diciptakanlah Super Apps Solok
SERASI yaitu sebuah aplikasi yang menghimpun layanan publik dan
informasi digital dari setiap OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Solok. Dengan adanya aplikasi terigtegrasi ini diharapkan bisa
meningkatkan disiplin ASN di Lingkungan pemerintah Kabupaten
Solok

4 Pemrosesan kasus pelanggaran disiplin sesuai ketentuan berlaku
dimana selama tahun 2025 ini terdapat 1 keputusan hukuman disiplin

atas penjatuhan sanksi moral melanggar kode etik ASN.
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Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Indeks
Profesionalitas ASN

1.  Penyerahan SK
PPPK Paruh
Waktu : Senin, 22
Desember 2025
sebanyak 2436
orang

2. Penyerahan SK
PPPK Tahap |
Formasi Tahun
2024 sebanyak 626
orang

Senin, 16 Juni 2025

3. Penyerahan SK
PPPK Tahap Il
Tahun 2024
sebanyak 64 orang

Selasa, 30 Sep
2025
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4. Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian
ljazah di UPT BKN
Padang, tanggal 27
Mei 2025 sebanyak
60 orang

5. Sosialisasi
Penerapan Multi-
Factor
Authentication
(MFA),
Pemanfaatan Fitur
SIMPEG dan ASN
Digital serta
Rekonsiliasi Data
SIMPEG - SIASN
BKN Senin-
Rabu/26-28 Mei
2025 Bagi Kasubag
Umum dan
Operator Simpeg

6. Rekonsiliasi Data
SIMPEG dan
SIASN BKN serta
Penerapan Multi-
Factor Autentication
(MFA) Senin —
Kamis/1-4
September 2025

Bagi Kepala
Sekolah dan
Operator Simpeg
SD
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7  Diklat PKN Tk Il
tanggal 1 Juli sd 31
Oktober 2025 di
BPSDM Propinsi

Sumatera Barat =
= ol _!

sebanyak 4 orang " - : =
AT AR

wE R,

8 Diklat PKA (Eselon
1) 9 April s.d 12
September 2025 di
BPSDM Propinsi
sebanyak 1 orang

1 Agustus s.d 11
Desember 2025
sebanyak 9 orang
di PPSDM Regional
Bukitting

e e e R e ———!
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9 Diklat Teknis bagi
PPK tanggal 15 s.d.
19 September 2025
sebanyak 6 orang

Diklat teknis Rupiah
Murni ‘Penyusunan
Dokumen SPM
urusan Pendidikan
tgl 10 sd 14
Februari sebanyak
2 orang

10 Pelatihan Dasar
(Latsar) Bagi
lulusan STTD dan
IPDN

Tanggal 14 Apr s.d
24 Juli 2025 (3 org
STTD, 1 orang
IPDN)

Tanggal 15
September s.d 13
Desember 2025 (2
orang IPDN)
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11 Pembekalan/
Orientasi PPPK di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Solok

Tanggal 22 s.d 29

Desember 2025
Sebanyak 626
orang
—_——— e ——— B e e
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3.1.2. Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis 2: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM”

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis 2 ditetapkan 1 (satu) Indikator kinerja sebagai
tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai SAKIP

Perangkat Daerah

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dalam hal ini BKPSDM merupakan hasil evalusi
SAKIP yang dilakukan oleh evaluator oleh Auditor Inspektorat Daerah melalui
pemenuhan dokumen

Peraturan menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur secara teknis pelaksanaan evaluasi AKIP,
meliputi tujuan, ruang lingkup, metode, tahapan, serta penilaian evaluasi.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa
variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen
manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sebagai fakta obyektif instansi
pemerintah/ unit kerja mengimplementasi kan SAKIP.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 belum dapat dimuat dalam
laporan ini, karena penilaian baru akan dilaksanakan setelah dokumen SAKIP
diserahkan kepada Inspektorat. Sehingga data yang digunakan adalah data n-1 atau
nilai LKjIP pada tahun 2024 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024
Nomor 700.1.2/25/INSP-D/LHE/2025. Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia memperoleh kategori BB (Sangat Baik) atau 71,85. Nilai tersebut
merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang

dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok pada Tahun Anggaran 2025 yang

dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3.11 :Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BKSDM) Tahun 2024

Komponen yang dinilai ot :
Bobot W ET
i8 Perencanaan Kinerja
vl Pengukuran Kinerja 30 21,00
Pelaporan Kinerja 15 10,50
L8 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Jumlah

Predikat
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Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:
A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Realisasi pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel
3.12 sebagai berikut:
Tabel 3.12 :Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%) (%) (%)

1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,01 71,85 102,63%

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun
2025 tercapai, dimana pada tahun 2025 target Nilai SAKIP Perangkat Daerah
sebesar 70,01 dan terealisasi sebesar 71,85 dengan capaian kinerja sebesar
102,63%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta

target jangka menengah yang terdapat di dalam Renstra
Tabel 3.13 :Perkembangan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabizm 00 Nl
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Berdasarkan tabel 3.13 dapat di lihat bahwa realisasi Nilai SAKIP Perangkat
tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dan
capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami
peningkatan yang cukup tajam sebesar 24,03 karena memang dalam proses
pemenuhan SAKIP Tahun 2024 mendapatkan asistensi yang sangat intensif dari
Bapelitbang, Organisasi dan juga Inspektorat Daerah, Sedangkan jika realisasi
tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra (tahun 2030) sebesar 77,92
maka capaian kinerja sebesar 92,21%, yang artinya perlu upaya lebih baik lagi
untuk bisa mencapai target akhir Renstra lima tahun mendatang.

Secara grafik perkembangan Nilai SAKIP BKPSDM dapat kami ilustrasikan

sesuai Gambar 3.2 dibawah ini.
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Gambar 3.2 Grafik Perkembangan Nilai SAKIP BKPSDM
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Walaupun dalam kurun waktu Tahun 2021 hingga Tahun 2024 terjadi
penurunan yang cukup tajam dalam pencapaian indikator yang disebabkan tidak
selarasnya dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, juga
permasalahan indikator kinerja yang dinilai tidak SMART, sedangkan untuk
merubah dokumen Rencana Strategis walaupun dimungkinkan tetapi tidak lah
memakan waktu yang sebentar, namun seiring dengan di susunnya Rencana
Strategis tahun 2025-2029, sudah dilakukan perbaikan mendasar pada seluruh
dokumen perencanaan SKPD, terutama mejadikan realisasi taHun lalu sebagai
dasar untuk pentapan target PK pada tahun berikutnya, sehingga sangat
berpengaruh kepada peningkatan nilai SAKIP BKPSDM khususnya di Tahun 2025
ini.

Sedangkan untuk perkembangan Nilai SAKIP Perangkat Daerah per
komponen yang dinilai dapat kita lihat pada Tabel 3.14

Tabel 3.14 :Perkembangan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Per

Komponen yang dinilai
L. Milai Tahun  Nllai Tahun
Komponen yang dinilai Bobot . .
2023 2024

i8| Perencanaan Kinerja

Pl Pengukuran Kinerja

= Pelaporan Kinerja

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Jumlah
Predikat
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Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat terjadi peningkatan pada seluruh

komponen penilaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah selama tahun 2025.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional/
provinsi/ Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
Tabel 3.15 :Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA NILAI
Nilai SAKIP Provinsi 78.85
Nilai SAKIP BKPSDM 71,85
Milai SAKIP Kabupaten Solok 68,74

Dari tabel 3.15 dapat dijelaskan bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah
(BKPSDM) masih berada dibawah Nilai SAKIP Propinsi, namun berada diatas Nllai
SAKIP Kabupaten Solok.

D. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kkinerja
serta alternatif solusi
Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks
Profesionalitas ASN Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor
pendukung serta rencaa tindak lanjut sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
a. Komitmen pimpinan untuk menindak lanjuti LHE SAKIP tahun
sebelumnya dengan mengadakan koordinasi intensif lintas bidang
dengan mengadakan rapat koordinasi, rapat pimpinan dan rapat staf
terkait pencapaian kinerja selama tahun 2025
b. Asistensi Intensif dengan Bapelitbang, Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah dan Inspektorat Daerah sehingga meningkatkan pemahaman
aparatur perencana dalam pemenuhan dokumen SAKIP
2. Rencana tindak lanjut
a. Melanjutkan menjadikan hasil evaluasi AKIP tahun lalu sebagai acuan
untuk perbaikan kinerja di masa medatang.
b. Mengoptimalkan keterlibatan seluruh SDM yang membangun BKPSDM
dalam pemenuhan Nilai SAKIP BKPSDM dengan intensifnya rapat lintas
bidang untuk menjaga keselarasan dokumen perencanaan BKPSDM

dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan dalam tahun berjalan,
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E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya
Efesiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Indeks Profesionalitas ASN
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 : Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Keuargan
PagufRpl  Reafsd [Hpp

Fropram
Fenurgang Uru=an
102 63| Pamanviahan JLT52948. 113 | 13.953.971.37E
Daera
Eabupatery'Kota
RalaCapaisn ik, 64| Total Anggadan 21753890 113 | 14,053,070
Tingleat Efisieani
Tkt FfekiH it

Hilm SAKIP Perargka
Deerab

Berdasarkan Tabel 3.16 diketahui bahwa Indikator Nilai SAKIP Perngkat
Daerah pada tahun 2025 terget kinerja sebesar 70,01 dan terealisasi sebesar 71,85
dengan capain kinerja sebesar 102,63%. sedangkan pada anggaran
Rp.21.753.949.213.- dan terealisasi sebanyak Rp.18.953.970.221,- dengan capaian
87,13% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar 12,87% maka didapat efektifitas
117,79%

Terjadinya efisiensi anggaran dikarenakan pada proses rekruitmen ASN
yang dianggarkan sebanyak 706 formasi PPPK ternyata formasi yang terisi hanya
sebanyal 690 formasi. Termasuk faktor yang mempengaruhi adalah TMT
pengangkatan PPPK yang semula direncanakan TMT seluruhya adalah 1 Juli 2025
dalam realisasinya PPPK Tahap | sebanyak 626 orang SK nya TMT 1 Juli 2025
sementara PPPK Tahap Il sebanyak 64 orang SK nya TMT 1 Oktober 2025.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja
Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untk mencapai target
Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap Pohon Kinerja dan Cascading BKPSDM dengan
asistensi oleh Bapelitbang

2. Melakukan pengkajian ulang IKU sesuai LHE Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2023 Nomor 700.1.2/19/INSP-D/LHE/2024

3. Melakukan revisi tabel 4.1 renstra 2021-2026 dengan asistensi Bapelitbang
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4. Melakukan Revisi PK Tahun 2025 sesuai LHE Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2023 Nomor 700.1.2/19/INSP-D/LHE/2024

5. Melakukan koordinasi terkait pengukuran dan pelaporan kinerja dengan Bagian
Organisasi.

6. Koordinasi Intensif dengan Inspektorat Daerah terkait pelaporan SAKIP Tahun
2025 sesuai peraturan yang berlaku

7. Koordinasi Lintas Bidang tentang Indikator Renstra 2025-2029

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
T TR e

=S _‘I_J_.H1I
-f. o ¥ UN !{ﬂ!ﬁfffﬁﬁfil:... 3

1 Rapat Revisi Pohon
Kinerja dan
Cascading juga PK

f il

Januari 2025
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2. Rapat Koordinasi
Lintas Bidang terkait
Indikator Renstra
2025-2029

Disamping Indikator Kinerja Utama terdapat 2 Indikator yang tetap dinilai setiap
tahunya yaitu:
1. Indeks Sistem Merit
Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara maka ditegaskan bahwa pengelolaan manajemen ASN didasarkan pada prinsip
meritokrasi, ditambah dengan Surat BKN Nomor 15014/B.BM.02.01/SD/C.VIl/ 2025
Tanggal 24 Oktober 2025 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dinyatakan
bahwa BKN tidak lagi melaksanakan pengukuran IP ASN dalam rangka percepatan
pembangunan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan
ditetapkannya Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem
Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara maka Indeks Sistem Merit adalah

Indikator Penting dalam Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Kondisi

—_—— e —— e —
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terakhir masih menunggu ditetapkannya Peraturan Kepala BKN tentang teknis penilaian
Sistem Merit

2. Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan kepagwaian yang ada pada BKPSDM
Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Solok sebagai lembaga pelayanan publik, berorientasi pada kepuasan masyarakat /
pelanggan melalui pengukuran kepuasan pelayanan, dimana masyarakat yang

dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Solok.

Berikut adalah penjelasan tentang realisasi atas Indeks Sistem Merit dan Indeks Kepuasan
Aparatur pada Pelayanan Kepegawaian yang ada di BKPSDM

1. Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Solok

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen yang didasarkan pada kompetensi,
kinerja, dan kualifikasi, tanpa diskriminasi. Tujuan sistem merit adalah: merekrut ASN yang
profesional dan berintegritas, mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN,
memberikan kepastian karier ASN, mengelola ASN secara efektif dan efisien, memberikan

penghargaan bagi ASN yang adil dan layak.

Penilaian terakhir sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
dilakukan pada tahun 2023. Sesuai dengan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor
154/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, penilaian dan Indeks Penerapan
Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Solok sebagai berikut:

Tabel 3.17: Nilai Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023

Nomoi Aspek Penilaian Sistem Merit Bobot \ET
1|Perencanaan Kebutuhan 40 40
2|Pengadaan 40 34
3|Pengembangan Karir 120 37,5
4[Promosi dan Mutasi 40 15
5(Manajemen Kinerja 80 62,5
6|Penggajian, Penghargaan dan Disiplin 40 37,5
7|Perlindungan dan Pelayanan 16 10
8|Sistem Informasi 24 16

TOTAL 400 252,5

Nilai Indeks Penerapan Sistem Merit di Kabupaten Solok 252,5 dengan

predikat ‘Baik’ meliputi 8 Aspek penilaian yaitu Perencanaan kebutuhan, Pengadaan,
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Pengembangan Karir, promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian,
Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Informasi, Sistem
Merit di Kabupaten Solok mulai di nilai pada Tahun 2022 dengan perolehan nilai 166
atau dengan predikat sangat buruk, di tahun 2023 ini Kabupaten Solok mendapatkan
pendampingan intensif dari KASN untuk mendongkrak nilai Slstem Merit menjadi 252,5
merupakan bukti nyata komitmen pimpinan untuk serius melaksanakan prinsip
meritokrasi di Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Kabupaten
Solok pernah menerima Penghargaan berupa Anugerah Meritokrasi tahun 2023
dengan kategori baik dalam penerapan Sistem Merit dan kualitas Pengisian Jabatan
Tinggi Pratama dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diserahkan oleh Ketua
Komisi ASN Prof. Agus Pramusinto bertempat Kraton Grand Ballroom Yogyakarta
Marriott Hotel, Kamis 7 Desember 2023.

Gambar. 3.3 Anugerah Meritokrasi Award Tahun 2023

E UTOKRASI KASN 2023

Yogyakarta, 7 Desember 2023

IFEINUIDIAI

Tabel 3.18: Membandingkan nilai Indeks Sitem Merit dengan skala nasional,
skala provinsi, dan perbandingan dengan kabupaten/ Kota lain yang memiliki
predikat 10 besar tahun 2023 :

. Nilai Indeks .
Instansi ) , Predikat
Sistem Merit
1|Badan Kepegawaian Negara (BKN) 339(Sangat Baik
2|Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 332(Sangat Baik
3|Pemerintah Kabupaten Sijunjung 348|Sangat Baik
4|Pemerintah Kabupaten Solok 252,5|Baik

Walau pun dibandingkan dengan Skala Nasional, Propinsi dan Kabupaten.
Kota Lainnya di Sumatera Barat masih terdapat GAP yang besar Nilai Indeks Sistem

Merit di Kabupaten Solok diharapkan menjadi cambukan untuk mengoptimalkan segala
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daya upaya perbaikan demi terwujudnya tujuan Rencana Strategis BKPSDM Tahun
2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam bidang
Manajemen ASN.

Dengan ditetapkannya permenpan RB Nomor 19 tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara terdapat
perubahan mendasar dalam 8 Aspek Penilaian Sistem merit yang terdiri dari:

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan
Sub Aspek: Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan

2. Aspek Manajemen Talenta
Sub Aspek : Pemetaan talenta, Akuisisi Talenta, Pengadaan ASN, Pengembangan
Talenta, Retensi Talenta, pemantauan dan Evaluasi

3. Aspek Pengelolaan Kinerja
Sub Aspek: Perencanaan Kinerja,. Pelaksanaan, Pemantaiuan dan Pembinaan
Kinerja, Evaluasi Kinerja, Tindak lanjut Evaluasi Kinerja.

4. Aspek Pengembangan Kompetensi
Sub Aspek: Perencanaan Kinerja,. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), Pengukuran
Kompetensi, Program Pengembangan Kompetensi

5. Aspek Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi
Sub Aspek: Internalisasi Nilai Dasar ASN, Keteladanan dan Kepemimpinan,
Dukungan Kebijakan

6. Aspek Penghargaan dan pengakuan
Sub Aspek: Kenaikan pangkat, Gaji dan Tunjangan, Jaminan Sosial,

7. Aspek Disiplin, Pemberhentian dan Upaya Administratif
Sub Aspek: Pembinaan dan penegakan Disiplin, Pemberhentian, Upaya
Administratif

8. Aspek Digitalisasi manajemen ASN

Sub Aspek: Data Manajemen ASN, Layanan Digitalisasi manajemen ASN

2. Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Kepegawaian yang ada di BKPSDM

Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Kepegawaian yang ada di
BKPSDM di dapat melalui pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 103
responden (ASN yang datang dan mendapatkan pelayanan kepegawaian ke BKPSDM)
dengan rentang waktu pelaksanaan SKM Bulai Mei s.d Bulan September 2025. Nilai SKM
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BKPSDM tahun 2025 adalah 86,75 yang jik dikonversikan ke indes menjadi 3,47, dapat
dilihat pada tabel 2.19

Tabel 3.19 : Nilai SKM berdasarkan unsur pelayanan di BKPSDM
Kabupaten Solok

LIMSUR PELAYANAN NILA| 1KMW NRR PER MILA IKMW MuTL
UNEUR DHEKOMYERSIKAN PELAYARAN

m

FPersyaratan Pelayanan
Frosedur Pefayanan

W akiu Faryeias alan
Jesa konsukasi

Froduk, s pesifikasi jenis pelaymnan
Fompstensi Kemampuen Pelugas

Frilaku Petugas Pelayanan

Sarana dan Prasmana

Penamganan pengadusn, saran dan masukan

Milad Rata-rata

Ll > bk D@

Dari tabel diaas dapat dijelaskan bahwa unsur pelayanan dengan nilai paling rendah adalah
produk, spesifikasi jenis pelayanan yaitu sebesar 2,78 atau 69,50. yang berarti persepsi
yang masih kurang terhadap unsur ini menyiratkan bahwa produk, spesifikasi jenis
pelayanan masih belum sesuai harapan ASN di Kabupaten Solok. Kebutuhan yang tinggi
akan pelayanan digital sebagai imbas kemajuan teknologi harus mampu mendorong
pemangku kepentingan di BKPSDM Kabupaten Solok agar bisa membuat terobosan baru
digitaliasi layanan kepegawaian melalui aplikasi mobile yang meminimalisir berkas manual
dan kontak langsung dengan ASN sehingga memberi kan efiesiensi dari segi waktu, biaya,

kemudahan akses bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
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3.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021-2026
Perkembangan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok tahun 2021-2026 dapat dijelaskan pada tabel berkut:

Tabel 3.20 : Perkembangan realisasi dan capaian IKU Renstra 2021-2026
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Di Tahun 2025, daam rangka menindak lanjuti Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023
Nomor 700.1.2/19/INSP-D/LHE/2024, maka dilakukan perubahan terhadap IKU BKPSDM
dengan asistensi dari Bapelitbang yang dituangkan pada SK Kepala BKPSDM Nomor
800/01.a/BKPSDM-2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Perubahan IKU
BKPSDM tahun 2025 maka secara ringkas capaian kinerja IKU BKPSDM berdasarkan
Renstra 2021-2026 yang tertuang di dalam PK Awal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Tabel 3.21 :Capaian Kinerja Tahun 2025 pada BKPSDM Kabupaten Solok berdasarkan
Renstra 2021-2026

Lasaran Stramapgis Indiicatar Kinetja Samgar - Tasget Realisasl  Capaian

ek kepussan sparaie temadap _
11 pednyanan kepegawaian yang sda di indeks 375 347 52538
BRPSCMA
e ningkatnya kompetensi perentass pejshat strifktural dan
aparatur med alis pendidikan fungsiana bersertifikal komaetans (PHS
dan pelatiban s=wuni = tidak terrnas sk gury dan tenaga i i i Moot
kiebutighar kesehatan)
3|;;" RS Tamueloln ) ek eveluast skuntaniitas kinere Nilai 0| 7185 1ezeem
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Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai
berikut::

3.2.1. Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1: “Mengkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN”

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis 1 Renstra 2021-2026 ditetapkan 1 (satu)
Indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis
tersebut yaitu Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di
BKPSDM

1. Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di BKPSDM

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok sebagai lembaga pelayanan publik, berorientasi pada kepuasan
masyarakat / pelanggan melalui pengukuran kepuasan pelayanan, dimana masyarakat
yang dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Solok.

Survei kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhan.

Kuesioner kepuasan pegawai terdiri atas pengukuran terhadap :
Persyaratan
Sistem, mekanisme dan prosedur
Waktu penyelesaian
Biaya / tarif

Produk, spesifikasi jenis pelayanan

-~ 0o a0 T o

Kompetensi pelaksana

Perilaku pelaksana

J @

Sarana dan prasarana

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Pendapat masyarakat tentang kepuasan dalam mendapatkan pelayanan di unit
pelayanan dapat dijadikan bahan untuk melihat indikator mana yang perlu diperbaiki dan
indikator mana yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam memberi

pelayanan pada masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan prima. Dalam upaya
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untuk menghitung Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian

menggunakan formulasi sebagai berikut :

Total nilai persepsi per unsur
Total unsur yang terisi

x nilai penimbang

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Realisasi pencapaian Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan
kepegawaian yang ada di BKPSDM dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut:
Tabel 3.22 :Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian yang
ada di BKPSDM Tahun 2025
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%) %)
Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan 3.75 347 92 53%
kepegawaian yang ada di BKPSDM

Berdasarkan tabel 3.22 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun
2025 tidak tercapai, dimana pada tahun 2025 target Indeks kepuasan aparatur
terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di BKPSDM sebesar 3,75 dan

terealisasi sebesar 3,47 dengan capaian kinerja sebesar 92,53%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta
target jangka menengah yang terdapat di dalam Renstra

Tabel 3.23 :Perkembangan Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan
kepegawaian yang ada di BKPSDM

. . Tefiis JO0E [TEgel
REALISASI CAFREAN [5) PR
INEHIATOR KINER A iy

MM Wm M MM NN HH MNP X 2 s IP::" p——

Ingsks kbapuasam aparatur erhadap

peliyanan mspegaain yang adadi
BEPEON

Berdasarkan tabel 3.23 dapat di lihat bahwa realisasi Indeks kepuasan
aparatur terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di BKPSDM tahun ini jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan dan capaian
kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga mengalami
penurunan sebesar 7,47. Sedangkan jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan

target akhir Renstra (tahun 2026) sebesar 3,75 maka capaian kinerja sebesar

—_ — — B —
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92,53%, yang artinya perlu upaya lebih baik lagi untuk bisa mencapai target akhir
Renstra lima tahun mendatang.

Secara grafik perkembangan Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan
kepegawaian yang ada di BKPSDM dapat kami ilustrasikan sesuai Gambar 3.2

dibawah ini.

Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan
kepegawaian yang ada di BKPSDM

Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan
kepegawaian yang ada di BKPSDM

100

1001 G472
= 52,53
e 96.08 100
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Dalam kurun waktu 2021 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan indeks
kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di BKPSDM namun
pada tahun 2025 nilainya kembali turun, hal ini menandakan terjadi pergeseran
tolok ukur/ harapan yang semakin tinggi oleh aparatur yang berubah seiring

kemajuan teknologi yang begitu pesat.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional/
provinsi/ Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat

Tabel 3.24 :Perbandingan Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan

kepegawaian yang ada di BKPSDM
INDIKATOR KINERJA NILAI

Nilai IKM Kabupaten Solok 357
Milai IKM BKPSDM (86,75) 347
Milai IKM Provinsi Sumatera Barat (85.57) 342
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Dari tabel 3.24 dapat dijelaskan bahwa Nilai IKM BKPSDM masih berada
dibawah Nilai IKM Kabupaten Solok, namun berada diatas Nllai IKM Propinsi

Sumatera Barat..

D. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kkinerja
serta alternatif solusi
Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks
kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di BKPSDM tahun
2025 terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapaianya
target yang ditetapkan dan menurunnya capaian kinerja sebagai berikut:
1. Faktor Penghambat
a. Kemajuan teknologi yang pesat sehingga harapan akan digitalisasi
layanan yang begitu tinggi, sementara untuk pelayanan kepegawaian yang
ada di BKPSDM dalam hal ini walaupun mekanisme pengurusan layanan
kepegawaian dari BKPSDM ke BKN sudah mengarah ke digitalisasi,
namun tidak diiringi dengan Layanan BKPSDM ke ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok yang masih banyak menggunakan cara
manual
b. Belum adanya kejelasan waktu penyelesaian layanan yang transparan
kepada ASN yang datang berurusan, yang artinya perlu mengkaiji ulang SK
Kepala BKPSDM tentang Standar Pelayanan Minimal dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) sehingga sesuai dengan perkembangan
zaman.
2. Rencana tindak lanjut
a. Melakukan pemerataan kompetensi petugas pelayanan sehingga memiliki
pengetahuan yang merata terhadap seluruh pelayanan yang ada di
BKPSDM dengan Rolling Staf Internal maupun mengoptimalkan piket
Layanan Front Office BKPSDM
b. Membangun sistem pelayanan kepegawaian yang terdigitalisasi dan
mobile secara bertahap dan berkesinambungan sehingga memberikan
kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan transparansi prosedur dalam
pelayanan,
c. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan

mendukung kenyamanan ASN yang datang berurusan
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E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya
Efesiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Indeks kepuasan aparatur
terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di BKPSDM dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 3.25 : Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Indeks kepuasan

aparatur terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di BKPSDM
Heuangan

Pagu [ fealizasl (Rp)

indzks kepuasan aparatur
terhadap pelayanan
hepegawalan yang ada di
BEPEORA

Peata Capalan
Tieghat Efisiarndd
Tieghal Efekiliite

Berdasarkan Tabel 3.25 diketahui bahwa Indikator Indeks kepuasan aparatur

terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di BKPSDM pada tahun 2025 terget
kinerja sebesar 3,75 dan terealisasi sebesar 3,47 dengan capain kinerja sebesar
92,53%. sedangkan pada anggaran Rp.1.182.578.588.- dan terealisasi sebanyak
Rp.1.036.343.537,- dengan capaian 87,63% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar
12,37% maka didapat efektifitas 105,59%

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai
target Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di
BKPSDM sebagai berikut:

1) Melaksanakan pelayanan satu pintu pada Front Office BKPSDM yang
dilengkapi SDM, sarana dan prasarana yang memadai dan penerapan jadwal
piket bidang untuk pemerataan kompetensi/ skill aparatur pelayanan.

2) Penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelayanan kepegawaian secara
berjenjang

3) Membuka kanal pelayanan online melalui WAG SIMPEG terutama
menyangkut pemutakhiran data kepegawaian yang tidak harus datang
langsung ke BKPSDM

4) Membuka kanal pengaduan Lapor SP4N jika Aparatur memiliki ketidak
puasan dalam pelayanan kepegawaian yang ada di BKPSDM Kabupaten
Solok.
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Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian yang ada di

BKPSDM
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3.2.2. Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis 2: “Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
sesuai kebutuhan”

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis 2 Renstra 2021-2026 ditetapkan 1 (satu)
Indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis
tersebut yaitu persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS

tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

1. Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab

tantangan dan perubahan zaman yang dinamis. Kompetensi tersebut dapat

berpengaruh dan berdampak buruk terhadap kinerja organisasi, apabila kompetensi

yang dimiliki oleh ASN tidak dikembangkan.

Diklat Teknis dan Fungsional merupakan salah satu metode yang dilaksanakan
untuk mencapai persyaratan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas
PNS yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Diklat

Teknis Fungsional terdiri dari:

1. Diklat Teknis Substantif; diselenggarakan oleh Pusdiklat setelah mendapat
akreditasi dari LAN.

2. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen; diselenggarakan oleh Pusdiklat
bekerjasama dengan instasi pembina, lembaga diklat terakreditasi penyelenggara

diklat teknis, lembaga diklat pemerintah dan pihak swasta.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Solok mempunyai rencana kerja Tahun 2025 untuk melaksanakan diklat teknis bagi
PNS Daerah, salah satunya menyelenggarakan Diklat Pejabat Penatausahaan
Keuangan sebanyak 6 orang. Diklat tersebut dimaksudkan untuk memberikan wawasan,
pengetahuan dan keterampilan bagi para aparatur yang memiliki tugas melaksanakan
penatausahaan keuangan. Dan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja
dan skill SDM aparatur untuk mampu menatausahakan keuangan sesuai aturan
perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga terdapat Diklat Teknis Rupiah
Murni (Nol Rupiah) tentang Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)

urusan Pendidikan sebanyak 2 orang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 56
BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025



Disamping itu selama tahun 2025 juga dilaksanakan Pelatihan Kepemimpinan
Nasional TK. Il (Esselon IlI) sebanyak 4 orang dan Pelatihan Kepemimpinan
Administrator (PKA) (Esselon 1ll) sebanyak 10 orang. Sementara untuk diklat fungsional
proses pelaksanaan diklatnya berada dibawah instansi pembina masing-masing jabatan

fungsional.

Selanjutnya, untuk melihat capaian persentase pejabat struktural dan
fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) di

Kabupaten Solok Tahun 2025 menggunakan formula di bawah ini:

Jumlah pejabat Struktural dan Fung sional
bersertifikot koempetensi (PN5 tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (PNS
tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

x 10084

Tabel 3.26 : Jumlah Pejabat struktural dan Fungsional yang bersertifikat
kompetensi

Jum[ah FPejabat Struktural
Jumlah Pejabat Fungsional selain
| Guru dan Nakes

{Jumlah Perjabat Struktural
bersertifikat Kompetensi
Jumlah Pejabat Fungsional selain
|guru dan Nakes bersertifikat 107
| kompetensi

339

41

Dari formula dan data diatas dapat dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru

dan tenaga kesehatan) R — (41 +107) 100%
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (PNS I B {335 4+ 3509 x
tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
e 290 10054
-
= 21,33%

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian kinerja sesuai dengan

Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:
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A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Realisasi pencapaian persentase pejabat struktural dan fungsional
bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dapat
dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.27 :Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat
kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2025

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%0) (%)
1 Persentase pejabat struktural dan fungsional 55 2133 38.78%
bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)

Berdasarkan tabel 3.27 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun
2025 tidak tercapai, dimana pada tahun 2025 target persentase pejabat struktural
dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga
kesehatan) sebesar 55 dan terealisasi sebesar 21,33 dengan capaian kinerja
sebesar 38,78%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta
target jangka menengah yang terdapat di dalam Renstra

Tabel 3.28 :Perkembangan persentase pejabat struktural dan fungsional
bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan

REALISAS! CAPAIN (%) g
Tzl
TP il

INDRMATOR KINER. A
mH M W WM el XN NmE an 034

el %)

parzantass peabat swattunl dan
fangsicral bersartifika dorpetens
(PN Hdak trrrasad gury dan =naga
ks hatang

Berdasarkan tabel 3.28 dapat di lihat bahwa realisasi persentase pejabat
struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan) tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
mengalami penurunan dan capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya juga mengalami penurunan sebesar 36,38. Sedangkan jika

realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra (tahun 2026) sebesar
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75 maka capaian kinerja sebesar 28,44%, yang artinya perlu upaya luar biasa
ekstra untuk bisa mencapai target akhir Renstra.

Secara grafik perkembangan persentase pejabat struktural dan fungsional
bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dapat

kami ilustrasikan sesuai Gambar 3.5 dibawah ini.

Gambar 3.5 Grafik Perkembangan persentase pejabat struktural dan fungsional
bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
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Dalam kurun waktu 2021 sampai tahun 2025 terjadi fluktuasi persentase
pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan) dimana pada tahun 2025 adalah nilai terendah yang pernah
dicapai, hal ini memperlihatkan bahwa semakin sedikit pejabat struktural dan
fungsional yang bersertifikat kompetensi, yang memiliki banyak arti seperti semakin
besarnya intervensi politik dalam proses promosi jabatan atau perlu di rancang
strategi khusus untuk peningkatan kompetensi pemangku jabatan baik struktural

maupun fungsional yang ada di Pemerintah Kabupaten Solok.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional/
provinsi/ Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat

Tidak ada standar nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota untuk indikator ini.
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D. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kkinerja

serta alternatif solusi
Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian

persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2025 terdapat beberapa faktor
penghambat yang menyebabkan tidak tercapaianya target yang ditetapkan dan
menurunnya capaian kinerja sebagai berikut:
1. Faktor Penghambat

a. Tidak seimbangnya kuota diklat yang tersedia dengan jumlah pejabat yang
akan mengikuti diklat,

b. Disisi lain pejabat berpengalaman yang sudah memiliki sertifkat
kompetensi banyak yang sudah memasuki usia pensiun, atau banyak
pejabat fungsional berpengalaman yang dipromosikan ke jabatan struktural

c. Belum adanya peta pengembangan kompetensi bagi jabatan struktural
maupun fungsional di Pemerintah Kabupaten Solok/ belum optimalnya
dokumen HCDP.

2. Rencana tindak lanjut

a. Menambah kuota pelaksanaan diklat dengan metode blended learning dan
pola konstribusi

b. Mencari lebih banyak peluang pelaksanaan diklat dengan rupiah murni (nol
rupiah)

c. Mensosialisasikan dan mendorong ASN untuk menggunakan platform
belajar mandiri LMS (Learning Management System). LMS untuk ASN di
Indonesia sangat beragam, tergantung instansi (pusat atau daerah) dan
jenis pelatihan yang diikuti. Hampir setiap kementerian dan pemerintah
daerah mengembangkan platform mandiri untuk pengembangan
kompetensi (Bangkom) minimal 20 jam pelajaran per tahun seperti LMS
Utama & Nasional (LAN Rl & BKN), LMS Kementerian/Lembaga, LMS
Pemerintah Daerah (Pemda/ BKPSDM).

d. Mengoptimalkan campaign update data kompetensi khususnya bagi
pejabat struktural dan fungsional pada ASN Digital yang dapat
disampaikan melalui Kasumpeg di masing-masing OPD

e. Membangun Manajemen Talenta ASN di Pemerintah Kabupaten Solok
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E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya
Efesiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator persentase pejabat struktural
dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga

kesehatan) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29 : Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator persentase pejabat
struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan

a kesehatan
Kimerrjn Eruangasn
Target  Reaisasi Magu (Rpj Realtsasi (Rp]

Farsentass oe|saat
struktura dan fungsiona
bersertifikat kampeterm 55 1,33
[Pex tidak tarmasuk gurg
dan tenaga kesahatan)

1.005 566183 6701215976 BE,.70%

38, 78% | Total Anpearan 1.005.566.183

Tingkat Efistensi
Tingkat Efekiifitas

Berdasarkan Tabel 3.29 diketahui bahwa Indikator persentase pejabat

struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan) pada tahun 2025 terget kinerja sebesar 55 dan terealisasi
sebesar 21,33 dengan capain kinerja sebesar 38,78%. sedangkan pada anggaran
Rp.1.005.566.183.- dan terealisasi sebanyak Rp.670.721.976,- dengan capaian
66,70% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar 33,30% maka didapat efektifitas
58,14%

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja
Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai

target persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS

tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang terdiri dari PKN Tk Il (4 orang),
PKA (Eselon Il = 10 orang, Latsar lulusan IPDN dan STTD (6 orang), Diklat
Teknis Rupiah Murni (o rupiah = 2 orang), Diklat Teknis PPK (6 orang),
Pembekalan orientasi PPPK formasi 2024 (626 orang)

2) Sosialisasi Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA), Pemanfaatan Fitur
SIMPEG dan ASN Digital serta Rekonsiliasi Data SIMPEG — SIASN BKN.
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Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Sosialisasi Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA), Pemanfaatan Fitur SIMPEG dan
ASN Digital serta Rekonsiliasi Data SIMPEG — SIASN BKN

e e e R e ———!
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 62
BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025



3.2.3. Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis 3: “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi”

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis 3 Renstra 2021-2026 ditetapkan 1 (satu)
Indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis

tersebut yaitu Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dalam hal ini BKPSDM merupakan hasil
evalusi SAKIP yang dilakukan oleh evaluator oleh Auditor Inspektorat Daerah melalui
pemenuhan dokumen

Peraturan menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur secara teknis pelaksanaan evaluasi AKIP,
meliputi tujuan, ruang lingkup, metode, tahapan, serta penilaian evaluasi.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa
variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen
manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sebagai fakta obyektif instansi
pemerintah/unit kerja mengimplementasi kan SAKIP.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 belum dapat dimuat dalam
laporan ini, karena penilaian baru akan dilaksanakan setelah dokumen SAKIP
diserahkan kepada Inspektorat. Sehingga data yang digunakan adalah data n-1 atau
nilai LKjIP pada tahun 2024 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024
Nomor 700.1.2/25/INSP-D/LHE/2025. Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia memperoleh kategori BB (Sangat Baik) atau 71,85%. Nilai
tersebut merupakan akumulasi penialaian terhadap seluruh komponen manajemen
kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023
yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.30 :Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (BKSDM) Tahun 2024

Predikat
Bobot T

Komponen yang dinilai

i8 Perencanaan Kinerja

vl Pengukuran Kinerja 30 21,00

Pelaporan Kinerja 15 10,50

L8 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Jumlah

Predikat
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A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Realisasi pencapaian Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada
tabel 3.31 sebagai berikut:
Tabel 3.31 :Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%) (%) %)
1 Milai evaluasi akuntanilitas kinerja 70 71,85 102, 64%
Berdasarkan tabel 3.30 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun
2025 tercapai, dimana pada tahun 2025 target Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja
sebesar 70 dan terealisasi sebesar 71,85 dengan capaian kinerja sebesar
102,64%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta

target jangka menengah yang terdapat di dalam Renstra

Tabel 3.32:Perkembangan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja
REALISAS CAPEIAN ) Tahem 1075 [

AR RIS WM WS XM NS MM mm omm My am

[ETEFETS A At i 735 | 776 | &l | &5

Capea %)
T35

|Permend

nhE | B | s | mE |

Berdasarkan tabel 3.32 dapat di lihat bahwa realisasi Nilai evaluasi
akuntabilitas kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
mengalami peningkatan dan capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup tajam sebesar 24,04 karena
memang dalam proses pemenuhan SAKIP Tahun 2024 mendapatkan asistensi
yang sangat intensif dari Bapelitbang, Organisasi dan juga Inspektorat Daerah,
Sedangkan jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra (tahun
2026) sebesar 90 maka capaian kinerja sebesar 79,83%, yang artinya perlu upaya
yang sangat intensif untuk bisa mencapai target akhir Renstra ahun 2026.

Secara grafik perkembangan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dapat kami

ilustrasikan sesuai Gambar 3.2 dibawah ini.

—_ — — B —
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Gambar 3.6 Grafik Perkembangan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja
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Walaupun dalam kurun waktu Tahun 2021 hingga Tahun 2024 terjadi
penurunan yang cukup tajam dalam pencapaian indikator yang disebabkan tidak
selarasnya dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, juga
permasalahan indikator kinerja yang dinilai tidak SMART, sedangkan untuk
merubah dokumen Rencana Strategis walaupun dimungkinkan tetapi tidak lah
memakan waktu yang sebentar, namun seiring dengan di susunnya Rencana
Strategis tahun 2025-2029, sudah dilakukan perbaikan mendasar pada seluruh
dokumen perencanaan SKPD, terutama mejadikan realisasi tahun lalu sebagai
dasar untuk pentapan target PK pada tahun berikutnya, sehingga sangat
berpengaruh kepada peningkatan nilai SAKIP BKPSDM khususnya di Tahun 2025
ini.

Sedangkan untuk perkembangan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja per
komponen yang dinilai dapat kita lihat pada Tabel 3.14

Tabel 3.33 :Perkembangan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Per
Komponen yang dinilai

Milai Tahun  Milai Tahun

Komponen yang dinilai Bobot . .
2023 2024

i8| Perencanaan Kinerja

Pl Pengukuran Kinerja

= Pelaporan Kinerja

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Jumiah
Predikat

== e R S ——
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Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat terjadi peningkatan pada seluruh

komponen penilaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah selama tahun 2025.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional/
provinsi/ Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat

Tabel 3.34 :Perbandingan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

INDIKATOR KINERJA NILAI
Nilai SAKIP Provinsi 78.85
Nilai SAKIP BKPSDM 71,85
Milai SAKIP Kabupaten Solok 68,74

Dari tabel 3.34 dapat dijelaskan bahwa Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja
(BKPSDM) masih berada dibawah Nilai SAKIP Propinsi, namun berada diatas Nllai
SAKIP Kabupaten Solok.

D. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kkinerja
serta alternatif solusi
Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai
evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung serta
rencaa tindak lanjut sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
a. Komitmen pimpinan untuk menindak lanjuti LHE SAKIP tahun sebelumnya
dengan mengadakan koordinasi intensif lintas bidang dengan mengadakan
rapat koordinasi, rapat pimpinan dan rapat staf terkait pencapaian kinerja
selama tahun 2025
b. Asistensi Intensif dengan Bapelitbang, Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah dan Inspektorat Daerah sehingga meningkatkan pemahaman
aparatur perencana dalam pemenuhan dokumen SAKIP
2. Rencana tindak lanjut
a. Melanjutkan menjadikan hasil evaluasi AKIP tahun lalu sebagai acuan
untuk perbaikan kinerja di masa medatang.
b. Mengoptimalkan keterlibatan seluruh SDM yang membangun BKPSDM
dalam pemenuhan Nilai SAKIP BKPSDM dengan intensifnya rapat lintas
bidang untk menjaga keselarasan dokumen perencanaan BKPSDM

dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan dalam tahun berjalan,
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E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya
Efesiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Nilai evaluasi akuntabilitas

kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35 : Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

llf1|!r|a : i Eemngm .
Taiger  Riafiseal ; PauRp)  Realisas {Rg)

Program
Penunjang Linisan

z:::mab'mm"e”a 70 7185  102,69% [Pamarintahan 1751040213 | 18953070021 | BTN
[aarah
Kabupatan/®ata

Reata Capaian 100,64% [Total Anggaran | 21753540213 | 18.963.900.20 |  87.,13%

Tingkat Ffisinnsl 12,87%

Tinghat Ef=kivfilas 117 B

Berdasarkan Tabel 3.35 diketahui bahwa Indikator Nilai evaluasi
akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 terget kinerja sebesar 70 dan terealisasi
sebesar 71,85 dengan capain kinerja sebesar 102,64%. sedangkan pada anggaran
Rp.21.753.949.213.- dan terealisasi sebanyak Rp.18.953.970.221,- dengan capaian
87,13% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar 12,87% maka didapat efektifitas
117,81%

Terjadinya efisiensi anggaran dikarenakan pada proses rekruitmen ASN
yang dianggarkan sebanyak 706 formasi PPPK ternyata formasi yang terisi hanya
sebanyal 690 formasi. Termasuk faktor yang mempengaruhi adalah TMT
pengangkatan PPPK yang semula direncanakan TMT seluruhya adalah 1 Juli 2025
dalam realisasinya PPPK Tahap | sebanyak 626 orang SK nya TMT 1 Juli 2025
sementara PPPK Tahap Il sebanyak 64 orang SK nya TMT 1 Oktober 2025.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja
Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untk mencapai target
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerjasebagai berikut:

1) Melakukan revisi terhadap Pohon Kinerja dan Cascading BKPSDM dengan
asistensi oleh Bapelitbang

2) Melakukan pengkajian ulang IKU sesuai LHE Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2023 Nomor 700.1.2/19/INSP-D/LHE/2024

3) Melakukan revisi tabel 4.1 renstra 2021-2026 dengan asistensi Bapelitbang
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4) Melakukan Revisi PK Tahun 2025 sesuai LHE Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2023 Nomor 700.1.2/19/INSP-D/LHE/2024

5) Melakukan koordinasi terkait pengukuran dan pelaporan kinerja dengan Bagian
Organisasi.

6) Koordinasi Intensif dengan Inspektorat Daerah terkait pelaporan SAKIP Tahun
2025 sesuai peraturan yang berlaku

7) Koordinasi Lintas Bidang tentang Indikator Renstra 2025-2029

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Rapat Evaluasi Capaian Kinerja, PenetapanTarget PK dan Indikator Renstra 2025-2029

—_—— e —— e —
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3.3. REALISASI ANGGARAN
Untuk mendukung capai kinerja selama tahun 2025 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia mengelola Anggaran Belanja sebesar
Rp.23.942.093.984,- yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran
(DPPA) Tahun 2025.
Tabel 3.36 : Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja BKPSDM Kabupaten Solok TA. 2025
e REALISAS]  PERSENTASE

URAIAN REGIATAN e BEL AN, KELUASN
[ LEH ]

i

BREL AN DAERMH 13940 897, 0 HLER1.015
‘mﬂmummm SRR sl
Perenrsanen, Prngangnanan dem Eeakasal Kinkria Peranglcst eareh 1BA3E3TTI G738 98T T
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HEALISASL PERSENTASE
URAIAN REGIATAN BEL AN, KELUASN
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Secara umum realisasi Belanja BKPSDM Tahun 2025 adalah Rp.20.661.035.734,-
dari total anggaran Rp.23.942.093.984,- yaitu sebesar 86,30%. Ada beberapa catatan

realisasi kuangan tahun 2025 yaitu:

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kinerjanya terealisasi
terealisasi sebesar 100% dan keuangan sebesar 86,91%, dikarenakan Gaji PPPK Thp |
sebanyak 626 orang dibayarkan TMT 1 Juli 2025, Gaji PPPK Thp Il sebanyak64 orang
dibayarkan TMT 1 Oktober 2025, sementara seluruh penganggaran gaji PPPK dihitung
TMT 1 Juli 2025 sebanyak 706 orang.

2. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, kinerjanya terealisasi sebesar 90% dan
keuangan sebesar 75,64% dikarenakan Kegiatan Pro ASN/ Assesment bagi JPT, JA

dan JP, JF Muda belum terlaksana. Proses Pengisian beberapa JPT belum selesai
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dilaksanakan di Tahun 2025. Kegiatan yang belum terlaksana akan dituntaskan

pelaksanaannya pada tahun 2026.

3. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, kinerjanya terealisasi
sebesar 25% dan keuangan sebesar 0% dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati
Nomor 1491 Tahun 2025 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Pemberian ljin
Seleksi dan Tugas Belajar bagi ASN di lingkup Pemerintah Kab.Solok TMT 2 Juni 2025
bagi berkas yang sudah masuk ke BKPSDM ditunda prosesnya.

4. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, kinerjanya
terealisasi sebesar 95% dan keuangan sebesar 89,14% dikarenakan Proses Penilaian

SKP Th 2025 pada aplikasi e-kinerja dilaksanakan pada bulan januari 2026

5. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, kinerjanya
terealisasi sebesar 95% dan keuangan sebesar 88,14% dikarenakan SK Satya Lencana
Priode 2024-2025 belum di jemput ke Jakarta (133 orang), bahan yang terkumpul

periode 2025 - Januari 2026 masih dalam proses pengususlan (163 org)

6. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, kinerja nya
terealisasi sebesar 90% dan keuangan sebesar 94,53% dikarenakan Masih ada Kasus

Pelanggaran Disiplin ASN yang masih dalam proses

7. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan,
kinerjanya terealisasi sebesar 90% dengan keuangan sebesar 66,71% dikarenakan
Pelaksanaan Retret belum bisa dilaksanakan diTahun 2025 dan diundur

pelaksanaannya di tahun 2026.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 merupakan laporan
capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini
dimaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan kinerja yang
telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga
mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-
hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah
yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai
sesuai yang direncanakan.

Dari hasil analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok diperoleh kesimpulan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok telah berusaha memberikan pelayanan yang
sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ataupun aparatur melalui program
dan kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja secara umum termasuk dalam
kategori Sangat Berhasil, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan
sebelumnya.

2. Anggaran sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam
merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang
dianggarkan. Dalam menggunakan anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok juga menerapkan prinsip efisien dan efektif
sesuai dengan kebutuhan yang tergambar dari capaian realisasi keuangan dari masing-
masing kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis serta indikator

kinerja yang direncanakan.

4.2 SARAN

Langkah-langkah yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang antara
lain:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan memenuhi jumlah pegawai
yang mengikuti diklat teknis, diklat fungsional tertentu, diklat PIM dan beasiswa tugas
belajar;

2. Penataan formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional sesuai dengan
kompetensi jabatan, agar terciptanya sistem merit yang dapat mendukung kemajuan

daerah.
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i, Peanangansn kasus palanggaran disiphn yang lebinh oplimal sesuai peraturan yang
badaku, agar tercipla efek jgra, sehingga dapal teradi penurunan kssus palanggarnan
disiplin

Hambatan dan kendala vang ditemul berdazarkan evaluasi vang dilakukan akan
dijadikan sebagal fakior utama dalam perbalkan kinerja kedepan khususnya yang bersifat
intermal pada Badan Kepegawaign dan Pengembangan Sumber Days Manusia Kabupaian
Salok. Mamun urtuk fakior penghambal yang bersifal ekstemal akan dilskukan upaya lehih
lanjut dalam bentuk koordinasi yang bersfal intens.

Demilcan laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi Baden  Kepegawaian dan
Pangemibangan Sumber Daya Manusia Kabupatan Scéok Tahun 2025, Secara ringhas seluruh
capaian knara lersebul di atas, telsh memberikan gambaran yang sangal jelas bagl Badan
Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Dayva Manusia Kabupaten Solok  untuk
meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Arosuba, Februan 2036

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
FEHEMM SUMBER DAY A

L — R —

upnmmpnumnupemmmn[mﬁ f-'i
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BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN
LKjIP TAHUN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama . JUFRISAL, SH., MM
Jabatan . Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . JON FIRMAN PANDU, 8.H
Jabatan - BUPATI SOLOK
Selalku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaarn.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 19 Desember 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI SOLOK
JON FIRMAN PANDU, 8.H JUFRISAL, SH, MM

NIP. 19751008 200901 1 006
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BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Neo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (<) (3] (4]
| |Meningkatnya 1.1. Indeks Prosesionalitas ASN 78,44
Profesionalisme ASN serta
meningkatnya
Pengetahuan, Keahlian

dan Keterampilan ASN
dengan optimalisasi sistem
meritokrasi berbasis digital
dalam pengelolaan dan
Pendayagunaan ASN

2 |Meningkatnya 2.1. Milai SAKIP Perangkat Daerah 70,1
Akuntabilitas Kinerja
BRKPSDM
|
Neo Program Anggaran Ket
| | Program Kepegawaian Daerah Rp. 1.182,578,588,00  APBD, DAU
Program Pengembangan Sumber Daya
. PBD, DAU
? | Manusia Rp. 1,005.566.182,01 | " o0 O
Pro i
3 e Eesiujani Urasan Rp. 21.753.949.213,09 | APBD, DAU

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Arosuka, 19 Desember 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI SOLOK
//-/—r7_
JON FIRMAN PANDU, S.H JUFRISAL, SH, MM

NIP. 19751008 200901 1 006
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:
Nama .  AFRIALDI, SE., MM
Jabatan . Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama .  EPYARDI ASDA, M. MAR

Jabatan - BUPATI SBOLOK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnysa
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjianjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 3 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pe g,
a.n. BUPATI SOLOK
SEKRETARIS DAERAH
8. M. 1

NIP, 19750429 199403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20285
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HNo Basaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4]
1 |Meningkatnya kualitas 1.1. Indeks kepuasan aparatur
pengelolaan manajemen terhadap pelayanan S
ASN kepegawaian yang ada di
BEPSDM
2 |Meningkatnya kompetensi (2.1. Persentase pejabat struktural
aparatur melalui dan fungsional bersertifikat 55
pendidikan dan pelatihan kompetensi (PNS tidak
sesuai kebutuhan termasuk guru dan tenaga
kesehatan)
3 |Meningkatnya tata kelola |3.1. Nilai evaluasi akuntabilitas 70
organisasi kinerja
No Program Anggaran Bt
1 Program Kepegawaian Daerah Rp. 1.215.122.902 | APBD, DAU
Pro Pe bangan 5
g RERIEEam nSumber Daya | oo 903.060.000 | APBD, DAU
anusia
Pro Pe i U
3 ERt T CIVCCHATE M Rp. 24.259.414.390 | APBD, DAU

Pemerintah Dacrah Kabupaten, Kota

Arosuka, 3 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
a.n. BUPATI SBOLOK
BEEKRETARIS DAERAH
MEDISON, §.50s.. M. 81 AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efelctil, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:
Nama - AFRIALDI, SE., MM
Jabatan . Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

MNamea . JON FIRMAN PANDU, 8.H
Jabatan - BUPATI SOLOK
Salaku atasan pihak pertamsa, gelanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan rarget kinerja yarlg scharasnya
seguai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanagn.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget kinerja tersebut menjadi
tangpung jawab kami.

pitiak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan seria akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dar perjanjan int dan mengambil tindakan
yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, & Januan 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertgdna,
BUPATI SOLOK
JON FIRMAN PANDU, S8.H AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No [ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2} i3] (4)
1 |Meningkatnya kualitas 1.1. Indeks kepuasan aparatur
. 3,75
pengelolaan manajemen terhadap pelayanan
ASN kepegawaian yang ada di
BKPSDM
2 |Meningkatnya kompetensi |2,1. Persentase pejabat struktural

aparatur melalui dan fungsional bersertifikat 55
pendidikan dan pelatithan kompetensi (PNS tidak
sesuai kebutuhan termasuk guru dan tenaga

kesehatan)|

1 | Meningkatnya tata kelola |3.1. Nilai evaluasi akuntabilitas
prganisasi kinetja

70

No Program

Anggaran Fot

1 | Program Kepegawaian Daerah

Rp. 1.215.122.902 AFBD, DAU

Program Pengembangan Sumber ﬂa;m
Manusia

Rp, 903.060.000 | AFED, DAU

Program Penunjang Urusan
I Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pihak kKedua,
BUPATI SOLOK

JON FIRMAN PANDU, 8.H

Arosuka, * anuen

Pihak Pertamg,

E
NIP. 19750420 199403 1 002

Rp, 24.259,414.390 | APBD, DAU




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:
Nama . MAISEVEN YUSDI RAISTIN, 5.50s
Jabatan : HKepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan

Pemberhentian
Selanjutnya disebut pihak pertama
MNama . AFRIALDI, SE.MM

Jabatan . Kepala BKPSDM Kabupaten Solok
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targel kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperfukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tndakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 3 Januari 2025

Pihak Kedu

BE \ ; o
NIP. 19750420 195403 1 002 HIP IQTGD'::-DT 1‘3’93'03 1 G[‘-‘E




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

()

(4)

Meningkatnya Kualitas Pengel

olaan Manajemen ASN

Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Penpgadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian
ASN

1.1.

Skor Aspek Perlindungan dan
Pelayanan Sistem Merit

10

1.2.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Panghkat
Total 3 indikator yang dipenuhi 1

arirls 4
indikator =

100%

1.3.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks
Femberhentian

Total 9 indikator

100%

1.4,

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Jaminan
Pensiun dan Hari Tua

Total 2 indikator

100%

1.5,

Pergentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Pensiun
Total 1 indikator

100%

1.6.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks
Perlindungan

Total 2 indikator

LO0%

1.7,

Persentase Pemenuhan Dokumen
N9PK Elemen Indeks Cuti
Total 2 indikator

100%

1.8

Persentase usulan pensiun yang
diterbitican SK nya tepat waktu

100%

1.9,

Perentase Lembaga Profesi ASN
yang ditangani sdministrasinya
dalam rangka perlindungan ASN

100%

1.10.

Persentase Lembaga Profesi ASN
vang ditangani administrasinya
dalam rangka perlindungan ASN

100%n




Kepegawaian, Usulan
Kawin/Cerai, Usulan Cutl yang
diterbitlkkan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2} (3] (4]
2 | Meningkatnya Pelayanan 2 1. Nilai Dimensi Disiplin IP ASN 5
Kepegawaian dalam
Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
22 Nilai Dimensi Kinerja [P ASN 25
2.3, Skor Aspek Manajemen Kinerja 65
Bistern Merit
2.4, Skor Aspek Pengganjian, 38
Penghargaan dan Displin Sistem
Merit
2.5, Persentase Penurunan 1.5
Pelanggaran Disiplin ASN
76, Persentase Pemenuhan Dokumen 100
NSPK Elemen Indeks Penilaian
Kinerja
Total 6 indikator
2.7, Persentase Pemenuhan Dokumen 100%
NSPK Eleméen Indeks Penilaian
Penghargaan
Total 3 indikator
3 8 Persentase Pemenuhan Dokumen 100%
NSPK Elemen Indeks Penilaian
Disiplin
Total 5 indikator
70, Persentase Pemenuhan Dokumen 100%
NSPK Elemen Indeks Penilaian
Kode Euk
Total 2 indikator
2. 10. Persentase SKP ASN bernilai baik BO%
pada aplikasi e-Kinerja
2.11. Persentase Penghargaan ASN, 100%
SLKS (Satyalencana Karya Satya)
yvang terfasilitasi tepat wakiu
9 12, Persentase Usulan Kartu Identitas 100%




No Program ' Anggaran Rat
| | Program Kepegawaian Daerah Rp. 315030774 | APBD, DAU
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Bicnbarkisrtinn Rp, 32.527.550 APBD, DAU
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Rp. 150.000.000 | APBD, DAU
Pengelolaan Data Kepegawaian Rp. 40.664.162 | AFBD, DAU

Pelaksanasn Penilaian dan Bvaluasi Rp. 33.711.000| APBD, DAU

Kinerja Aparatur
Ptngelu;l-aan Pemberian Penghargaan bag Rp. 9.782.555 | APBD, DAU
Pegawai
Pengelolaan Penvelesaian Pelanggaran
Disiplin ASN Rp. 40.731.772 APBD, DAU
Pelayanan Proses lzin Perceraian Pegawai Rp. 7.616.735 | APBD, DAU
Total Anggaran Rp. 315.030.774 APBD, DAU
Arosuka, 3 Januari 2025
Kepala BKPSD lhplll Bidang Pembinaan,

NIP. 19750420 199403 1 002 Ni? 19?13:]51.'.1'? 15\93[?3 1 ﬂﬂE




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di
bawah ini;

Nama - YOVI FRANSISKA, SE, M.I.Kom

Jabatan -  Kepala Bidang Kepangkatan, Data dan Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - AFRIALDI, SE.MM

Jabatan Kepala BKPSDM Kabupaten Solok
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnyva
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja janghka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaam,
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 3 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

]

AFRIALDI, SE, MM YOVI FRANSISKA, SE, M.L.Kom
NIP, 19750429 199403 1 002 NIP, 19850912 201001 2 030




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(2]

{3

14]

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN

1 |Meningkatnya Pelavanan
Kepegawaian di Bidang
Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian
ASN

1.1,

Skor Aspek Perencanaan
Kebutuhan Sistem Merit

1.2.

Skor Aspek Pengadaan Sistem
Merit

35

1.3.

Slkor Aspek Sistem Informasi
Sistemn Merit

20

1.4.

Persentase Pemenuhan Dolumen
NSPK Elemen Indeks Penyusunan
dan Penctapan Kebutuhan ASN
Total 4 indikator

100%,

1.3,

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Pengadaan
ASM

Total 4 imdikator

1 00%%

1.6

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks

Pengangkatan ASN
Total 8 indikator

100%

1.7,

Persentase Data Kepegawaian
yang Akurat

100%

2 | Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Promosi dan Mutasi ASN

a.1.

Niled Dimensi Kualifikasi [P ASN

21

2.2.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Pangkat

Total 3 indikator yang dipenuhi 2
{ndikator _-!(

100%

2:3.

Persentase Usulan Kenaikan
Pangkat, Pencantuman Gelar,
PMEK dan Mutasi lain-lain yang
diterbitkan SKnya

100%

2.4,

Persentase kelulusan peserta
Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian [jazah

100%




No Program

Anggaran Ket

1 Program Kepegawaian Daerah

Rp. 360.973.700 | APBD, DAU

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS
dan FFPK

Rp. 206.852.000 AFBD, DAU

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis
dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN

Rp. 19.067.200 | APBD, DAU

Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS

Rp. 97.815.000 | APBD, DAU

Pengelolaan Sistem Informasi

Rp. 37.239.000 APBD, DAU

Kepegawaian __
Total Anggaran Rp. 360.973.700 | APBD, DAU
|
Arosuka,d Januari 2025
Kepala BKPSDM Kepala Bidang Kepangkatan, Data
dan Pengadaan
1 M

AFRIALDI, SE, MM
NIP. 19750429 199403 1 002

NIP. 10850912 201001 2 030




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama . NOVITA, SE, M.Bi
Jabatan - Hepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . AFRIALDI, S8E., MM
Jabatan . Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 3 Jeeudfl 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama,
KEP.

AFRIALDI, SE, MM NOVITA, SE, M.Si
NIP. 19750420 1969403 1 002 NIP, 19801120 201001 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No Sasaran Strategis

Target

(1] {2)

(3)

(4

Meningkatnya kualitas pengelolaan mangjemen ASN

1 |Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Promosi dan Mutasi

1.1,

Skor Aspek Promosi dan Mutasi
Siatern Merit

40

1.2,

Skor Aspek Pengembangan Karir
Sistern Merit

40

1.3.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Mutasi Total
3 Indikator

100 %

1.4.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Flemen Indeks Jabatan
Total 10 Indikator yang dipenuhi
8 indikator

F .

100 %

1.5.

Persentase Pernenuhan Diolumen
NSPK Elemen Indeks Pola Pikir
Total 1 Indikator

100 %

1.6.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NEPK Elemen Indeks
Pengembangan Karir ASN Total 6
Indikator

100 %

1.7,

Persentase formasi jabatan
pimpinan tinggi, administrator
dan pengawas yang terisi RESUAL
ANJAR dan ABK

a1 %

5 | Meningkatnya Pelayanan
waian di Bidang

ASN

Pengembangan Kompetensi

2.1,

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK elemen indeks Jabatan
Total 10 indikator yang dipenu hi
2 indikator

s

100 %

2.4,

Persentase ASN yang diberikan
liin Tugas Belajar untuk
melaksanakan pendidilcan
lanjutan

100 %

2.5

Persentase ASN Jabatan
Fungsional yang mendapatkan
Dokumen Pengembangan Karir

100 %o

Meningkatnya Kompetensi
Kebutuhan

Aparatur melalul Pendidikan dan Pelatihan sesuai

3 | Meningkatnya Pelaksanasan

Diklat Teknis, Sertifikasi,

% 1. Nilai Dimensi KOmpetensi IP ASN

28




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1} {2} (3} 4]
Kelembagaan,
Pengembangan Kompetens
Manajerial dan Fungsional
bagi ASN di Linglungan
Pemerintah Kabupaten Solok
3.2, Persentase kelulusan aparatur
yang mengikuti Diklat Kompetensi 100%
Tekmis, Sertifikasi, Relembagaan,
Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional bag
ASN di Lingkungan Pemerintah
| Kabupaten Solok
I
No Program Anggaran s
Sub Kegiatan Penyelenggaraar
Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
1 Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggl, Jabatan Rp. 903.060,000 APBD, DAU
Fungsional, Kepemimpinan dan -
Prajabatan
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
2 | Karir dalam Jabatan Fungsional Rp. 9.131.700 | APBD, DAU
3 | Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Rp. 50.144.724 | APBD, DAU
|
4 | Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Rp. 285 682.004 | APBD, DAU
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan
o | Lanjutan ASN Rp. 194.160.000 | APBD, DAU
Total Anggaran Rp. 1.442.178.428

Pihak Kedua,

AFRIALDI, SE, MM
NIP, 19750420 199403 1 002

Arosuka, 3 J»Mmuen 2025

PiHak Pertama,

ﬂ»\./ '

1

NOVITA, SE, M.Si
NIP. 19801120 201001 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama . MARCOS SOPHAN, 8.Pt, M.Si
Jabatan . Sekretaris BKPSDM Kabupaten Solok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . AFRIALDI, SE.MM

Jabatan . Kepala BKPSDM Kabupaten Solok
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya discbut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesumi lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipertukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjianjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 3 Januari 2025

Pihak 7 Pihak Pertama,
AFRIALDI, SE, MM M_%M

NIP, 19750429 199403 1 002 NIP. 19740314 199903 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUM

KABUPATEN SOLOK

BER DAYA MANUSIA

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(2)

{3)

(4)

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Meningkatnya Pelayanan 1.1
Umum Kepegawaian dan
Pengelolaan BMD pada

BKPSDM Kabupaten Solok

Persentase Pemenuhan
Administrasi Perkantoran

100%

1

Persentase Tersedianya Jasa
Urusan Penunjang Pemerintah
Daerah

100%

1.3.

Persentase Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Berfungsi Dengan
Baik

100%:

Meningkatnya Perencanaan 1
Kinerja, Pengukuran Kinerja
dan Pelaporan Kinerja pada
BKPSDM Kabupaten Solok

Nilai Komponen Perencanaan
Kinerja pada LHE SAKIFP BEPSDM

22

2.2,

Nilai Komponen Pengukuran
Kinerja pada LHE SAKIP BKPSDM

19.5

2.3.

Nilgi Komponen Pelaporan Kinerja
pada LHE SAKIP BKPSDM

10.5

2.4,

Nilai Komponen Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal
pada LHE SAKIF BKPSDM

18

2.5,

Persentase Kelengkapan
Pemenuhan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan pada
BKPSDM Kabupaten Solok

100%:

Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Keuangan pada
BKPSDM Kabupaten Solok

3.1,

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Penggajian,
Tunjangan dan Fasilitas

Total 6 indikator

100%

3.2,

Persentase Kelengkapan
Pemenuhan Dokumen
Administrasi Kenangan BEPSDM
Kabupaten Solok

100F%




Ket

Program Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
. 24, i ;

L. | Duprah Kabupaten/Kota Rp. 24.259.414.390 | APBD, DAU
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Peranghat daerah RBp. 148.428.168 APBD, DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 23.726.404.823 APBD, DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 116.202.928 | APBD, DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan :
: oty Deral “ Rp. 22,254,615 APBD, DAU
Pemeliharaan Barang Milik Dacrah Rp.  246.123.856 | APBD, DAU

Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah

e

AFRIALDIL, SE, MM
NIP. 19750429 199403 1 002

Arosuka, 3 Januari 2025
Sekretaris BEPSDM

L3

NIP. 19740314 199903 1 00




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama . NUR PEBRIANTO PUTRA, 8. IP
Jabatan . Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . MARCOS SBOPHAN, 8.Pt, M.Si
Jabatan SBEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 3 Jaedan 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS

81 NUR PEBRIANTO PUTRA, S. IP
NIP. 18740314 199903 1 006 NIP. 19820502 200701 1 003




Indikator Kinerja

Target

(1)

(3)

()

Kabupaten Salok

Meningkatnya Pelayanan Umum Kepegawalan

dan Pengelolaan BMD pada BKPSDM

Terlaksananya Pemenuhan
Administrasi Perkantoran

1.1.

Jumiah Paket Peralatan dan
Pergediaan Kantor vang
Disediakan

2 Paket

1.

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor Yang disediakan

4 Paket

1.3.

Jumlah Paket Barang Cetakan

dan Penggandaan yang disediakan

4 Paket

1.4,

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKFD

20 Laporan

Terlaksanya Penyediaan Jasa
Urusan penunjang
Pemerintah Dacrah

2.1

Jumlah laporan penyediaan jasa
surat menyurat

1 Laporan

2.4

Jumlah laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang disediakan

15 Laporan

2.3,

Jumlah laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
disediakan

| Laporan

Teraksananya Sarana dan 3.1
Prasarana Aparatur yang

Berfungsi Dengan Baik

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang dipelihara dan
dibayvarkan Pajaknya

2 Unit

3.2

Jumlah Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan yang
dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

2 Unit

3.3

Jumilah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya Yang
Dipelihara/ Dirchabilitas

1 Unit

3.4

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihara
Direhabilitasi

10 Unat




Ket

Rp. 384.581.399

No Program | Anggaran
Administrasi Umum Peranghat Daerah
1 Pﬂﬁ'cdman Peralatan dan Perlengkapan Rp. 0% 368.750 APED, DAU
tor
2 | Penyediaan Bahan Logistilk Kantor Ep. 22.278.907 APBD, DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan APBD, DAU
a Pengg | Rp. 5.951.183
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan _ APBD, DAU
4 | Konsultasi SKPD - 62.604.088 |
Penyedinan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
APBD, DAU
5 | Penyedisan Jasa Surat Menyurat | Rp. 1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber APBD, DAU
& D Air dan Listrik Rp. 19.454.615
APBD, DAU
7 | Penyedinan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ep. 1.800.000
Pemeliharaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya |
| Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
B Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas e 108.517.204 | appp, DAU
Jabatan
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
. Kendaraan Dinas Operasional atau P 75.880.000 APBD, DAU
Lapangan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung
11 | kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 2.840.000 |  APBD, DAU
Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan
12 | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Rp. 58,886,652 APBD, DAU
Lainnya
Total Anggaran

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

o

NIP. 19740314 199903 1 006

Arosuka, 3 Jaouir 20023

Pihak Pertama,

A

IP

NI, 19820502 200701 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama - DARMAWATI, 8. Kom
Jabatan . Kepala Bub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . MARCOS SOPHAN, 8.Pt, M.Si
Jabatan - SBEERETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangks mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang elah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 3 Jsnuant 20325

Pihak Kedua,

NIP. 19740314 199903 1 006 NIP. 10811220 200902 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

|

(1)

|

13)

(4)

(<]
M

eningkatnya Perencanain

Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja

pada BKPSDM Kabupaten Solok

Terpenuhinya Kesesuain
Dokumen Perencanaan dan
Penganggararn

1.1.

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah [Renstra, Rema

PD|

7 Dokumen

1.2.

Jumlah Dokumen RKA - SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen REA-SKFD

2 Dokumen

1.3.

- SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKFD

Jumlah Dolkumen Perubahan REA

2 Dokumen

1.4.

Jumlah Dokumen DPA - SKPD
dan Laporan Hasil Keordinasi

Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

2 Dokumen

1.3,

- SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA

2 Dokumen

1.6.

Jumlah Lapora Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

12 Laporan

1.7.

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

4 Laporan

Terpenuhinya Kesesuain
Pertanggungjawaban
Keuangan dengan Aturan

2.1.

Pemenuhan Dokumen NSFPK
elemen indeks Penggajian,
Tunjangen dan Fasilitas Total &
Indikator

6 Indilkator

2.4.

dan Tunjangan ASN

Jumlah orang yang menerima Gaji

734 orang/
Bulan

2.3,

Jumlah Laporan Keuangan Alhir
Tahuj SKFD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun

1 Laporan

2.4.

Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

1 Laporan




Het

No Program Anggaran
Perencanaan, Penganggaran dan Evaloasi Kinerja Perangkat Daerah
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | Rp. — APED, DAU
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 | pKa - SKPD Rp.  3.666.495 | APBD, DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen o
3 | Perubahsn RKA - SKPD Rp. 2.626.250 | APBD, DAU
et APBD, DAU
4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKFD Rp. 1.191.097
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan APED, DAU |
5 DPA-SKPD Rp. 3.069.555
Koordinasi dan Penyusunan Laporan APBD, DAU
& | Capaian Kinerja dan lchtisar Realisasi Rp. 133422781
Kinerja SKPD I
ey APBD, DAU
7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 1.437.120
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
APBD, DAU
| | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 23.721.897.433 »
Koordinasi dan Penyusunan Laporan APBD, DAU
2 | Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. ik o decris
Penyusunan Pelaporan dan Angligis APED, DAU
= | Prognosis Realiasal Anggaran Kp. FALS, 2T
Total Anggaran Rp. 23.874.832.991
Arosuka, 3 Jsnusm 2025

Pihak Kedua,
ARIS

; 8i
NIP. 19740314 199903 1 006

NIP. 19811220 200902 2 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama ¢ AFRIALDI, SE., MM
Jabatan : HKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  JON FIRMAN PANDU, 8.H

Jabatan :  BUPATI SOLOK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yvang scharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, & M) 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertamdé,
BUPATI SOLOK

T

JON FIRMAN PANDU, 8.H AFRIALDI, SE, MM
NIP. 19750429 159403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No Basaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2} (3) (4
l | Meningkatnva I.1. Indeks Prosesionalitas ASN 77,43
Profesionalisme ASN 1.2. Indeks Sistem Merit 252.5
dcngan DFI_unﬂhE’HE] i o 7 Indeks Kepuasan Aparatur 85
meritokrasi berbasis
digital dalam pengelolaan
dan Pendayagunaan ASN
2 | Meningkatnva 2.1. IP ASN Dimensi Kompetensi
Pengetahuan, Keahlian 27,13
dan Keterampilan ASN
3 |Meningkatnya 3.1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,1
Akuntabilitas Kinerja
BKPSDM
No | Program Angraran Ket
1 | Program Kepegawaian Daerah Rp. 1.072.037.454 | APBD, DAL
4 | ngra.:jn Pengembangan Sumber Daya Rp. 745.907.000 | APED, DAU |
Manusia |
Frogram Penunjang Urusan )
Rp. 22.856.668.928 | APBD, DAU
. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | b ¢
Arosuka, & ™~ 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertame,
BUPATI SOLOK
/:’7
JON FIRMAN PANDU, 8.H AF |
NIP. 19750429 199403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan ci
bawah ini:

Nama : AFRIALDI, S8E., MM
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Days Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JON FIRMAN PANDU, 5.H

Jabatan :  BUPATI SOLOK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewuwjudkan target kinerja yang seharusnya
scsuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kepgagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yvang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

¢ ™Ml 2005

Arosuka,
Pihak Kedua, / % ﬂ;ﬂmk ’
Lpyprav

BUFATI BOLOK

JON FIRMAN PANDU, 8.H AFRIALDI, BE, MM
NIP, 19750429 199403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4]

1 |Meningkatnya 1.1, Indeks Prosesionalitas ASN 77,43

Profesionalisme ASN 1.2, Indeks Sistem Merit 252,5
dengan optimalisasi sistem |} 3 1 4epg Kepuasan Aparatur 85

meritokrasi berbasis
digital dalam pengelolaan
dan Pendavagunaan ASN

2 |Menmingkatnva 2.1, IP ASN Dimensi Kompetensi
Pengetahuan, Keahlian 27,13
dan Keterampilan ASN
3 |Meningkatnys 3.1. Nilai SAKIP Perangkat Daergh 70,1
Akuntabilitas Kinenja
lE-l{FSDM
No Program Anggaran Ket
|
1 | Program Kepegawaian Daerah | Rp. 1.072,037.454 | AFBD, DAU
Program Pengembangan Sumber Daya
- Bl i Rp. 745.907.000 | APBD, DAU
Program Penunjang Uru
3 4 bl ‘ Rp. 22.856.668.928 | APBD, DAU

Pemerintah Daersh Kabupaten/ Kota

Pihak Kedua,
BUPATI SOLOK

JON FIRMAN PANDU, 8.H

Arpsuka, € mel 2025
Pihak Pert .
AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini;

Nama :  MARCOS BOPHAN, 8.Pt, M.8i
Jabatan i Sekretaris BKPSDM Kabupaten Solok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . AFRIALDI, BE.MM
Jabatan - Hepala BKPSDM Kabupaten Solok
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami,

Pihak kedua alkan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 056 Mei 2025

Pihak Kedda, Pihak Pertama,

M.
NIP. 197504209 199403 1 002 NIP. 19740314 199903 1 006




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) [3) [4)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
1 [Meningkatnya Pelayanan 1.1, Persentase Pemenuhan 1005
Umum Kepegawaian dan Administrasi Perkantoran
Pengelolaan BMD pada
BKPSDM Kabupaten Solok
1.2, Persentase Tersedianya Jasa 100%
Urusan Penunjang Pemerintah
Daerah
1.3, Persentase Sarana dan Prasarana 100%
Aparatur yang Berfungsi Dengan
Baik
2 |Meningkatnya Perencanaan |21, Nilai Komponen Perencanaan 22
Kinerja, Pengukuran Kinerja Kinerja pada LHE SAKIP BKPSDM
dan Pelaporan Kinerja pada
BKPSDM Kabupaten Solok
2.2. Nilai Komponen Pengukuran 19,5
Kinerja pada LHE SAKIF BKPSDM
2.3. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja 10,5
pada LHE SAKIP BKPSDM
2.4, Nilai Komponen Evaluasi 18
Akuntabilitas Kinerja Internal
pada LHE SAKIP BKPSDM
2.5. Persentase Kelengkapan 10084
Pemenuhan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan pada
BKPSDM Kabupaten Solok
3 |Meningkatnya Pengelolaan  [3.1. Persentase Pemenuhan Dokumen 100%
Administrasi Keuangan pada NSPK Elemen Indeks Penggajian,
BKPSDM Kabupaten Solok Tunjengan dan Fasilitas
Total 6 indikator
3.2, Persentase Kelengkapan 100%
Pemenuhan Dokumen

Administrasi Keuangan BKPSDM
Kabupaten Solok




Ket

NIP. 19750429 199403 1 002

No Program Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
U | i Eabubing Whia Rp. 24.259.414.390 | APBD, DAU
Perencanaan, Penganpparan, dan Evaluasi |
B Minieria Pevtnekai dasah Rp. 14B.428.168 | APBD, DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 22.406.283.531 | APBD, DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 82.685.758 APBD, DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
| Boreritahen Daarak Rp. 22.254.615 | APBD, DAU
Pemehharaan Barang Milik Daerah
Pesiunjang Urusan Pemerintahan Daeral Rp. 197.043.856 | AFBD, DAU
Total Anggaran Rp. 47.116.083.318 | APBED, DAU
Arosuka, 05 Mei 2025
Klﬂh?ﬂh Sekretaris BEPSDM
: o8 8i

NIP, 19740314 199903 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan mangjemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientas pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama . MAISEVEN YUSDI RAISTIM, 8. Sos
Jabatan © Kepala Bidang Prmbinaan, Kesejahteraan, dan
Pemberhentian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  AFRIALDI, SE.MM
Jabatan : HKepala BKEPSDM Kabupaten Solok
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnva
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjacdi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 056 Mei 2025

Pihak Keddia,

1 MM
NIP. 19750429 195403 1 002




FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK

Basaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2}

13]

(4]

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Meningkatnya Pelayanan
Umum Kepegawaian dan
Pengelolaan BMD pada
BEPSDM Kabupaten Solok

1.1,

Skor Aspek Perlindungan dan
Pelayanan Sistemn Merit

10

1.2,

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Panglkat
Total 3 indikator vang dipenuhi 1
indikator

100%

1.3.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks
Pembehentan Total 9 indikator

100%

1.4.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Jaminan
Pensiun dan Hari Tua Total 2

i radlil

100%;

1.5,

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indelks Pensiun
Total 1 indikator

1.6,

100

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Cuti Total 2
indileator

100%;

1.7.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Cuti Total 2
mdilator

100%

1.B.

Persentase usulan pensiun yang
diterbitkan 8K nya tepat waktu

100

1.9,

Persentase Lembaga Profesi ASN
yang ditangani administrasinya
dalam rangka perlindungan ASN

100%

. Persentase Lembaga Profesi ASN

yang ditangani administrasinya
dalam rangka perlindungan ASN

1005%

Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian dalam
Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur

2.1.

Nilai Dimensi Disiplin IP ASN

2.2,

Nilai Dimensi Kinerja IP ASN

25




No Basaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

2.3. Skor Aspek Manajemen Kinerja 65
Sistem Merit

2.4, Bkor Aspek Penggsjian, 38
Penghargaan dan Disiplin Sistem
Merit

2.5. Persentase Penurunan 1,5
Pelanggaran Disiplin ASN

2.6, Persentase Pemenuhan Dokumen 100%
NSPK Elemen Indeks Penilaian
Kinerja Total 6 indikator

2.7, Persentase Pemenuhan Dokumen [00%
NEPK Elemen Indeks Penilaian
Penghargean Total 3 indikator

2.8. Persentase Pemenuhan Dokumen 10024
NSPK Elemen Indeks Penilaian
Disiplin Total 5 indilator

2.9. Persentase Pernenuban Dokumen 100%%
NSPK Elemen Indeks Penilaisn
Kode Etk Total 2 indukatoer

2.10, Persentase SKP ASN benilai baik B0
pada aplikasi e-Kinerja

2.11. Persentase Penghargaan ASN, 100%
SLKS (Satyalencana Karva Satya)
yang terfasiltasi tepat walktu

2,12, Persentase Usiulan Kartu Identitas 100%

Kepegawaian, Usulan
Kawin /Cerai, Usulan Cuti yang
diterbitkan




No

Program

Anggaran Het

Frogram Kepegawaian Daerah

Rp. 279.514.156 APBD, DAU

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
FPemberhentian

Rp. 24.344. 550 | APBD, DAU

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Rp.  150.000.000 | APBD, DAU
Pengelolaan Data Kepegawaian Rp. 34.630.162 APBD, DAU
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Kinerja Aparatur Ep. 15.118.382 APBD, DAL
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Ho. 8852555 | APBD, DAU

| Pegawai

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran

Disiplin ASN Rp. 38.951.772 | APED, DAU
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Rp. 7.616.735 APBD, DAU

Total Anggaran

Rp. 279.514.156 | APBD. DAU

Arosuka, OB Mei 2025

&Iﬂg_&
NIP, 19?54::429 199403 1 002

NIP. 19700507199303 1 005

=—




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama . YOVI FRANSISKA, SE, M.I.Kom

Jabatan : Kepala Bidang Kepangkatan, Data dan Pengadaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  AFRIALDI, SE.MM

Jabatan : Kepala BKPSDM Kabupaten Solok

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangksa
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen peréncanaan,
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjenjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 06 Mei 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

o

1 SE
NIP. 19750420 199403 1 002 NIP. 19850912 201001 2 030




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

12]

(3)

(4]

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN

Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian
ASN

1.1.

Skor Aspek Perencanaan
Kebutuhan Sistem Merit

1.2,

40

Skor Aspek Pengadaan Sistem
Merit

1.3.

35

Skor Aspek Sistem Informasi
Sistem Merit

20

1.4,

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Penyusunan
dan Penctapan Kebutuhan ASN
Total 4 indikator

100%

1.5.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Pengadaan
ASN

Total 4 indikator

100%

1.6.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indels

Penigangkatan ASN
Total 8 indikator

1 00

1.7,

Persentase Data Kepegawaian
yang Akurat

Meningksatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Promosi dan Mutasi ASN

2.1.

100

Nilai Dimensi Kualifikasi [P ASN

4.2

21

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Panglat
Total 3 indikator yang dipenuhi 2
indilkator

2.3.

100%

Persentase Usulan Kenaikan
Pangkat, Pencantuman CGelar,
PMK dan Mutasi lain-lain yang
diterbitkan SKnya

2.4,

100%

Persentase kelulusan peserta
Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian ljazah

100%




1 | Program Kepegawaian Daerah Rp. 31B.557.870| APBD, DAU
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS Rp. 186.368.170 | APBD, DAU
dﬂ".-.‘l PPPK )

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis

dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Rp. 18.227.200| APBD, DAU
| Pengadaan ASN

Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Rp. 83,719.500  APBD, DAU

Sengeiniann Biatent Informisal Rp. 30.243.000 | APBD, DAU

Kep:g;wman

Total Anggaran Rp. 318.557.870| APBD, DAU

Arocsuka, 06 Mei 2025

Kepala B Kepala Bidang Kepangkatan, Data
dan Pengadaan

H £

AFRIALDI, SE, MM
NIP. 19750429 199403 1 002 NIP. 19850912 201001 2 030




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, Lransparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini;
Nama : NOVITA, BE, M.si
Jabatan : Hepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : AFRIALDI, SE.MM
Jabatan ¢ HKepala BRPSDM Kabupaten Solok

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihalt pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tangeung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 0B Mei 2025

Pihak Kegiia, Pihgk Pertama,

1
NIP. 19750429 199403 1 002 NIP, 19801120 201001 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

12

(3)

[4)

Meningkatnya kualitas pegelolaan manajemen ASN

Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Promosi dan Mutasi

1.1,

Skor Aspek Promosi dan Mutasi
Sistem Merit

40

1.2.

Skor Aspek Pengembangan Karir
Sisterm Merit

1.3.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Mutasi Total
3 indikatar

1.4,

100%

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Jabatan
Total 10 indikator yag di penuhi 8
indikator

1005

1.5.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Pola Pikir
Total 1 indikator

100%

1.6,

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks
Pengembangan Karir Total &
indikator

100%

2 8

Persentase formasi jabata
pimpinan tinggi, administrator
dan pengawas yang tersisi sesuai
ANJAB dan ABK

91%

Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Pengembangan Kompetensi
ASN

il

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK elemen indeks Jabatan
Total 10 indikator yang dipenuhi
2 indikator

100%

2.2,

Persentase ASN yang diberikan
ljin Tugas Belajar untuk
melaksanakan pendidikan
lanjutan

2.3

1003

Persentase ASN Jabatan
Fungsional yang mendapatkan
Dokumen Pengembangan Karir

Kebutuhan

100%

Meningkatnya Kompetensi Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan sesuai

Meningkatnya Pelaksanaan
Diklat Teknis, Sertifikasi,

3.1. Nilai Dimensi Kompetensi TP

ASN

28




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3] (4)
Kelembagaan Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan
Fungsional bagi ASN di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok
3.2, Persentase Kelulusan aparatur 1007%
yang mengikuti Diklat
Kompetensi Teknis, Sertilikasi,
Kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan
Fungsional bagi ASN di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok
Sub Kegiatan Penyelenggaraan '
Pengembangen Kempetensi bagi Pimpinan
1 | Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Rp. 745.907.000 | APFBD, DAU
Fungsional, Kepemimpinan dan
Prabajatan )
Bub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
2 Karir dalam Jabatan Fungsional Rp, 6.451.700 APBD, DAU
3 | Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Rp. 46.882.724 | APBD, DAU
4 | Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Rp. 229.761.004 | APBD, DAU
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan i
5 Lanjutan ASN Rp. 190.870.000 | APBD, DAU
Total Anggaran Rp. 1.219.872.428 APBED, DAU
|
Arosuka, 086 Mei 2025
Kepala M id PEDM
AFRIALDI, S8E, MM Bl
NIP. 19750429 195403 1 002 L

NIP. 19801120 201001 2 002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang bertanda tangan di

hawah ini:
Nama ! NUR PEBRIANTO PUTRA, 8.IP
Jabatan : HKepala Sub Bagian Umum dan Hepogawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mams :  MARCOS SOPHAN, B.Pt, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS
Selaku atasan pihak pertama, selanjuinya discbut pihak kedua

PFihak pertama berjanp akan mewujudkan target kinerja yang seharsnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal targel kinerja jangka
menengah seperti yang telah  ditetapkan dalam  dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinera darn perjanjan int dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, & Mo 2005
Fihak Kedua, Pihak Pertama,
SEEKRETARIS
JFt Bi NUR PEBRIANTO PUTRA, S.IP

NIP, 19740314 199903 1 006 MIF. I'JB..EUEU'.E 200701 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN S0LOK

Basaran Btrategis

Indikator Kinerja

Target

(1]

(<)

(3)

(4}

Meningkatnya Pelayanan Umum Kepegawaian dan Pengelolaan BMD pada
BKPSDM Kabupaten Solok

Terlaksanya Pemenuhan
Administrasi
Perltantoran

I.1.

Jumlah Paket Peralatan dan
Persedinan Kantor yang
izediakan

2 Paket

1.2.

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor Yang disediakan

4 Paket

1.3,

Jumlah paket Barang Cetakan
dan Penggandaan vang
disediakan

4 Paket

1.4.

Jumlah Laporan

Penyelenggarann Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

20 laporan

Terlaksananya
Penvediaan Jasa Urusan
penunjang Pemerintah
Daerah

2.

Jumlah Laporan Penyediaan Jass
Sural Menyurat

1 laporan

2.2,

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Dava Alr dan
Listrik vang disediakan

15
Laporan

2.3,

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelavanan Umum Kantor yang
disedlabkat

1 Laporan

Terlaksananya Sarana
dan Prasarana Aparatur
vang Berfungsi dengan
Baik

3.1.

Jumlah Kendarnan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yvang dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

2 Unit

3.2.

'dumlah Kendarman Dinas

Operasional atau Lapangan
yang dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

2 Unit

..

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yvang
Dipelihara. Dirchabilitasi

I Unit

3.4,

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya vang Dipelihara f
Direhabilitasi

10 Unit




No B A Het
Administrasi Umum Peranghkat Daerah
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rp. 7.995.000 | APBD, DAU
Kantor
2 | Penyedinan Bahan Logistik Kantor | Rp.22.278.907 | APBD, DAU
3 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Rp. 5.951.183| AFPBD, DAU
Penggandasn
|4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Rp. 46.433.668 | APBD, DAU
l | Konsultasi SKPD B
_ i f"-nrldhln Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
B Penyediaan Jasa Surat Menyuarat Rp. 1.000.000 | APBD, DAU
6 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Rp. 19.454.615 | APBD, DAU
Daya Air dan Listrik
7 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rp. 1.800.000| APBD, DAU
Kantor o]
Pemeliharaan Barang Millk Deerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
8 | Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Rp. 100.217.204 | AFPBED, DAU
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraon
Perorangan Dinas Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan _
% | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Rp. 35.100.000 | APBD, DAU
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan o e -
10 | Pemeliharaasn/ Rehabilitasi Gedung Rp. 58.886.652 | AFBD, DAU
Kantor dan Bangunan Lainnya
11 | Pemeliharaan/ Rehahilitasi Sarana dan Rp. 2.840.000| APBD, DAU
Prasarang Gedung Kantor atau
Total Anggaran Rp. 301.957.229 '
Arosuka, €6 Mo 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEERETARIE

NIP, 19740314 199903 1 006

NIP. 19820502 200701 1 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka m-r.vn.uﬁdlmn manajemen pemerintahan yang efekilf, transparan
dan akuntabel serta berorientasl pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

MNama : DARMAWATI, 8. Hom
Jabatan : HKopala Sub Bagian Perencanaan, Heuangan dan
Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Namsa ¢ MARCODS BOPHAN, B.Pt, M.Bi
Jabatan : SEKRETARIS
Selaku atasan pihak pertama, selanjuinya disebut pithak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja  tersebut menjadi
tanggung jawab kami,

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, © M) 2025

Pihak Kedua, iHak Pertama,

NIP, 19730314 199903 1 006 NIP. 19811220 200901 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SOLOK
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2] (3) {4}
Meningkatnya Perencanaan Kinena, Pengukuran Kinerja dan pelaporan Kinerja
pada BEKPSDM Kabupaten Solok
1 Terpenuhinya 1.1, |Jumlah Dokumen Perencanaan T
Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah (Renstra, Renja Dokumen
Perencanaan dan P
PERRANGEER 1.2. |Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2
laporan Hasil Koordinasi Dokumen
Penyusunan Dokumen REKA-SKFPD
1.3. |Jumlah Dokumen Perubahan REKA- 2
SKPD dan laporan Hasil Koordingsi | Dokumen
Penyusunan Dokumen Perubahan
REA-SKPD
1.4, [Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2
laporan Hasil Koordinasi Dokumen
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.5. |Jumlah Dokumen Perubahan DPA- 2
SKFPD dan laporan Hagil Koordinasi | Dokumen
Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
1.6, |Jumlash Laporan Capaian Kinerja 12
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan
tan Laporan hasil Keoordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.7. |Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 4 laporan
Perangkat [Daerah
2  |[Terpenuhinya 2.1. | Pemenuhan Dokumen N3PK clemen i
Kesesuaian Indeks Penggajian, Tunjangan dan indikator
memﬂgmhan Fasilitas Total & Indikator
Keuangan dengan 2.2, | Jumlnh Omang yang Menerima gaji dan T34
BFupRn Turjangan ASN orang/
bulan
2.3, | Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan
Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi
Penyusuna Laporan Keuangan Akhir
Tahun
2.4, |Jumlah Dokumen Pelaporan dan | Laporan

Analisis Prognosis Realisasl Anggsran




No Program Anggaran ot

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan

] Perangkit Dacrah Ep. 3.014.870 | APBD, DAU
Kpordinasi dan Pefyusunan

2 Dokumen RKA - SKPD Ep. 3,666,495 | APBD, DAU
Koordinasi dan Penyusunan : :

3 Dol én Perubahan RKA - SKPD Rp, 2.626.250 | APED, DAU
Koordinasi dan Penyusunan

4 Dokumen DPA - SKPD Rp. 1.191.03? APBD, DAU
Koordinasi dan Penyusunan

._5 Dokumen Perubahan DPA - SKPD Rp. 3.069.555 | APBD, DAU

Koordinasi dan Penyusunan Lﬂpurﬂn

6 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rp. 133.422.781 | APBD, DAU
Realisasi Kinerja SKPD —

7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 1.437.120 | APBD, DAU

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8 | Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp.22.401.776.141 | APBD, DAU

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

! Keuangan Akhir Tahun Rp. |
Ptnyuaunan P:Iapnran dan Analisis
.i Prognosis Realisasi Anggaran I i o] Fobusiainidl
Total Anggaran Rp.22.554.711.699
Arpsuka, €& M&i 2025
"'"'h-ﬂk l{edua, Pihpk Pertama,
WATI, 8. Kom

H'IF 19?031#19990"! 1 l]l]lf:l NIP, 19811220 200902 2 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama . AFRIALDI, SE., MM

Jabatan :  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama ¢ JON FIRMAN PANDU, 8.H

Jabatan :  BUPATI SOLOK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capalan kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yvang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 9 Sorlember 2025

Pihak Kedua, ' Pihak Pert ,
BUPATI SOLOK
’//h—.?
JON FIRMAN PANDU, 8.H AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(L} (2 (3) (4)

I |Meningkatnya 1.1. Indeks Prosesionalitas ASN 77,43
Profesionalisme ASN 1.2. Indeks Sistem Merit 252,5
dengan optimalisasi sistem

1.3, Indeks Kepuasan Aparatur 85
meritokrasi berbasis e i
digital dalam pengelolaan
dan Pendayagunaan ASN

2 |Meningkatnya 2.1, IP ASN Dimensi Kompetensi
Pengetahuan, Keahlian 27,13
dan Keterampilan ASN

3 |Meningkatnya 3.1, Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,1
Akuntabilitas Kinerja
BKP2DM

No Program Anggaran Ket

1 i Program Kepegawaian Daerah Rp. 1.182.578.588,00 | APBD, DAU
I
| Program Pengembangan Sumber Daya
- . APBD, DAU

2 | Manusie Rp. 1.005.566,182,91

g |Speram Panimisng Unuian Rp. 21.753.049.213,00 | APBD, DAU

| Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | b =0 Do o= i '

Arosuka, 4 feplembr 2025

Pihak Kedua, Pihak Pert 4
BUPATI SOLOK
V/o‘":?
JON FIRMAN PANDU, 8 H AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan mangjemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Mama :  AFRIALDI, SE., MM
Jabatan : HKepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JON FIRMAN PANDU, 8.H

Jabatan : BUPATI SOLOK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertams berjanji akan mewujudkan targel kinerja yang scharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhagilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
vang diperiukan dalam rangks pemberian penghargaan dan sanlksi.

Arosuka, 9 Leplembi 2025

Pihak Kedua, Pihak Pe
BUPATI SOLOK é.,J 15;?;7

JON FIRMAN PANDU, 3.H AFRIALDI, BE, MM
NIP. 19750429 199403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No Basaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (%

1 |Meningkatnya 1.1. Indeks Prosesionalitas ASN 77,43
Profesionalisme ASN 1.2. Indeks Sistem Merit 252,5
dengan optimalisasi sistern

. 1.3. Indeks Kepuasan Aparatur B5
meritokrasi berbasis v P
digital dalam pengelolaan
dan Pendayagunaan ASN

2 |Meningkatnya 2.1. IP ASN Dimensi Kompetensi
Pengetahuan, Keahlian 27,13
dan Keterampilan ASN

3 |Meningkatnya 3.1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,1
Akuntabilitas Kinerja
BKPSDM

No Program Anggaran Ket

1 Program Kepegawaian Daerah Rp. 1.1B2.578.588,00 | APBD, DAU

“F‘mgram Pengembangan Sumber Daya
: : APBD, DAU
? Manusia Rp. 1.005.566.182,91

| Program Penunjang Urusan
3 Rp. 21.753.949.213,09 | APBD, DAU

; Pemerintah Dacrah Kabupaten/ Kota

Pihak Kedua,
BUPATI SOLOK

JON FIRMAN PANDU, 8.H

Arosuka, 9 leptembar 2025

Pihak Pe .

AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yvang efektifl, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :  MARCOS SOPHAN, 8.Pt, M.Si
Jabatan : Bekretaris BKPSDM Kabupaten Solok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  AFRIALDI, SE.MM

Jabatan ¢ Kepala BEPSDM Kabupaten Solok
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, September 2025

Pihak Kedug/ Pihak Pertama,

1, BE, MM MAR A Bi
NIP. 19750429 199403 1 002 NIP. 19740314 199903 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(<)

i3]

(4)

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Meningkatnya Pelayvanan
Umum Kepegawalan dan
Pengelolaan BMD pada
BEKPSDM Kabupaten Solok

1.1,

Persentase Pemenuhan
Administrasi Perkantoran

100%

1.2,

Persentase Tersedianya Jasa
Urusan Penunjang Pemerintah
Daerah

100%

1.3.

Persentase Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Berfungsi Dengan
Baik

100%

Meningkathya Perencanaan
Kinerja, Pengukuran Kinerja
dan Pelaporan Kinerja pada
BKPSDM Kabupaten Solok

2 1.

Nilan Komponen Perencanaan
Kinerja pada LHE SAKIP BKPSDM

22

A

Nilai Komponen Pengulcuran
Kinerja padn LHE SAKIP BKPSDM

19,5

2.3

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja
pada LHE SAKIP BKPSDM

10,5

2.4,

Nilmi Komponen Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja [nternal
pada LHE SAKIP BEKPSDM

18

2.5,

Persentase Kelengkapan
Pemenuhan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan pada
BKPSDM Kabupaten Solok

100%

Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Keuangan pada
BKPSDM Kabupaten Solok

3.1.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Penggajian,
Tunjangan dan Fasilitas

Total 6 indikator

100%%

5

Persentase Kelengkapan
Pemenuhan Dokumen
Administrasi Keuangan BKPSDM
Kabupaten Solok

100%




No Program Anggaran et
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 1
L et Bt ok Rp. 21.753.949213,00 | APED, DAU

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat dacrah Rp. 164.363.772 | APBD, DAU
Administrasi Kenangan Perangkat Daerah | Rp, 21.229.695.736 | APBD, DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah Ep. 92,442 293 AFBD, DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Rp. 23.196.615 | APBD, DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ep. 244.250.797 | AFBD, DAU
Total Anggaran Rp. 43.507.898 426,09 AFBD, DAU

L i

Arosuka, 0§ September 2025
Kepala M Sekretaris BKPSDM

AFRIALDI, SE, MM
NIP. 19750429 199403 1 002

NIP. 19740314 199903 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :  MAISEVEN YUSDI RAISTIM, S. Sos
Jabatan : Kepala Bidang Prmbinaan, Kesejahtersan, dan
Pemberhentian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ¢  AFRIALDI, BE.MM
Jabatan : HKepala BEPSDM Kabupaten Solok
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnys
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yvang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 08 September 2025

ama,

AFRIALDI, SE, MM MAISEVEN
NIP. 197504249 196403 1 002 NIP. 19700507199303 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

{1)

(<]

3]

4]

Meningkatnya Tata Kelola Organisas

Meningkatnya Pelayanan
Umum Kepegawaian dan
Pengelolaan BMD pada
BKPSDM Kabupaten Solok

1.1,

Skor Aspek Perlindungan dan
Pelayanan Sistemn Merit

10

| P A

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Pangkat
Total 3 indikator yang dipenuhi 1
indikator

100%%

1.3,

Persentase Pemenuhan Doloiumen
NSPK Elemen Indeks
Pembehentian Total 9 indikator

100%

1.4.

Persentase Pemenuhan Delumen
NSPK Elemen Indeks Jaminan
Pensiun dan Har Tua Total 2
indikator

100%

1.5.

Persentase Pemenuhan Dolkumen
NSPK Elemen Indeks Pensiun
Total | indikator

100%s

1.6.

Persentase Pemenubhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Cutd Total 2
mdikator

100%%

1.7.

Peraentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Cuti Total 2
indikator

100%

1.8.

Persentase usulan pensiun vang
diterbitkan SK nya tepat waktu

100%

1.9.

Persentase Lembaga Profesi ASN
yang ditangani administrasinya
dalam ranglka perlindungan ASN

100%

1.10.

Persentase Lembaga Profesi ASN
yang ditangani administrasinya
dalam rangka perlindungan ASN

100%

Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian dalam
Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur

&1,

Nilal Dimensi Disiplin [F ASN

2.3.

Nilai Dimensi Kinerja IP ASN

25




Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(<3}

()

2.3,

Skor Aspek Manajemen Kinerja
Sistern Merit

B3

2.4,

Skor Aspek Penggajian,
Penghargaan dan Disiplin Sistem
Merit

38

2.5,

Persentase Penurunan
Pelanggaran Disiplin ASN

1,5

2.6.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Penilaian
Kinerja Total 6 indikator

100%

2.7,

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Penilajan
Penghargaan Total 3 indilkator

100%

2.8,

Persentase Pemenuhan Dokumen
N3PK Elemen Indeks Penilaian
Disiplin Total 5 indilater

10043

4.9

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Penilaian
Kode Etik Total 2 indukator

100%%

2.10,

Persentase SKP ASN benilai baik
pada aplikasi e-Kinerja

2.11.

Persentase Penghargaan ASN,
SLKS (Satyalencana Karya Satyal)
yang terfasiltasi tepat walktu

100%

. Persentase Usulan Kartu Identitas

Kepegawaian, Usulan
Kawin/Cerai, Usulan Cuti yang
diterbitkan

100%




1, 8
NIP. 19750429 199403 1 002

NIP IQTDDEDTIE'QEDE! I {!IEIIE

No Program Anggaran s
1 | Program Kepegawaian Daerah Rp. 272.853.729 | APBD, DAU

Koordinasi Pelaksanasn Administrasi
Fenbertieitio Rp. 26,100,975 | APED, DAU

| Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Rp.  150.000.000 | APBD, DAU
Pengelolaan Data Kepegawaian Rp. 39.148.750 APBD, DAU
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

| Ko Asaratie Rp. 7.115.895 | APBD, DAU
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi
Pewenirad Rp. 8.579.260 APBD, DAU
Pengelolaan Penvelesaian Pelanggaran
Disiplin ASN Rp. 33.167.149 | APBD, DAU
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Rp. 8.741.700 APBD, DAU
Total Anggaran Rp.  272.853.729 | APBD, DAU

Arosuka, 09 September 2025
Kepala BKPS




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:
Nama :  YOVI FRANSISKA, 5E, M.I.Eom
Jabatan : Kepala Bidang Kepangkatan, Data dan Pengadaan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  AFRIALDI, BE.MM
Jabatan  Kepala BKPSDM Kabupaten Solok

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerda tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 09 September 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

o

AFRIALDI, S8E, MM
NIP. 19750429 199403 1 002 NIP. 19850912 201001 2 030




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator Kinerja

Target

(1)

(3]

(4]

Meningkatnya Kualitas Pen gelolaan Manajemen ASN

Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian
ASN

3

Skor Aspek Perencanaan
Kebutuhan Sistem Merit

40

1.2.

Skor Aspek Pengadaan Sistem
Merit

35

1.3,

Skor Aspek Sistem Informasi
sistem Merit

20

1.4.

Persentase Pemenuhan Dolcumen
NSPK Elemen Indeks Penyusunan
dan Penetapan Kebutuhan ASN
Total 4 indikator

100%

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Pengadaan
ASN

Total 4 indikator

1009

1.6.

Persenitase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks

Pengangkatan ASN
Total 8 indikator

100%%

1.7,

Persentase Data Kepegawaian
yang Alcurat

100%

Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Promosi dan Mutasi ASN

2.1,

Nilai Dimensi Kualifikasi IP ASN

21

2.2

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Pangkat
Total 3 indikator yang dipenuhi 2
indikator

100%

2.3.

Persentase Usulan Kenaikan
Pangkat, Pencantuman Gelar,
PMK dan Mutasi lain-lain vang
diterbitkan SKnya

2.4,

10086

Persentase kelulusan peserta
Ujian Dinas dan Ujian
Fenyesuaian ljazah

100%




No Program Anggaran Ket
1 | Program Kepegawaian Daerah Rp. 325.501.620 | APBD, DAU
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS - =
|| dan Peex Rp. 203.741.920| APHD, DAU
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis
dan Jumlah Jebatan untuk Pelaksanaan Ep. 16.011.200 APBD, DAU
Pengadaan ASN =
Pengelolaan Kenaikan Panglat PNS Kp. 75.019.500 | APBED, DAU
ng:lnlaftn Sistem Informeasi Rp. 30.243.000 | APBED, DAU
il :
Total Anggaran Rp. 325.501.620 | APBD, DAU
Arosuka, 04 September 2025
Hepala BKPSD Kepala Bidang Kepangkatan, Data
dan Pengadaan
I M 5

NIP. 19750429 199403 1 002 NIP. 19850912 201001 2 030




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Namasa .  NOVITA, S8E, M.58i
Jabatan . Hepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Selanjutnya discbut pihak pertama
Nami :  AFRIALDI, BEMM
Jabatan : Kepala BKPSDM Kabupaten Solok
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnva
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah  seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tenggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 0% September 2025

Fihak Kedugy

AFRIALDI, BE, MM
NIP, 19750429 199403 1 002 NIP. 19801120 201001 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK

Basaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

12)

()

()

Meningkatnya kualitas pegelolaan manajemen ASN

Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Promosi dan Mutasi

1.1.

Skor Aspek Promosi dan Mutasi
Sistermn Merit

1.2,

Skor Aspek Pengembangan Kanr
Sistern Merit

440

1.3,

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Mutasi Total
3 indikator

100%%

1.4.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Jabatan
Total 10 indikator yag di penuhi 8
indikator

100%

L.5.

Persentase Pemenuhan Dokumen
NSPK Elemen Indeks Pola Pikir
Total | indikator

100%

1.0,

Persentase Pemenuhoan Dolkumen
NSPK Elemen Indeks
Pengembangan Karir Total 6
indikator

100%:

1.7.

Persentase formasi jabata
pimpinan tingg, administrator
dan pengawas vang tersisi sesuai
ANJAB dan ABK

91%

Meningkatnya Pelayanan
Kepegawaian di Bidang
Pengembangan Kompetensi
ASN

38

Persentase Pemenuhan Dokumen
M3PK elemen indeles Jabatan
Total 10 indikator yang dipenuhi
2 indikator

1009

2.2.

Persentase ASN yvang diberikan
[jin Tugas Belajar untuk
melaksanakan pendidilcan
lanjutan

100%

2.3.

Persentase ASN Jabatan
Fungsional yang mendapatkan
Dokumen Pengembangan Karir

100%

Kebutuhan

Meningkatnya Kompetensi Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan sesugi

Meningkatnva Pelaksanaan
Diklat Telknis, Sertifikasi,

3.1. Nilai Dimensi Kompetensi IP

ASN

28




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
11) (2) (3 (4]
Kelembagaan Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan
Fungsional bagi ASN di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok
3.2. Persentase Kelulusan aparatur 100
yang mengikuti Diklat
Kompetensi Teknis, Sertifikasi,
Kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan
Fungsional bagi ASN di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok
No Program Anggaran Ket
Sub Kegiatan Penyelenggaraan i
Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
1 Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Rp. 1.005.566,182,91 APBD, DAU
Fungsional, Kepemimpinan dan
Prabajatan
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
2 Kerie dalsm Jubstan Fiingslonal Rp, 14.188.865 AFBD, DAU
3 | Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Rp. 60.712.462 | APED, DAL
4 | Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Rp. 504.937.912 | AFBD, DAU
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan
5 Eac s A Rp. 4.870.000 | AFBD, DAU |
Total Anggaran Rp. 1.590.275.421,91 | APBD, DAU
Arosulka, 09 Sspnbir 2025
Kepala BKPS id PSDM
i M.S

NIP. 19750429 199403 1 002

NIP, 19801120 201001 2 002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekil, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bowah ini:
Nama : NUR PEBRIANTO PUTRA, 8.IP
Jahatan : Hepala Bub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : MARCOS SBOPHAN, 8.Pt, M.Si

Jabatan . BEKRETARIS
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnyn
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yvang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan  kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capainn kinerfa dar perjanjan ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargsan dan sanksi,

Arosuka, g8 [Arember 2025

Fihak Pertama,

ki

NUR PEBRIANTO PUTRA, 5.IP
NIP. 19820502 200701 1 003




FPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KREPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HABUPATEN SOLOK

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1

(2)

Target

(3]

—]

(4)

Meningkatnya Pelayanan Umum Ke
BEFPSDM Kabupaten Solok

pegawaian dan Pengelolaan BMD pada

Terlaksanya Pemenuhan
Administrasi
Perkantoran

1.1. |Jum1qh Paket Peralatan dan

Persediaan Kantor yang
Disediakan

2 Paket

1.2:

Jumlah Paket Bahan Logistik

Kantor Yang disediakan

1.3,

4 Paket

Jumiah paket Barang Cetakan
dan Penggandaan vang
disediakan

1.4,

3 Paket

Penyelenggaraan Rapat

Koordinas: dan Konsultasi SKPD

1 laporan

Terlaksananya
Penyediaan Jasa Urusan
penunjang Pemerintah
Dacrah

2.1,

Jumlsh Laporan Penyediaan Jasa

[ Surat Menyurat

l lmporan

2.2,

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikessi, Sumber Dava Air dan
Listrik yang disediakan

24
Laporan

2.3.

Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang

Terlaksananya Sarana
dan Prasarana Aparatur
vang Berfungsi dengan
Baik

3.1

1 Laporan

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

4 Unit

3.2.

Jumlah Kendaraan Dinas
Uperasional atau Lapangan
vang dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

4 Unit

3.3,

Jumlah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya vang
Dipelihara. Direhahilitasi

1 Unit

3.4,

Jumlah Sarana dan Prasarans
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihara /
Direhabilitasi

10 Unit




kL =L " L

NIP. 19740314 199903 | 006

No Program Anggaran |
B Administrasi Umum Peranglkat Daerah B 1 -
1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Rp. 10.870.125 | APBD, DAU
Kantor
2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 35.794.463 | APBD, DAU |
3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Rp. 5.951.183 | APBD, DAU
__ [Penggandaan =~ | ;
4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Rp. 39.826.522 | APBD, DAU
Konsultasi SKPD = . _ .
' Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5 Prengtdiﬂ&n-ﬁ'ﬁm Surat H:ny‘umt Ep. 1.000.000 | APBD, DAU
6 | Penyedisan Jasa Komunikasi, Sumber Rp. 20.396.615 | APBD, DAU
Daya Air dan e
7 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum REp. 1.800.000 | APBD, DAU
Kantor 1
P-Iﬂﬂi]n.rl.ln Barang Milik Daerah Pmnnjug urusan Pemerintah Daerah
8 | Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Rp. 100,334,542 APHD, DAU
Pemeliharaan dan Pajak Kendaroan
Perorangan Dinas Dinas atau
| Rendaraan Dinas Jabatan e
9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Rp. 35.100.000 | APBD, DAU
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operazional atau Lapangan
10 | Pemeliharaan; Rehabilitasi Gedung Rp. 103,136,255 | APBD, DAU
Kantor dan Flemgumm Lainnya - ' N
11 Pemehhﬂrﬂa.n,-f Rehabilitasi Sarana dan Rp. 5.680,000| APBD, DAU
Prasarana Gedung Kantor atau -
| Bangunan Lainnya [
Total Anpgrran Rp. 359,889,705 |
Arosuka, 49 Leprembar 2025
Fihak Pertama,

DL &

NIF. 19820502 200701 1 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeltif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertands tangan di
bawah ini:

Nama i DARMAWATI, 8. Eom
Jabatan  HKepala Sub Bagian Perencanaan, HKeuangan dan
Pelaporan

sSelamjutnya disebut pithak pertama

Mearme : MARCOS SOPHAN, 8.Pt, M.5i
Jabatan : SEKRETARIS
Selaku atasan pihak pertama, sclanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji aksn mewujudkan target kinerjn yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja deri perjanjan ini dan mengambil tindakan
yvang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 0% Tertenkr 2025

Pihak KEdU.E.l i Fleﬁamﬂ1
2] ARIS

NIP. 191’4%314 199903 1 006 NIP, 19811220 200901 2 001




Target

(n

1<)

(4)

Meningkatnya Perencanaan Kinerja,

pada BKPSDM Kabupaten Solok

Pengukuran Kinerja dan pelaporan Kinerja

Terpenuhinya
Kesesuaian Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran

Ll

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Renstra, Renja
PD)

T
Dokumen

1.2,

Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan
laporan Hasil Koordinasi
| Penyusunan Dokumen REA-SKPD

1
Dokumen

1.3.

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SHKPD dan laporan Hasil Koordinasi
| Penyusunan Dokumen Perubahan
| RKA-SKPD

Dakumen

1.4,

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Dokumen

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan laporan Hasil Koordinasi
Fenyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Dokumecn

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan hasil Koordinasi
Pentyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKFD

| Laporan

1.7.

Jumlah Laporan Evalussi Kinerja
Perangkat Daerah

Terpenuhinya
Kesesuaian
Pertangpuingjawaban
Keuangan dengan
aturan

i

4 laporan

Pemenuhan Dokumen NSPK elemen
Indeks Penggaiian, Tunjangan dan
Faailitas Total & Indikator

indikator

2.2,

Jumlah Crang yang Menerima gaji dan
Tunjangon ASN

A0 orang/
bulan

2.3.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi
Penyusuna Laporan Keuangan Akhir
Tahun

| Laporan

2.4,

Jumlah Dokumen Pelaporan dan
| Analisis Prognosis Realisasi Angearan

Dokumen




he | Program Anggaran A
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah —]
-
Penyusunan Dokumen Perencanaan |
I FEm.ng_i_mE D.a:_rn]:. | Rp. 3.014.870 | APBD, DAU
Koordinasi dan Penyusunan i
| 2 Dokumen RKA - SKPD Rp. 3.666.495 | APBD, DAU
Koordinasi dan Penyusunan L |
3 Dokumen Perubahan RKA - SKPD Hp. 4.192.553 | APBD, DAU |
Koordinasi dan Penyusunan
_4 Dokumen DPA - SKPD Rp. 1.191.097 | APBD, DALF_
Koordinasi dan Penvusunan
5 Dokumen Perubahan DP A - SKPD) Rp. 3.069.555 | APBD, DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
6 | Capaian Kinerja dan lichtisar Rp. 147,792,082 | APBD, DAU |
Realisasi Kinerja SKPD |
7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 1.437.120 | APBD, DAU |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp,21.225.188.346 | APBD, DAU |
‘Koordinasi dan Penyusunan Laporan .
9 | Keuangan Akhir Tahun | - Rp. 3.088.220 | APBD, DAU |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
10 Prognosia Realisasi Atieuaran Rp. 1.419.170 | APBD, DAU
| Total Anggaran REp.21.394 059 508
Arosuka, 09 Lepherber g5
Pihak Kedus,
SEKRETARIS

B.Pt, M.8i
NIP. 19740314 199903 1 006

NIF. 19811220 200902 2 00|




REALISASI RENCANA AKSI

TRIWULAN IV TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No |Sasaran Strategis| Indikator Kinerja [Per TW| Target [ Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target Realisasi |% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja | asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
(1) ) (3) 4 5) (6) @) (®) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1 |MengkatnyaProf (Indeks w1 o
i i ASN i
[ ldengan ASN
L imali TW2 0
sistem TW3 77,43 | 77,13 | 99,61% |-Melaksanakan -Kurangnya campaign -Mengirim ASN untuk mengikuti Sesuai Surat
meritokrasi Pengembangan i kegiatan diklat PIM, Fungsional dan Diklat BKN No.0717/B-
berbasis digital Kompetensi melalui Diklat pengembangan Teknis dengan Pola Konstribusi BJ.03.02/SD/KR.
dalam Manajerial, Teknis kctm_petensi dengan - memaksimalkarl prose supou{afe XI1/2024
pengelolaan dan . minimal 20 JP per tahun |data kompetensi secara mandiri
pendaya gunaan maupun .fungslonal secara daring dan gratis [melalui ASN Digital
ASN ~Menerbitkan sesuai tupoksi Memfasilitasi penerbitan
(Renstra 2025- Rekomendasi Ijin Tugas motivasi i ljin Belajar
2029) Belajar pegawai untuk -Pemberian Beasiswa 52/ S3 bagi
-Memproses Usulan mengikuti ASN
pencantuman Gelar Platform Belajar
-Asistensi Penyusunan kompl[etensi karna Mandiri LMS
SKP melalui e-Kinerja alasan personal -Memberikan akses kepada
-memproses kasus pimpinan daerah untuk memantau
. pengelolaan koinerja melalui
Pelanggaran Disiplin yng aplikasi
dilaporkan ke BKPSDM
| TW4 78,44 | 80,54 | 102,68% |-Melaksanakan -Kurangnya campaign -Mengirim ASN untuk mengikuti Sesuai Surat
Pengembangan i kegiatan diklat PIM, Fungsional dan Diklat BKN No.1001/B-
Kompetensi melalui Diklat, pengembangan Teknis dengan Pola Konstribusi BM.02.01/SD/C.
Manajerial, Teknis kompetensi dengan - memaksimalkan prose supodate VI1/2026
. minimal 20 JP per tahun |data kompetensi secara mandiri
maupun fungsional N N N .
. secara daring dan gratis |melalui ASN Digital
-Menerbitkan sesuai tupoksi -Memfasilitasi penerbitan
Rekomendasi ljin Tugas motivasi i ljin Belajar
Belajar pegawai untuk -Pemberian Beasiswa 52/ S3 bagi
-Memproses Usulan mengikuti ASN
pencantuman Gelar Platform Belajar
-Asistensi Penyusunan komp[etensi karna Mandiri LMS
SKP melalui e-Kinerja alasan personal -Memberikan akses kepada
-memproses kasus - Untuk Tahun 2026 pimpinan daerah untuk memantau
o i ini tidak akan koinerja melalui
Pfelanggaran Disiplin yng i lagioleh BKN aplikasi
dilaporkan ke BKPSDM harus Indikator
diusulkan Perubahan Renstra setelah Indikator Pengganti
Indikator Pada Renstra [resmi dikeluarkan oleh Badan
2025-2025 kepeagwaian Negara
| Mengukur indeks TW1 [ [] 0,00 Jadwal I:{ indeks PROGRAM Persentase penempatan 75% 42,50 584.709.239 452.068.474
kepuasan aparatur Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan KEPEGAWAIAN DAERAH aparatur sesuai
terhadap pelayanan aparatur terhadap kepegawaian pada Bidang PSDM, kompetensi
kepegawaian di bidang pelayanan kepegawaian |KDP dan PKP sesuai jadwal di
yang ada di BKPSDM triwulan Il Tahun 2025
pengembangan sumber N
N direncanakan
daya manusia pelaksanaannya di
triwulan Il Tahun 2025
TW 2 3,75 [1] 0,00 Indeks dan
Kepuasan Aparatur proses pengukuran Indeks
masih berlangsung, Kepuasan Aparatur dan
karena belum cukupnya |menuntaskannya selama TW Il
IKM
TW3 85 [] 0,00 Indeks dan
Kepuasan Aparatur proses pengukuran Indeks
masih berlangsung, Kepuasan Aparatur dan
karena belum selama TW IV
IKM
TW4 85 86.75 102,06% peningkatan Kualitas SDM, Sarana
dan Prasarana secara berkala dan




o |Sasaran Strategis| Indikator Kinerja |Per TW(| Target | Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi |% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
Pemenuhan Dokumen TW1 [ [ 0,00 Mutasi dan Persentase kesesuaian 80% 95,00%! 565.650.374 439.039.799
Pendukung Aspek Promosi ASN kompetensi dengan
Promosi dan Mutasi jabatan
Sistem Merit
TwW2 20 0 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
KASN
W3 20 0 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
i KASN
TW4 40 15 Masih Menggunakan SK |Menunggu Juknis terbaru yang oleh
KASN Nomor dikeluarkan BKN/ MenpanRB
154/KEP.KASN/C/XI/202 [Rekom KASN:
3 tentang 1. thd
Kategori, Penilaian dan |peraturan pola karir, sinkronisasi
Indeks Penerapan pelaksanaan pola karis dengan
Simerit dalam talent pool yang disusun serta
ASN di
Li Pemkab
Solok 2. Menyempurnakan pedoman
manajemen talenta dengan
detail bobot setiap
unsur pembentuk parameter
potensial
3. Melaksanakan promosi dan
mutasi di level JA dan JF yang
berdasarkan atas hasil asesment
Pemenuhan Dokumen TW1 0 [] Pengelolaan Mutasi [Jumlah Dokumen Hasil 180 Dokumen| 147 Dokumen 60.712.462 57.141.203
NSPK elemen indeks ASN pelaksanaan Mutasi Jabatan
Mutasi Pimpoinan Tinggi, jabatan
Total 3 Indikator Administrasi, Jabatan
Pelaksana dan Mutasi ASN
antar Daerah
TW2 3 0 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 o 0 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
W4 3 2 INDIKATOR Masih menggunakan Rekomendasi Kanreg:
INDIKATOR Resume Penilaian kab  [1. Agar menyusun Perencanaan
Solok Th 2023 tanggal 1 |Mutasi PNS di Lingkungannya
November 2024 2. Pada Mutasi antar Wilayah
karena Resume Dokumen Keputusan
Kab Solom Th Teknis BKN tentnag
2024 tidak keluar mutasi PNS tidak dilampirkan
3. Pada Mutasi Internal Dokumen
yang dilampirka tidak sesuai, tidak
lengkap
Menyusun surat tentang | TW1 o []
pengusulan pindah antar
kabupaten/ kota, antar
propinsi dan antar OPD
TW2 [ [ BELUM JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI
PELAKSANAAN JADWAL
TW3 1 L] -perubahan aturan Melaksanakan digitalisasi usulan
SURAT mutasi menggunakan mutasi melalui i-mut
i i i-mutasi
TW4 [ [ -perubahan aturan Melaksanakan digitalisasi usulan
mutasi menggunakan mutasi melalui i-mut
igi i i-mutasi
Sosialisasi surat tentang w1 0 0
pengusulan pindah antar
kabupaten/ kota, antar
propinsi dan antar OPD
secara daring
TW2 o o BELUM JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI
PELAKSANAAN JADWAL




o |Sasaran Strategis| Indikator Kinerja |Per TW(| Target | Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi |% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
TW3 | 410PD 41 OPD 100,00 [tidak Di ian secara individual kepada
karena adanya ASN yang mengusulkan mutasi
digitalisasi layanan dengan proses asistensi, layanan
melalui i-mut konsultasi atau pun coaching
TW4 (] (] 0,00 |tidak Di: ian secara il dual kepada
karena adanya ASN yang mengusulkan mutasi
digitalisasi layanan dengan proses asistensi, layanan
melalui i-mut konsultasi atau pun coaching
Membuka Klinik w1 0 0 0,00
Konsultasi terkait surat
tentang pengusulan
pindah antar kabupaten/
kota, antar propinsi dan
antar OPD secara daring
bagi ASN yang datang
langsung ke BKPSDM
TW2 [ o 0,00 BELUM JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI
PELAKSANAAN JADWAL
W3 a1 a1 100,00 |masih sebatas kepada |selalu dibuka pelayanan rutin di
oPD oPD OPD yang BKPSDM melalui asistensi,
ilkan mutasi i, coaahging dan mentoring
tentang i-Mut langsung dengan
analis SDM aparatur
TW4 (1] (] 0,00 |masih sebatas kepada selalu dibuka pelayanan rutin di
OPD yang BKPSDM melalui asistensi,
ilkan mutasi i, coaahging dan mentoring
tentang i-Mut langsung dengan
analis SDM aparatur
Pemenuhan Dokumen TW1 (] (] 0,00 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen| 75 Dokumen 504.937.912 381.898.596
Pendukung Aspek Promosi ASN Pengelolaan Promosi ASN
Pengembangan Karir
pada Sistem Merit
TW2 10 [1] 0,00 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
KASN
TW3 15 [1] 0,00 Juknis PM Simerit setelah

mengenai Teknis

Juknis terbaru dikeluarkan BKN/

Simerit Pasca
KASN




Target % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
Twa 120 375 31,25% |Masih Menggunakan SK |Menunggu Juknis terbaru yang oleh
KASN Nomor dikeluarkan BKN/ MenpanRB
154/KEP.KASN/C/X1/202 [Rekom KASN:
3 tentang 1. ji SKJ
Kategori, Penilaian dan |untuk seluruh jabatan hingga ke
Indeks Penerapan tahap penetapan
Simerit dalam 2. Melanjutkan assesmen
ASN di i agar lebih banyak
Lingkungan Pemkab pegawai yang terpetakan profil
Solok kompetensinya
3. Melakukan penyempurnaan
Instrumen pembentukan talent
pool, dan melakukan pemetaan
pegawai ke dalam talent pool serta
rencana suksesi sesuai ketentuan
nasional
4. Melaksanakan analisis
kesenjanghan kompetensi dan
kinerja bagi seluruh OPD dan
seluruh jenjang jabatan
5. Menyempurnakan metode untuk
menghasilkan analisis kesenjangan
kompetensi melalui metode
6. Menyempurnakan Rencana
Pengembangan Kompetensi
Pegawai (HCDP) agar
K i tahun-tah
tersedia dalam jangka lima
Pemenuhan Dokumen W1 o 0 0,00
NSPK elemen indeks
Jabatan
Total 10 Indikator
TW2 8 [] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW4 8 5 62,50% |Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab  |1. Pengangkatan PNS untuk
Solok Th 2023 tanggal 1 [menduduki Jabatan Pengawas
November 2024 belum melampirkan bukti
karena Resume pendukung
Penilaian Kab Solom Th |2, Pengankatan PNS untuk
2024 tidak keluar menduduki Jabatan Administrator
belum melampirkan dokumen yang
lengkap
3. PPK te;ah menetapkan
pemberhentian dari jabatan
adminsitrasi terhadap PNS tidak
menyampaikan bukti dukung
Pemenuhan Dokumen w1 0 0 0,00
NSPK elemen indeks Pola
Karir
Total 1 Indikator
TW2 1 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
W4 1 [1] 0,00 |Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR Resume Penilaian kab

Solok Th 2023 tanggal 1
2024

Agar PPK menetapkan Pola Karir
Instansi dan melaporkan

karena Resume
Penilaian Kab Solok Th

2024 sidal Lal,

pola karir kepada
MenpanRB yang ditembuskan
kepada BKN, LAN dan KASN




Target % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
Pemenuhan Dokumen W1 o 0 0,00
NSPK elemen indeks
Pengembangan Karir ASN
Total 6 Indikator
TW2 3 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 3 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW4 3 1 33,33% |Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab  |1. Tidak diketahui apakah instansi
Solok Th 2023 tanggal 1 |sudah melakukan penilaian
2024 i kepada seluruh
karena Resume jabatan/ pegawai karena dokumen
Penilaian Kab Solok Th |yang dilampirkan tidak sesuai (
2024 tidak keluar dokumen penilaian kompetensi
bukan lah SKP)
2. Agar Instansi melaksanakan
penyusunan dan penetapan
rencana pengembangan karir PNS
dan disampaikan kepad aBKN
untuk dimasukkan ke dalam SI-ASN
100% 62,50% 19.058.865 13.028.675
ASN asi
kepegawaiann
Pengelolaan Jumlah ASN yang mendapat 10 orang 28 Orang| 4.870.000 O|SE Bupati Solok
Lanjutan ikan lanjutan No, 1491 Th
ASN 2025 tentang
Penghentian
Sementara
(Moratorium)
Pemberian Ijin
Seleksi dan
Tugas Belajar
bagi ASN
Kabupaten Solok
Pemenuhan Dokumen TW1 (] (] 0,00 Fasilitasi Jumlah ASN Fungsional 372 Orang] 120 Orang 14.188.865 13.028.675
NSPK elemen indeks Pengembangan yang Mendapat Layanan
Jabatan Karir dalam Jabatan |Pengembangan karir
Total 10 Indikator Fungsional
TW2 2 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
W4 2 1 50,00% |Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab  |1. Pengangkatan PNS menduduki JF
Solok Th 2023 tanggal 1 |tidak diketahui apakah sudah
November 2024 sesuai prosedur karena dokumen
karena Resume yang dilanpirkan tidak lengkap
Penilaian Kab Solok Th |(tidak ada keputusan
2024 tidak keluar pendelegasian wewenang untuk
pengankatan JF selain JF Madya
Mengukur indeks TW1 (] (] 0,00 Jadwal indeks PROGRAM Persentase penempatan 75% 87,50% 325.015.620 319.421.040
kepuasan aparatur Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan KEPEGAWAIAN DAERAH aparatur sesuai
terhadap pelayanan aparatur terhadap kepegawaian pada Bidang PSDM, kompetensi
kepegawaian di bidang pelayanan kepegawaian |KDP dan PKP sesuai jadwal di
yang ada di BKPSDM triwulan 1l Tahun 2025
kepangkatan, data dan "
direncanakan
pengadaan pelaksanaannya di
triwulan Il Tahun 2025
w2 3,75 o 0,00 Indeks dan
Kepuasan Aparatur proses pengukuran Indeks
masih berlangsung, Kepuasan Aparatur dan
karena belum cukupnya |menuntaskannya selama TW Il
IKM




No [Sasaran Strategis| Indikator Kinerja [Per TW| Target |Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
TW 3 85 [1] 0,00 Indeks dan
Kepuasan Aparatur proses pengukuran Indeks
masih berlangsung, Kepuasan Aparatur dan
karena belum cukupnya |menuntaskannya selama TW IV
IKM
TW4 85 86.75 102,06% peningkatan Kualitas SDM, Sarana
dan Prasarana secara berkala dan
Percepatan Pemenuhan w1 [ o 0,00
Nilai Dimensi Kualifikasi IP
ASN
W2 10 0 0,00 |Belum data
IP ASN oleh yang sudah diterbit kan
BKN SK Pencantuman Gelarnya
dientrykan dengan benar ke
Anlikasi S1 ASN
TW3 1 0 0,00 |Belum data
IP ASN oleh yang sudah diterbit kan
BKN SK Pencantuman Gelarnya
dientrykan dengan benar ke
Anlikasi S1 ASN
W4 20,9 20,76 99,33% Hasil i Intensif dengan BKN
Pengukuran IP ASN dari (untuk menindak lanjuto Surat
BKN Permintaan data Hasil pengurakan
IP ASN Pemkab Solok
Masih Sesuai Surat BKN
No.0717/8B-
BJ.03.02/SD/KR.XI1/2024
Pengadaan, Persentase kesesuaian 100%| 100,00% 249.996.120 245.833.395
Pemberhentian formasi dengan
dan Informasi ketersediaan PNS
Kepegawaian ASN
Pemenuhan Dokumen TW1 (] [] 0,00 Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 16.011.200 15.671.720
Pendukung Aspek Rencana Penyusunan Rencana
perencanaan Kebutuhan Kebutuhan, Jenis  [Kebutuhan, Jenis dan
Sistem Merit dan Jumlah Jabatan |Jumlah Jabatan untuk
untuk
Pengadaan ASN ASN
TwW2 20 0 0,00 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
dibubarkannya KASN
TW3 20 0 0,00 Juknis PM Simerit setelah
i Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
i KASN
TwW4 40 40 100,00% [Masih Menggunakan SK (Menunggu Juknis terbaru yang oleh
KASN Nomor dikeluarkan BKN/ MenpanRB
154/KEP.KASN/C/XI1/202 [Rekom KASN:
3 tentang 1.
Kategori, Penilaian dan |pemakaian sistem pengelolaan data
Indeks bagi
Simerit dalam rekam jejak seluruh ASN dan secara
Manajemen ASN di berkala diperbaharui, serta
Li Pemkab p data pegawai yang akan
Solok pensiun dalam 5 tahun ke depan
Pemenuhan Dokumen W1 o 0 0,00
NSPK elemen indeks
Penyusunan dan
Penetapan Kebutuhan
ASN
Total 4 Indik
TwW2 4 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 o 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai

terbaru Pasca UU No 20
Tahun 2023

arahan/ Juknis BKN




Target % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
TW4 a4 2 Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab  |1. Instansi sudah menyusun ANJAB
Solok Th 2023 tanggal 1 |dan ABK sesuai permenpan No 1 Th
November 2024 2020 tetapi belum lengkp untuk
karena Resume semua jabatan atau unit kerja dan
Penilaian Kab Solok Th |belum disampaiakan ke kemenpan
2024 tidak keluar RB dan BKN
2. Instansi sudah menyusun Peta
Jabatan sesuai Perka BKN No 9 Th
2022 tetapi belum lengkap seluruh
oPD
Pemenuhan Dokumen TW1 0 0 0,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kegiatan 1 Dokumen| 6 Dokumen 203.741.920 200.796.460
Pendukung Aspek Fasilitasi Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan Sistem Merit Pengadaan PNS dan|Pengadaan PNS dan PPPK P3K THP 1 =626,
PPPK P3K THP 2= 64,
P3K PW=2435,
P3KTH
2019=148
TW2 10 0 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
KASN
TW3 15 0 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
H KASN
w4 40 34 Masih Menggunakan SK (Menunggu Juknis terbaru yang oleh
KASN Nomor dikeluarkan BKN/ MenpanRB
154/KEP.KASN/C/XI/202 [Rekom KASN:
3 tentang Penetapan 1. menyesuaikan peraturan dan
Kategori, Penilaian dan |melaksanakan kebijakan internal
Indeks Penerapan mengenai seleksi mutasi masuk
Simerit dalam untuk menyaring secara kompetitif
Manajemen ASN di pegawai dari Instansi Luar yang
Li Pemkab mutasi ke li
Solok instansi;
2. melaksanakan secara terorganisir
program pengembangan CPNS
terkait kompetensi teknis bidang
tugas dan melaksanakan evaluasi
pasca pelatihan dasar bagi CPNS
secara terstruktur
Pemenuhan Dokumen w1 Y 0
NSPK elemen indeks
Pengadaan ASN ASN
Total 4 Indikator
TwW2 4 0 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 o 0 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
Tw4 4 4 Masih menggunakan Sudah sesuai aturan yang berlaku
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab
Solok Th 2023 tanggal 1
November 2024
karena Resume
Penilaian Kab Solok Th
2024 sidal Lal
Pemenuhan Dokumen w1 Y 0
NSPK elemen indeks
Pengangkatan ASN
Total 8 Indikator
TW2 8 0 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023




No [Sasaran Strategis| Indikator Kinerja [Per TW| Target |Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
TW3 0 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW4 8 7 87,50% |Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab  |1. Penempatan CPNS sesuai dengan
Solok Th 2023 tanggal 1 |jabatan yang dilamar pang singkat 2
November 2024 (dua) tahun sejak diangkat dalam
karena Resume jabatan yang sesuai formasinya
Kab Solok Th tidak sesuai
2024 tidak keluar sepenuhnya)
Pemenuhan Dokumen TwW1 0 o 0,00 Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil 7 Dokumen 4 Dokumen 30.243.000 29.365.215(Ada perubahan
Pendukung Aspek Sistem i 1 Sistem format tabel
Informasi Sistem Merit Daerah Informasi Kepegawaian x 2 Periode data solok dalam
(Semester | dan I1) angka dari 7
table menjadi 4
tabel
TW2 10 [1] 0,00 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
dibubarkannya KASN
TW3 10 [1] 0,00 Juknis PM Simerit setelah
i Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
dibubarkannya KASN
TW4 24 16 66,67% |Masih Menggunakan SK |Menunggu Juknis terbaru yang oleh
KASN Nomor dikeluarkan BKN/ MenpanRB
154/KEP.KASN/C/XI/202 [Rekom KASN:
3 tentang 1. o]
Kategori, Penilaian dan |Pemakaian aplikasi pengelolaan
Indeks data dengan
Simerit dalam mencatat riwayat kinerja, disiplin,
Manajemen ASN di diklat dan kompetensi pegawai
Li Pemkab 2 fitur dashboard
Solok pimpinan pada aplikasi e-office
yang dipakai
3.Mengontegrasikan e-kinerja
dengan sistem informasi talenta
(jika sudah tersedia dimasa depan)
4. Melaksanakan pencatatan dan
monitoring terhadap data pegawai
yang telah mengikuti assesment
dan yang belum mengikuti, dan
assessment center bagi pegawai
yang belum pernah mengikuti
pengukuran kompetensi.
Mutasi dan Persentase kesesuaian 80% 100,00% 75.019.500 73.587.645
Promosi ASN kompetensi dengan
jabatan
Pemenuhan Dokumen TW1 (] [] 0,00 Pengelolaan Jumlah Dokumen 870 Dokumen 1112] 75.019.500 73.587.645
NSPK elemen indeks Kenaikan Pangkat |Pengelolaan kenaikan Dokumen
Pangkat ASN Pangkat ASN
Total 3 Indikator
W2 2 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW4 2 2 100,00 |Masih menggunakan Sudah sesuai aturan yang berlaku
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab
Solok Th 2023 tanggal 1
November 2024
karena Resume
Penilaian Kab Solok Th
2024 sidal Lal




o |Sasaran Strategis| Indikator Kinerja |Per TW(| Target | Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi |% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
Mengukur indeks W1 [ [ 0,00 Jadwal I:{ indeks PROGRAM Persentase penempatan 75%| 82,59% 272.853.729 264.854.023
kepuasan aparatur Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan KEPEGAWAIAN DAERAH aparatur sesuai
terhadap pelayanan aparatur terhadap kepegawaian pada Bidang PSDM, kompetensi
kepegawaian di bidang pelayanan kepegawaian |KDP dan PKP sesuai jadwal di
l yang ada di BKPSDM triwulan 1l Tahun 2025
pembinaan, N
N L direncanakan
kesejahteraan dan disiplin pelaksanaannya di
triwulan Il Tahun 2025
w2 3,75 o 0,00 Indeks dan
Kepuasan Aparatur proses pengukuran Indeks
masih berlangsung, Kepuasan Aparatur dan
karena belum cukupnya |menuntaskannya selama TW Il
IKM
W3 85 0 0,00 Indeks dan
Kepuasan Aparatur proses pengukuran Indeks
masih berlangsung, Kepuasan Aparatur dan
karena belum cukupnya [menuntaskannya selama TW IV
IKM
TW4 85 86.75 102,06% peningkatan Kualitas SDM, Sarana
dan Prasarana secara berkala dan
Percepatan Pemenuhan w1 [ [ 0,00
Nilai Dimensi Kinerja IP
ASN
TW2 10 [] 0,00 |Belum dilakukan Mengevaluasi Penilaian Kinerja ASn
Penilaian IP ASN oleh  [di Lingkungan pemerintah
BKN kabupaten Solok melalui aplikasi e-
Kineria
TW3 15 [] 0,00 |Belum dilakukan Mengevaluasi Penilaian Kinerja ASn
Penilaian IP ASN oleh di Lingkungan pemerintah
BKN kabupaten Solok melalui aplikasi e-
Kineria
w4 30 24,6 82,00% Hasil i Intensif dengan BKN
Pengukuran IP ASN dari untuk menindak lanjuto Surat
BKN Permintaan data Hasil pengurakan
IP ASN Pemkab Solok
Masih Sesuai Surat BKN
No.0717/8B-
BJ.03.02/SD/KR.XI1/2024
Percepatan Pemenuhan w1 [ o 0,00
Nilai Dimensi Disiplin IP
ASN
TW2 5 [] 0,00 |[Belum Sk Pengadaan, Persentase kesesuaian 100%| 100,00% 215.249.725 211.565.774
IP ASN oleh Disiplin ke dalam Pemberhentian formasi dengan
BKN aplikasi SI-ASN dan Informasi ketersediaan PNS
ian ASN
TW3 [ o 0,00 [Belum Sk
IP ASN oleh Disiplin ke dalam
BKN aplikasi SI-ASN
W4 5 5 100,00% Hasil i Intensif dengan BKN
Pengukuran IP ASN dari |untuk menindak lanjuto Surat
BKN Permintaan data Hasil pengurakan
IP ASN Pemkab Solok
Masih Sesuai Surat BKN
No.0717/8B-
BJ.03.02/SD/KR.X11/2024
Pemenuhan Dokumen w1 0 0 0,00 Koordinasi Jumlah dokumen Hasil 244 Dokumen| 265 Dok 26.100.975 23.884.700
NSPK elemen indeks Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi
Pangkat Administrasi Pelaksanaan Administrasi
Total 3 Indikator Pemberhentian Pemberhentian
W2 1 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai

terbaru Pasca UU No 20
Tahun 2023

arahan/ Juknis BKN




Target % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
TW4 1 (] 0,00 |Masih menggunakan Belum ada Usulan Pangkat
INDIKATOR Resume Penilaian kab  |Anumerta yang ditetapkan
Solok Th 2023 tanggal 1
November 2024
karena Resume
Penilaian Kab Solok Th
2024 sidal Lal
Pemenuhan Dokumen w1 0 0 0,00
NSPK elemen indeks
Pemberhentian
Total 9 Indikator
TW2 9 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 o 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW4 9 4 44,44% |Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab  |1. Agar Instansi Melakukan
Solok Th 2023 tanggal 1 |pemutakhiran SK pemberhentian
2024 PNS yang menjadi
karena Resume tersangka tindak pidana ke SI-ASN
Penilaian Kab Solok Th |2.Pengaktifan kembali PNS yang
2024 tidak keluar memenuhi kriteria pengaftifan
kembali belum melalui
pertimbangan teknis BKN
3.Pemberhentian karena
lakukan tindak pidana/
penyelewengan dokumennya tidak
sesuai
4. Dalam penetapan PTDH
dokumen alasan pemberhentian
tidak dilampirkan
5. Instansi tidak menjawab
pertanyaan mengenai melakukan
peremajaan pemutakhiran data
ASN vane diberhentikan di SAPK/SI-
Pemenuhan Dokumen W1 o 0 0,00
NSPK elemen indeks
Jaminan Pensiun dan hari
Tua
Total 2 Indikator
TwW2 2 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 [ [ 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW4 2 2 100,00 [Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab |1. Dokumen yang ditampilkan tidak
Solok Th 2023 tanggal 1 [sinkron untuk instansi telah
November 2024 menerbitkan dan mendapat
karena Resume SKPP sesuai SK Pensiun
Penilaian Kab Solok Th [sebagai dasar pemberian JHT dan
2024 tidak keluar uang pensiun
2. Agar Instansi melakukan
pembayaran JP dan JHT kepada
Pengelola Program tepat waktu
Pemenuhan Dokumen w1 0 0 0,00
NSPK elemen indeks
Pensiun
Total 1 Indikator
TW2 1 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai

terbaru Pasca UU No 20

Tahun 2023

arahan/ Juknis BKN




No [Sasaran Strategis| Indikator Kinerja [Per TW| Target |Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
TW4 1 [1] 0,00 |Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR Resume Penilaian kab  [1.Untuk indikator Instansi telah
Solok Th 2023 tanggal 1 |menyampaikan usulan penerbitan
2024 pertil teknis sesuai
karena Resume ketentuan dan menerbitkan SK
Penilaian Kab Solok Th |Pensiun tepat waktu dokumen yang|
2024 sidal Lal dinlond sidak lonal
Pemenuhan Dokumen w1 0 0 0,00
NSPK elemen indeks
Perlindungan
Total 2 Indikator
TW2 2 [ 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai Fasilitasi Lembaga |Jumlah Lembaga Profesi 1 Lembaga 1 Lembaga 150.000.000 150.000.000
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN Profesi ASN ASn yang difasilitasi
Tahun 2023
TW3 (] (1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW4 2 1 50,00% [Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab  |1. agar isntansi menyediakan dan
Solok Th 2023 tanggal 1 |memberikan bantuan hukum
November 2024 terhadap ASN yang mnghadapi
karena Resume permasalahan hukum dalam
Kab Solok Th tugas
2024 tidak keluar (sudah terdapat dalam AD/ART
Pemenuhan Dokumen TW1 (] (] 0,00 Pengelolaan Data [Jumlah Dokumen Hasil 150 Dokumen| 193 Dokumen 39.148.750 37.681.074
NSPK elemen indeks Cuti Kepegawaian Pengelolaan Data
Total 2 Indikator Kepegawaian
TW2 2 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW4 2 [1] 0,00 |Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR Resume Penilaian kab  |1. Data Pengelolaan Cuti Tahunan,
Solok Th 2023 tanggal 1 |Alasan penting, Besar dan CLTN
2024 yang diupload kurang lengkap
karena Resume 2. Belum ada aplikasi dalam
Kab Solok Th cuti yg
2024 sidal Lal A cumancc /et aca
Pemenuhan Dokumen TW1 (] (] 0,00 Penilaian dan Persentase pembinaan 100%| 95,00%! 57.604.004 53.288.249
Pendukung Aspek Evaluasi Kinerja terhadap aparaturann
Manajemen Kinerja pada Aparatur
Sistem Merit
TW2 30 [] 0,00 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
dibubarkannya KASN
TW3 35 0 0,00 Juknis PM Simerit setelah

mengenai Teknis

Juknis terbaru dikeluarkan BKN/

Simerit Pasca
KASN




No [Sasaran Strategis| Indikator Kinerja [Per TW| Target |Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
TW4 65 62,5 96,15% |Masih Menggunakan SK |Menunggu Juknis terbaru yang oleh
KASN Nomor dikeluarkan BKN/ MenpanRB
154/KEP.KASN/C/X1/202 [Rekom KASN:
3 tentang 1. i
Kategori, Penilaian dan |aplikasi e-kinerja yang saat ini
Indeks Penerapan digunakan salam pemberian
Simerit dalam feedback hasil kinerja bagi seluruh
Manajemen ASN di pegawai, serta optimalisasi fitur
Lingkungan Pemkab dialog kinerja
Solok 2. Melaksanakan analisis
kesenjangan kinerja, serta
membangun dan menerapkan
mekanisme, monitoring untuk
memastikan dilaksanakannya
tindak lanjut terhadap strategi/
rencana aksi mengatasi
permasalahan kinerja
3. menggunakan hasil penilaian
kinerja sebagai pertimbangan
utama dalam pengembangan karir
pegawai seperti promosi, mutasi
dan .
Pemenuhan Dokumen w1 0 0 0,00
Pendukung Aspek
Penggajian, Penghargaan
dan Disiplin pada Sistem
Merit
TW2 18 [1] 0,00 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
KASN
TW3 20 0 0,00 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
i KASN
TW4 38 375 98,68% |Masih Menggunakan SK |Menunggu Juknis terbaru yang oleh
KASN Nomor dikeluarkan BKN/ MenpanRB
154/KEP.KASN/C/XI/202 [Rekom KASN:
3 tentang 1.
Kategori, Penilaian dan |penghargaan kepada pegawai
Indeks kan yang telah
Simerit dalam ada secara reguler
Manajemen ASN di
Lingkungan Pemkab
Pemenuhan Dokumen w1 0 o 0,00 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1Dokumen| 1 Dokumen 7.115.895 6.342.850|Penilaian Th
NSPK elemen indeks Penilaian dan Pelaksanaan Penilaian dan 2024 sudah
Penilaian Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Aparatur sebanyak 5026
Total 6 Indikator Aparatur Pegawai yang
dinilai SKPnya
TW2 6 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 (1] [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW4 6 6 100% [Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab (1.
Solok Th 2023 tanggal 1
November 2024
karena Resume
Penilaian Kab Solok Th
2024 sidal Lal
Pemenuhan Dokumen W1 0 [ 0,00 Pengelolaan Jumlah ASN yang diberi 200 Orang| 133 Dokumen 8.579.260 7.561.400
NSPK elemen indeks Pemberian penghargaan
Penghargaan Penghargaan bagi
Total 3 Indikator Pegawai
TW2 3 (] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai

terbaru Pasca UU No 20
Tahun 2023

arahan/ Juknis BKN




No [Sasaran Strategis| Indikator Kinerja [Per TW| Target |Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
TW4 3 2 66,67% |Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab (1. Instansi belum memiliki
Solok Th 2023 tanggal 1 |kebijakan pemberian penghargaan
November 2024 berbasis kinerja
karena Resume
Penilaian Kab Solok Th
2024 sidal Lal
Pemenuhan Dokumen TW1 (] (1] 0,00 Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 laporan 33.167.149 31.350.799
NSPK elemen indeks lesai lol lesai
Disiplin Pelanggaran Pelanggaran Disiplin ASN
Total 5 Indikator Disiplin ASN
TW2 5 (] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
INDIKATOR terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW4 5 2 40,00% |Masih menggunakan Rekomendasi:
INDIKATOR | INDIKATOR Resume Penilaian kab  |1. PPK belum menetapkan aturan
Solok Th 2023 tanggal 1 |disiplin
November 2024 2.Belum dilakukan peremajaan
karena Resume data hukuman disiplin pada SI ASN
Penilaian Kab Solok Th (3. PPK belum menetapkan aturan
2024 tidak keluar disiplin PPPK
Pemenuhan Dokumen w1 0 0 0,00 0|
NSPK elemen indeks Kode
Etik
Total 2 Indikator
TW2 2 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 0 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai Pelayanan Proses [Jumlah dokumen Peoses 25 Dokumen| 13 Dokumen 8.741.700 8.033.200(Terdapat 9
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN Izin Perceraian Izin Perceraian Pegawai Dokumen Dalam
Tahun 2023 Pegawai yang dilayani Proses
TW4 2 1 50,00% |Masih menggunakan Rekomendasi:
Resume Penilaian kab  |1. Dalam menjatuhkan sanksi kode
Solok Th 2023 tanggal 1 belum melakukan sidang kode
November 2024
karena Resume
Penilaian Kab Solok Th
2024 sidal Lal
Percepatan Pemenuhan TW1 (] [] 0,00 |Jadwal Pelaksanaan Melaksanakan Diklat bagi pejabat |PROGRAM Rasio Pejabat Struktural 85% 90,00% 1.005.566.182 670.721.976
Nilai Dimensi Kompetensi Diklat Struktural dimulai |strukural sesuai jadwal dan PENGEMBANGAN dan Fungsional yang
1P ASN pada Triwulan Il Th 2025 [menghimpun data pejabat SUMBER DAYA menmiliki sertifikasi
fungsional yang melaksanakan MANUSIA kompetensi
diklat sesuai jadwal Instansi
i L i
W2 14 [ 0,00 |Belum Optimalisasi il Data
Penilaian IP ASN oleh  [Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi ASN ke
BKN aplikasi SI-ASN secara mandiri
TW3 14 [ 0,00 |Belum Optimalisasi il Data
Penilaian IP ASN oleh  [Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi ASN ke
BKN aplikasi SI-ASN secara mandiri
TW4 28 29,24 104,43% -Membangun Manajemen Talenta
Pemerintah Kabupaten Solok
-Menambah Kuota Diklat PIM
ialisasil dan g
'ASN menggunakan platform belajar
mandiri LMS
-Campaign update data kompetensi
Pemenuhan Dokumen w1 0 0 0,00 Sertifikasi, Persentase kelulusan 100% 90,00% 1.005.566.182 670.721.976
Pendukung Aspek Kelembagaan, aparatur yang mengikuti
Pengembangan Karir
pada Sistem Merit o dan
Manajerial dan fungsional
Fungsional
W2 10 0 0,00 Juknis PM Simerit setelah

mengenai Teknis

Juknis terbaru dikeluarkan BKN/

Simerit Pasca
dibubarkannya KASN




No [Sasaran Strategis| Indikator Kinerja [Per TW| Target |Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
TW3 5 [1] 0,00 Juknis PM Simerit setelah
mengenai Teknis Juknis terbaru dikeluarkan BKN/
Simerit Pasca
dibubarkannya KASN
TW4 120 37,5 31,25% |Masih Menggunakan SK |Menunggu Juknis terbaru yang oleh
KASN Nomor dikeluarkan BKN/ MenpanRB
154/KEP.KASN/C/XI/202 [Rekom KASN:
3 tentang 1. ji SKJ
Kategori, Penilaian dan |untuk seluruh jabatan hingga ke
Indeks Penerapan tahap penetapan
Simerit dalam 2. Melanjutkan assesmen
ASN di i agar lebih banyak
Lingkungan Pemkab pegawai yang terpetakan profil
Solok kompetensinya
3. Melakukan penyempurnaan
Instrumen pembentukan talent
pool, dan melakukan pemetaan
pegawai ke dalam talent pool serta
rencana suksesi sesuai ketentuan
nasional
4. Melaksanakan analisis
kesenjanghan kompetensi dan
kinerja bagi seluruh OPD dan
seluruh jenjang jabatan
5. Menyempurnakan metode untuk
menghasilkan analisis kesenjangan
kompetensi melalui metode
assesmen kompetensi
6. Menyempurnakan Rencana
Pengembangan Kompetensi
Pegawai (HCDP) agar
i tahun-tah
tersedia dalam jangka lima
Melaksanakan Diklat bagi | TW 1 [ o 0,00 Penyelenggaraan  |Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 5 Laporan 1.005.566.182 670.721.976 |Pelaksanaan
Pejabat Struktural Pengembangan penyelenggaraan Retret belum
PKN=4 orang i bagi bagi Pimpinan bisa
PKA= 10 orang leplnan.Daetrah, D.aera.h, Jabatan lep.lnan dilaksanakan
Prajabatan = 6 orang Jabatan Pimpinan  [Tinggi, Jabatan Fungsional, diTahun 2025
Tinggi, Jabatan Kepemimpinan dan dan diundur
Pimpinan Tinggi, |Prajabatan pelaksanaannya
Jabatan Fungsional, di tahun 2026
Kepemimpinan dan
Prajabatan
W2 4 5 125,00% |- Melaksanakan Diklat sesuai jadwal
orang orang
TW3 |16 orang | 150rang | 93,75% Diklat sesuai jadwal
TW4 20 20 100,00% Melaksanakan Diklat sesuai jadwal
orang orang
Melaksanakan Diklat w1 0,00
Fungsional atau pun diklat
teknis
TW2 [ [ 0,00
TW3 10 2 ORANG | 20,00% Melaksanakan Diklat sesuai jadwal
ORANG
TW4 10 8 80,00% Melaksanakan Diklat sesuai jadwal
ORANG ORANG
Melaksanakan orientasi w1 0 0 0,00
bagi PPPK formasi 2024
TW2 0 0 0,00
TW3 |706 orang 0 0,00
w4 626 626 1,00
ORANG ORANG
Mengentry dan proses W1 0 [] 0,00
aproval data
pengembangan
kompetensi pada aplikasi
SI-ASN
TW2 0 0 0,00




No [Sasaran Strategis| Indikator Kinerja [Per TW| Target |Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
TW3 (400 orang [ 0,00 Pada APBD-P 2025 Melaksanakan Diklat sesuai jadwal
TW4 626 626 100,00
ORANG ORANG
3 [Meningkatnya Nilai evaluasi TW1 0 0 0,00 |Menindak lanjuti Laporan TW1 (] [] 0,00 |SAKIP Th 2024 belum Memperbaiki Nilai Perencanaan PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan 100%| 71.43% 21.753.949.213 18.953.970.221
tata kelola akuntabilitas Hasil Evaluasi atas dievaluasi oleh Kinerja menjadi 22 URUSAN  PEMERINTAH Layanan Kesekretariatan
organisasi kinerja Akuntabilitas Kinerja pada Daerah Kab. iki Nilai gt DAERAH  KABUPATEN/|
Badan kepegawa2ian dan Solok Kinerja menjadi 19,5 KOTA
Pengembangan Sumber Memperbaiki Nilai Pelaporan
Daya Manusia Tahun 2023 Kinerja menjadi 10,5
Nomor 700.1.2/19/INSP - Memperbaiki Nilai Evaluasi
D/LHE/204 Akuntabilitas Kinerja Internal
menjadi 18
TW2 0 0 0,00 |Memenuhi Permintaan TW2 (] (] 0,00 |SAKIp Th 2024 sedang |Melaksanakan rekomendasi Tim
Dokumen Evaluasi LKjIP Th i oleh dan
2024 dan Memenuhi Daerah kab. untuk tahun
rekomendasi Evaluator Solok
SAKIp dari Inspektorat
(— Daarah
| W3 0 0 0,00
Melaksanakan Konsultasi dengan Perencanaan, Persentase kesesuaian 100%| 100,00% 164.363.772 157.424.997
Inspektorat, Bapelitbang dan dan p dan
Organisasi Evaluasi Kinerja penganggaran
Perangkat Daerah
TW4 70,01 |71,85| 103% menindak lanjuti LHE Nomor
700.1.2/25/INSP -D/LHE/2025
Memperbaiki Nilai w1 0 o 0,00 Penyusunan Jumlah Dokumen 7 Dokumen| 7 Dokumen 3.014.870 2.747.250
Perencanaan Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat
Perencanaan Daerah
Daerah
TW2 0 0 0,00
TW3 0 0 0,00
W4 22 21,6 98,18%
Memperbaiki Nilai TW1 [ [ 0,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.666.495 3.260.070
Pengukuran Kinerja Penyusunan dan Laporan Hasil
Dokumen RKA- Koordinasi Penyusuna
SKPD Dokumen RKA - SKPD
TW2 0 0 0,00
TW3 0 0 0,00
TW4 19,5 21 107,69%
Memperbaiki Nilai TW1 0 0 0,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen| 2 Dokumen 4.192.553 3.815.350
Pelaporan Kinerja Penyusunan Perubahan RKA- SKPD dan
Dokumen Laporan Hasil Koordinasi
Perubahan RKA-  [Penyusuna Dokumen
SKPD Perubahan RKA - SKPD
TW2 0 0 0,00
TW3 0 0 0,00
TWa 10,5 10,5 1,00
Memperbaiki Nilai w1 0 0 0,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA- 2 Dokumen| 2 Dokumen 1.191.097 1.056.054
Evaluasi Akuntabilitas Penyusunan DPA- |SKPD dan Laporan Hasil
Kinerja Internal SKPD Koordinasi Penyusuna
Dokiimen DPA . SKPD
TW2 0 0 0,00
TW3 0 0 0,00
TW4 18 18,75 | 104,17%
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 3.069.555 2.744.697
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan
Perubahan DPA- Laporan Hasil Koordinasi
SKPD Penyusuna Dokumen
Perubahan DPA - SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan 1 Laporan 147.792.082 142.538.951
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan
Kinerja dan lkhtisar |Hasil Kooridnasi
Realisasi Kinerja  [Pwnyusunan Laporan
SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan 4 Laporan 1.437.120 1.262.625

Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah




o |Sasaran Strategis| Indikator Kinerja |Per TW(| Target | Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi |% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Ket
Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
Pemenuhan Dokumen w1 [ [ 0,00 ini i kesesuai 100% 100,00% 21.229.695.736 18.450.654.271
NSPK elemen indeks per ji
Penggajian, Tunjangan gkat Daerah dengan aturan
dan Fasilitas
Total 6 Indikator
TW2 6 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
indikator terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
TW3 0 [1] 0,00 Juknis Penilaian NSPK sesuai
terbaru Pasca UU No 20 |arahan/ Juknis BKN
Tahun 2023
Penyediaan Gaji  |Jumlah orang yang 30 Orang / Bulan| 726 Orang /| 21.225.188.346 18.446.691.271|P3K thp 1 =626,
dan Tunjangan ASN [menerima gaji dan Bulan P3K thp 2 =64,
i ASN ons =26
Koordinasi dan Jumlah Laporan keuangan 1 Laporan 1 Laporan 3.088.220 2.680.950
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan

Laporan Keuangan [laporan hasil Koordinasi
Akhir Tahun SKPD ~ |Penyusunan laporan
keuangan Akhir tahun SKPD

Penyusunan Jumlah dokumen pelaporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.419.170 1.282.050
Pelaporan dan dan analisis prognosis
Analisis Prognosis [realisasi anggaran

Realisasi Anggaran

Administrasi Persentase kesesuai 100% 100,00% 92.442.293 86.790.018
Umum Perangkat |pertanggungjawaban
Daerah keuangan dengan aturan
Penyediaan Jumlah paket Perlatan dan 2 paket| 2 paket! 10.870.125 10.711.500
Peralatan dan perlengkapan Kantor yang
Perlengk isediakan
Kantor
Penyediaan Bahan [Jumlah Paket Bahan Logistik 4 Paket 4 Paket! 35.794.463 33.176.330
Logistik Kantor Kantor yang disediakan
Penyediaan Barang (Jumlah paket barang 3 Paket 3 Paket 5.951.183 5.335.992
Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan
yang
Penyelenggaraan  [Jumlah laporan 1 laporan 1 laporan 39.826.522 37.566.196
Rapat Koordinasi  |Penyelenggaraan Rapat
dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi
KPD KPD

Penyediaan Jasa Persentase tersedianya 100%| 100,00% 23.196.615 17.771.234
Penunjang Urusan |jasa penunjang urusan
Pemerintahan pemerintah daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000
Surat Menyurat  |Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Jumlah laporan Penyediaan 24 laporan 13 laporan 20.396.615 14.971.234
Komunikasi, jasa Komunikasi, Sumber
Sumber Daya Air | Daya Air dan Listrik yang
dan Listrik disediakan
Penyediaan Jasa  [Jumlah Laporan Penyediaan 1 laporan 1 laporan 1.800.000 1.800.000
Pelayanan Umum [Jasa Pelayanan Umum
Kantor Kantor yang disediakan

sarana dan 100% 69,50% 244.250.797 241.329.701
Barang Milik prasarana aparatur yang
Daerah Penunjang |berfungsi dengan baik
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 2 Unit| 2 Unit, 100.334.542 100.094.766
Pemeliharaan, Perorangan Dinas atau
Biaya Pemeliharaan |Kendaraan Dinas
dan Pajak jabatanyang dipelihara dan
Kendaraan dibayarkan pajaknya

Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan




No [Sasaran Strategis| Indikator Kinerja [Per TW| Target |Realis % Aksi yang telah dilakukan |Per TW| Target | Realisasi (% Capaian|Hambatan/Permasalaha Tindak lanjut yang telah/harus Program Kegiatan/Sub Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran

Kinerja asi | Capaian | untuk Pencapaian Target n dalam pencapaian dilakukan Kegiatan
Kinerja target
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Dinas 2 Unit| 2 Unit 35.100.000 35.099.503
Pemeliharaan, Operasional atau lapangan
Biaya yang Dipelihara dan
Pemeliharaan, Dibayarkan Pajak dan

Pajak dan Perizinan |perizinannya
Kendaraan Dinas
Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan/ Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit| 1 Unit 103.136.255 100.560.432
Rehabilitasi Gedung|Bangunan lainnya yang

Kantor dan Dipelihara/ Direhabilitasi

Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/ Jumlah Sarana dan 8 unit| 8 unit| 5.680.000 5.575.000
Rehabilitasi Sarana |Prasarana Gedung kantor
dan Prasarana atau Bangunan lainnya yang

Gedung Kantor dan |dipelihara/ direhabilitasi
Bangunan Lainnya

TOTAL 23.942.093.983 20.661.035.734

KETERANGAN TAMBAHAN : Perbedaan Format Realisasi Rencana Aksi Tahun 2024
dengan tahun sebeluumnya yaitu adanya tambahan kolom (9), (10), (11), (12) :

- Kolom (9) diisikan keterangan Triwulan

- Kolom (10) disikan target Langkah 1, sama dengan yang disajikan di dokumen Ren
- Kolom (11) diisikan Realisasi Target langkah 1

- Kolom (12) diisikan capaian dari Langkah 1 (Realisasi dibagi target x 100)




BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 1001/B-BM.02.01/SD/C.VII/2026 Jakarta, 23 Februari 2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Nilai IP ASN

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Yth. Sekretatris Daerah
Kabupaten Solok

di

Arosuka

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Nomor
800.1.9.1/64/BKPSDM-2026 tanggal 27 Januari 2026 perihal Permohonan permintaan
data hasil Pengukuran IP ASN Pemerintah Kabupaten Solok untuk tahun 2024,
bersama ini kami sampaikan bahwa Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
Tahun 2024 yang diukur Tahun 2025 yang digunakan sebagai capaian Indeks
Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (terlampir).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN,
dapat menghubungi Perwakilan Direktorat Pengembangan Talenta dan Karier ASN,
Sdr. Aulia Yuniarto melalui nomor telepon 0895-1498-6509.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan
Penyelenggaraan Manajemen ASN

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN.
2. Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN.

3. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 _
“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.” @
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.




Lampiran Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan
Manajemen ASN
Nomor :1001/B-BM.02.01/SD/C.VII/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

HASIL PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024
(DATA PER TANGGAL 18 DESEMBER 2025)

JUMLAH
Pé(IBEZ\I/iAI PE{?A%VC\;/AI KUALIFIKASI | KOMPETENSI | KINERJA | DISIPLIN INN[I)LEplgs KATEGORI
DIUKUR
PNS 4.037 20,76 29,24 25,54 5,00 80,54 sedang
PPPK 566 20,00 30,41 25,11 5,00 80,52 sedang
ASN 4.603 20,67 29,38 25,49 5,00 80,54 sedang

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 _
“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.




Listing Nilai IP ASN (PNS) Tahun 2024 Instansi Wilayah Kerja Kanreg XIl BKN Pekanbaru
Kondisi : Jum'at, 12 Desember 2025

Jumlah

Kualifikasi

Kompetensi

Kinerja

Disiplin

Rata Nilai (700)

No Nama Instansi PNS (25) (40) (30) (5) 5 Dos 1 Dos N Kategori
1 |Pemerintah Kab. Sijunjung 3.013 20,96 34,60 2597 | 5,00 86,53 86,53 0,00 tinggi
2 |Pemerintah Kota Pariaman 2.290 21,86 33,52 24,86 5,00 85,24 85,24 0,00 tinggi
3 |Pemerintah Kota Batam 5.296 21,73 33,43 25,00 5,00 85,16 85,16 0,00 tinggi
4 |Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 14.610 21,55 32,24 26,28 5,00 85,07 85,07 0,00 tinggi
5 |Pemerintah Kab. Tanah Datar 3.844 20,93 32,36 25,57 | 5,00 83,86 83,86 0,00 tinggi
6 |Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 4.711 21,89 30,98 25,64 4,99 83,50 83,50 0,00 tinggi
7 |Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 4.520 21,13 30,52 26,81 5,00 83,46 83,46 0,00 tinggi
8 |Pemerintah Kab. Dharmasraya 2.871 20,93 30,80 25,50 5,00 82,23 82,23 0,00 tinggi
9 |Pemerintah Kota Dumai 3.589 21,48 29,38 26,37 | 5,00 82,23 82,23 0,00 tinggi
10 |Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 4.909 20,76 30,60 25,79 5,00 82,15 82,15 0,00 tinggi
11 |Pemerintah Provinsi Riau 12.951 22,06 29,61 2540 | 5,00 82,07 82,07 0,00 tinggi
12 |Pemerintah Kota Padang Panjang 1.705 21,82 29,40 25,20 4,99 81,42 81,42 0,00 tinggi
13 |Pemerintah Kota Bukittinggi 2.185 21,78 28,82 25,52 | 5,00 81,12 81,12 0,00 tinggi
14 |Pemerintah Kab. Pasaman 3.346 20,83 29,69 25,42 5,00 80,94 80,94 0,00 sedang
15 |Pemerintah Kota Padang 6.586 21,28 28,79 25,77 5,00 80,84 80,84 0,00 sedang
16 |Pemerintah Kota Solok 1.808 22,28 28,38 2510 | 5,00 80,76 80,76 0,00 sedang
17 |Pemerintah Kota Payakumbuh 2415 21,62 28,34 25,71 4,99 80,66 80,66 0,00 sedang
18 |Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 6.149 20,70 29,96 24,92 | 5,00 80,59 80,59 0,00 sedang
19 |Pemerintah Kab. Solok 4.058 20,75 29,20 25,51 5,00 80,46 80,46 0,00 sedang
20 |Pemerintah Kota Tanjungpinang 2.757 21,73 28,53 2517 5,00 80,43 80,43 0,00 sedang
21 |Pemerintah Kab. Solok Selatan 3.054 21,22 28,97 25,20 5,00 80,39 80,39 0,00 sedang
22 |Pemerintah Kab. Natuna 2.735 21,12 29,19 24,91 5,00 80,22 80,22 0,00 sedang
23 |Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 2.487 21,21 28,36 25,50 5,00 80,07 80,07 0,00 sedang
24 |Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas 1.659 21,64 28,03 25,27 5,00 79,95 79,95 0,00 sedang
25 |Pemerintah Kab. Bengkalis 5.694 21,31 27,91 25,60 5,00 79,82 79,82 0,00 sedang
26 |Pemerintah Kota Pekanbaru 5.721 21,58 28,38 24,76 5,00 79,72 79,72 0,00 sedang
27 |Pemerintah Kab. Pelalawan 4.079 21,03 28,77 24,90 5,00 79,70 79,70 0,00 sedang
28 |Pemerintah Kab. Siak 5.011 21,16 27,98 2544 | 5,00 79,58 79,58 0,00 sedang
29 |Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 4.252 20,63 28,32 25,60 5,00 79,55 79,55 0,00 sedang
30 |Pemerintah Kab. Agam 4.683 20,78 28,35 25,16 | 5,00 79,30 79,30 0,00 sedang
31 |Pemerintah Kota Sawahlunto 1.777 21,59 27,25 25,32 5,00 79,16 79,16 0,00 sedang
32 |Pemerintah Kab. Kampar 6.185 20,74 28,41 24,83 5,00 78,98 78,98 0,00 sedang
33 |Pemerintah Kab. Lingga 2.579 20,93 27,95 24,70 5,00 78,58 78,58 0,00 sedang
34 |Pemerintah Kab. Pasaman Barat 4.080 21,10 27,82 24,64 5,00 78,56 78,56 0,00 sedang
35 |Pemerintah Kab. Limapuluh Kota 5.040 20,60 28,15 24,81 5,00 78,56 78,56 0,00 sedang
36 |Pemerintah Kab. Padang Pariaman 4.843 20,66 27,79 24,40 5,00 77,85 77,85 0,00 sedang
37 |Pemerintah Kab. Karimun 3.456 21,12 26,68 24,85 5,00 77,65 77,65 0,00 sedang
38 |Pemerintah Kab. Rokan Hilir 5.482 21,12 26,97 24,32 | 5,00 77,40 77,40 0,00 sedang
39 |Pemerintah Kab. Rokan Hulu 4.863 20,92 26,87 24,11 5,00 76,90 76,90 0,00 sedang
40 |Pemerintah Kab. Bintan 2.994 21,20 25,75 24,08 5,00 76,03 76,03 0,00 sedang
41 |Pemerintah Kab. Kep. Mentawai 2.281 21,27 25,08 21,97 5,00 73,32 73,32 0,00 sedang
TOTAL 176.568 21,24 29,08 25,17 | 5,00 80,49 80,49 0,00 Sedang

NB. Data Resmi IP ASN 2024 adalah data yang diterbitkan oleh Kedeputian PPM ASN BKN

Ket. Kategori :

91-100
81-90
71-80
61-70
0-60

: Sangat Tinggi

: Tinggi

: Sedang

: Rendah

: Sangat Rendah




Listing Nilai IP ASN (PPPK) Tahun 2024 Instansi Wilayah Kerja Kanreg Xill BKN Pekanbaru
Kondisi : Jum'at, 12 Desember 2025

Rata Nilai (100)

No Nama Instansi J:g‘:? Kua(l;fsi;(asi Kom(gt;;ensi Ki(r;z;ja Dis(i5r))lin 5oos | 12 Dos n Kategori
1 |Pemerintah Kota Batam 3.174 20,00 34,98 24,99 5,00 84,97 84,97 0,00 tinggi
2 |Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 607 20,00 30,90 27,47 5,00 83,37 83,37 0,00 tinggi
3 |Pemerintah Kota Padang 532 20,00 31,48 26,45 5,00 82,93 82,93 0,00 tinggi
4 |Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 1.695 20,00 31,67 26,23 5,00 82,90 82,90 0,00 tinggi
5 |Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 3.204 20,00 31,27 26,01 5,00 82,27 82,27 0,00 tinggi
6 |Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 659 20,00 30,76 26,02 5,00 81,79 81,79 0,00 tinggi
7 |Pemerintah Kab. Tanah Datar 960 20,00 31,06 25,64 5,00 81,70 81,70 0,00 tinggi
8 |Pemerintah Kota Pariaman 84 20,00 30,98 25,71 5,00 81,69 81,69 0,00 tinggi
9 |Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 721 20,00 30,78 25,78 5,00 81,56 81,56 0,00 tinggi
10 |Pemerintah Kab. Pasaman 957 20,00 30,52 25,83 5,00 81,35 81,35 0,00 tinggi
11 |Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 1.465 20,00 30,20 26,05 5,00 81,25 81,25 0,00 tinggi
12 |Pemerintah Kab. Solok Selatan 238 20,00 31,19 25,04 | 5,00 81,24 81,24 0,00 tinggi
13 |Pemerintah Kota Solok 122 20,00 31,12 25,04 | 5,00 81,16 81,16 0,00 tinggi
14 |Pemerintah Kab. Bengkalis 2.388 20,00 30,27 25,86 5,00 81,13 81,13 0,00 tinggi
15 |Pemerintah Kab. Dharmasraya 1.096 20,00 30,67 25,26 5,00 80,93 80,93 0,00 sedang
16 |Pemerintah Kota Dumai 691 20,00 29,71 26,20 | 5,00 80,92 80,92 0,00 sedang
17 |Pemerintah Kab. Padang Pariaman 1.633 20,00 29,31 26,14 5,00 80,45 80,45 0,00 sedang
18 |Pemerintah Kab. Kampar 277 20,00 30,29 25,14 5,00 80,43 80,43 0,00 sedang
19 |Pemerintah Kota Pekanbaru 750 20,00 29,29 26,00 5,00 80,29 80,29 0,00 sedang
20 |Pemerintah Kab. Pelalawan 1.088 20,00 29,03 2593 | 5,00 79,96 79,96 0,00 sedang
21 |Pemerintah Kab. Solok 566 20,00 29,75 2511 5,00 79,87 79,87 0,00 sedang
22 |Pemerintah Provinsi Riau 6.313 20,00 28,71 26,02 5,00 79,73 79,73 0,00 sedang
23 |Pemerintah Kab. Lingga 255 20,00 29,25 25,24 5,00 79,49 79,49 0,00 sedang
24 |Pemerintah Kab. Rokan Hilir 2.305 20,00 28,90 25,03 5,00 78,93 78,93 0,00 sedang
25 |Pemerintah Kab. Pasaman Barat 1.522 20,00 29,21 24,71 5,00 78,92 78,92 0,00 sedang
26 |Pemerintah Kab. Agam 1.241 20,00 28,13 25,69 5,00 78,82 78,82 0,00 sedang
27 |Pemerintah Kab. Sijunjung 1.127 20,00 27,95 25,61 5,00 78,55 78,55 0,00 sedang
28 |Pemerintah Kota Payakumbuh 455 20,00 27,14 26,11 5,00 78,25 78,25 0,00 sedang
29 |Pemerintah Kab. Limapuluh Kota 1.359 20,00 28,08 25,03 5,00 78,11 78,11 0,00 sedang
30 |Pemerintah Kab. Rokan Hulu 874 20,00 27,92 25,09 5,00 78,01 78,01 0,00 sedang
31 |Pemerintah Kota Tanjungpinang 598 20,00 27,37 25,06 5,00 77,42 77,42 0,00 sedang
32 |Pemerintah Kab. Siak 2.193 20,00 27,02 25,30 | 5,00 77,33 77,33 0,00 sedang
33 |Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas 518 20,00 26,27 25,67 5,00 76,94 76,94 0,00 sedang
34 |Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 854 20,00 26,25 25,40 5,00 76,65 76,65 0,00 sedang
35 |Pemerintah Kab. Karimun 1.134 20,00 26,60 24,97 5,00 76,57 76,57 0,00 sedang
36 |Pemerintah Kota Bukittinggi 331 20,00 25,56 25,91 5,00 76,47 76,47 0,00 sedang
37 |Pemerintah Kab. Natuna 693 20,00 25,99 25,04 | 5,00 76,04 76,04 0,00 sedang
38 |Pemerintah Kab. Bintan 531 20,00 27,21 23,35 5,00 75,56 75,56 0,00 sedang
39 |Pemerintah Kota Padang Panjang 207 20,00 23,89 25,07 5,00 73,96 73,96 0,00 sedang
40 |Pemerintah Kota Sawahlunto 461 20,00 23,57 25,34 5,00 73,90 73,90 0,00 sedang
41 |Pemerintah Kab. Kep. Mentawai 417 20,00 23,98 19,88 5,00 68,86 68,86 0,00 rendah

TOTAL 46.295 20,00 28,88 25,40 | 5,00 79,28 79,28 | | 0,00 Sedang

NB. Data Resmi IP ASN 2024 adalah data yang diterbitkan oleh Kedeputian PPM ASN BKN

Ket. Kategori :

91-100
81-90
71-80
61-70
0-60

: Sangat Tinggi

: Tinggi

: Sedang

: Rendah

: Sangat Rendah




BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon
(021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 Jakarta, 24 Oktober 2025
Lampiran : -
Perihal : Pengukuran Indeks Profesionalitas

Aparatur Sipil Negara

Yth. Pejabat Pengelola Kepegawaian/SDM Instansi Pusat dan Daerah
di
Tempat

Seiring dengan penerapan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah dan
penggabungan Indeks dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, dapat kami
sampaikan informasi sebagai berikut:

a. Badan Kepegawaian Negara sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN namun Instansi Pemerintah yang menggunakan data hasil
pengukuran Indeks Profesionalitas sebagai dasar penyusunan kinerja dan/atau
rencana strategis Instansi tetap dapat mengakses hasil pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN hingga tahun pengukuran Tahun 2024 pada Layanan
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN SIASN dan MyASN.

b. Data kepegawaian untuk pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024
menggunakan batas peremajaan data paling lambat tanggal 30 November 2025.

c. Bagi Instansi Pemerintah yang membutuhkan hasil Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN pada masa transisi, Direktorat Pengembangan Talenta dan
Karier ASN siap membantu untuk memberikan data Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN,
dapat menghubungi Perwakilan Direktorat Pengembangan Talenta dan Karier ASN,
Sdr. Aulia Yuniarto melalui nomor telepon 0895-1498-65009.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan
Penyelenggaraan Manajemen ASN,

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara,
3. Kepala Kantor Regional I-XIV Badan Kepegawaian Negara;

4. Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN BKN.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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terakhir, dalem hat fnl Pembsh Solok rerakhir dinflal ahun 20008

Terima kasib @



2% Jan 2026 -11:21:40

DARMAWATI

Pemerintah Kab. Solok

Mohon bantuan Bapak/ lbu Admin dimana bisa memperoleh hasil pengukuran [P ASN (Gabungan PMS dan PPPK) vang resmi? Karena Indikator
tersebut adalah salah satu Indikator kinerja instansi Pemerintah kabupaten Solok tabun 2025

FARADINA 24 Feh 2026 - 14:03:24

Yth, Darmawati

Terkait pertanyaan Saudara, berikut hal vang dapat kami sampaikan.
1. BKN tetap mengukur IP ASN 2024 dan hasil/nilainya masih dapat diakses pada menu Layanan [P ASN di SIASN hingga batas waktu yang akan

ditentukan selanjutnya:



2. Untuk pengukuran tahun 2025 yg diukur pada tahun 2026 tidak lagi menyampaikan surat seperti surat edaran BKMN nomor 15014/B-
BM.O2.01/5D/C V2025, dikarenakan dalam rangka percepatan pembangunan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah indikator yang
digunakan serupa dengan pengukuran IP ASN dan mendukung pengintegrasian indeks dalam penyelenggaraan Manajemen ASN (Indels Sistem

Merit), namun kami masih memberikan akses kepada Instansi untuk dapat melihat dan memantau nilai Indeks Profesionalitas ASM nya di

SIASN.

3. Selanjutnya, bagi Instansi Pemerintah yg masih menggunakan capaian [P ASN sebagai Renstra 2025-2029 mohon dapat disampaikan untuk
sebaiknya menyesuaikan kembali/diubah dikarenakan pengukuran 1P ASN di tahun 2026. Namun apabila instansi terdapat kebutuhan untul
penilaian scara resmi untuk pemenuhan eviden (lampiran capaian [KU Organisasi dan lain sebagainya) dapat bersurat ke Direktorat

Pengembangan Talenta dan Karier ASN BKN agar dibantu terbitkan surat penilaiannya hingga batas waktu yvang ditentukan.

Demikan informasi vang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

FARADINA 24 Feb 7026 - 14:03:25

Humas
Activate Windoaws

Tiket ditutup oleh Admin Frontdesk BKN. Terima Kasih &
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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

INSPEKTORAT DAERAH

Karmpleh Perkantaran Pemerintah Kabupaten Solak
Jalan Raya Solok = Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 273684 Propingl Sumatera Barat
Email: inspekioraidasrah kab solokfgmall.com

Arosuka, & Agustus 2025

Mamar . T001.2/ & § /INSP-DILHE/2025

Sifat . Biasa

Lampiran 1 (satu) berkas

Hal Laporan Hasil Ewvaluasi afas

Akuntabilitas  Kinerja Perangkal
Daerah pada Badan Kepegawaian
Pengembangan  Sumber Daya

Manusia Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala BEKFSDM Kab. Solok
di-

Arosuka

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabiitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawsian Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

dengan uraian sebagal benkut;
I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Evaluasi.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dilaksanakan

berdasarkan;

a Peraturan Pamerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Femenntah;

b Peraturan Presiden Momaor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi

Pemeanmtar,

¢ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomoar 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanpan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birckrasi Momor B8
Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Femenntah,

e Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Momor 7001 2/M30INSP-DVMWIZ025 tanggal 11 Juli

2025 dan Nomaor 700.1. 2/530/INSP-D/2025 tanggal 20 Agustus 2025
2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuniabilitas kinefa merupakan salah satu siralegi yang dilaksanakan dalam
rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersifat akuntaoel, pemerintahan yvang kapabeal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik
kopada masyarakat Untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan serta untuk
mendaorang peningkatan percepatan kinéria yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka

periu dilakukan evaluasi AKIP
3. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIF) adalah:
a Memperoieh Informasi tentang Implementasi AKIP,

b Menilai tingkat Implementasi AKIP;

c. Manilai tingkat akuntabilitas kinena;

d Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP,

LAFORAN HASIL EVALUAS AKUNTABILITAS KINERMA BMPSDM TAHUN H025
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e. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi pariode sebalumnya
Ruang Lingkup

Ruang ingkup Evaluasi Akintabilitas Kinerja Instansi Pemarintah (AKIP) meliputi:

a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras,

b, Penilaian pengukuran kinerja benenjang dan berkelanjutan;

¢. Penilaian pelaporan kinerja yang manggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja,

d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak)
dalam peningkatan implementas AKIP,

&. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinera lainnya,

Teknik Evaluasi

Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan Teknik Evaluasi
sebagai berikut:

a Pengumpulan data;

. Analisis Dokumen;

C, wawancara,

d. Study Dokumentasi

Gambaran Umum Perangkat Daerah

Perangkat Daeerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Solok Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organigasi Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan

uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

f) BKPSDM Merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan.

2} BEPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BKPSDM vyang
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Penyelenggaraan tata kelola kepegawaian dilaksanakan oleh ASN sebanyak 26 (dua puluh
Bnam) arang, dengan rincian sebagai berikut:

No |  Golongan , r ~ Jumiah
|1 ' S [ 4
[ 2 . i i 20
3 | I -3
| Jumlah : == 25

Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Kepala Badan

Mama Afrialdi, SE MM

NIP 197504281994031002
Pangkat/Gelongan - Pembina Tk | /IV.b
Sekretaris

Mama Marcos Sophan, 5.Pt. M.Si
NIP 19740314 199903 1 008

Pangkat/Golongan : Pembina Tk 1 /IV b

Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia
Mama MNovita, SE M .Si

NIP S 19B011282010012002
Pangkat/Golongan - Penata Tk | /iid

Kepala Bidang Kepangkatan Data dan Pengadaan
Mama KMaiseven Yusdi Rasting, 5 So0s
NP 19700507 1993031005
Pangkat/Galongan . Pembina IV/a

LAPCRAN HASIL EVALUAST AKUNTABILITAS MINER A BHPSOM TANUN 2024 -d-




Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Pensiun
Mama Yowi Fransiska, ZE M. Kom

MIP 188509122010012030
PangkaliGelongan  Penata Tk Il d

Anggaran Tahun 2024
Anggaran belanja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD)
dengan jumlah realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu:

Anggaran Rp 29.808.712 485 -
Fealisasi Belanja Bp. 6.197.506.283 -
Sisa Anggaran Rp.23611.206.202 -
Anggaran Tahun 2025

Anggaran belanja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bslanja Daerah (APBD)
dengan jumlah realisasi sampai dengan 30 Juni 2025 yaitu

Anggaran : Rp 24 674613 282 -
Fealizasi Balanja Rp. 2 380 044 459 -
Sisa Anggaran Rp.22 284 568.923 -

7. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi AKIF tahun 2023 terdapat 22 (dua puluh dua) saran atau
rekomendasi, terhadap saran terssbut telah selesai ditindakianjuti.

Il. Has
1.

LAPORAN

il Evaluasi
Kriteria dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap parencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja
dan evaluasi akuntabilitas internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bantuk nila:

Adapun predikat nilai Akuntabilitas Kinena Instans: Pemerintah sebagai berikut:

| No | Hatag-uﬂ Milal Angka Interpretasi
Al AA = 80 - 100 | Sangat Memuaskan

2 A ; > B0 - 80 | Memuaskan

3 BB > 70— B0 Sangan Bak

4 B B0 -T0 Bak

3 GG > & = B0 Cukup (memadai)

g c > 30 - 50 Kurang

T (] 0-=30 Sangat Kurang

Uralan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempearoleh skor 71 85 dari nilai maksimum 100 atau predikat BB {Sangat Baik).
Pencapaian nilai Akuntabilitas tersebut digambarkan pada tabel berikut ini:

Mo Komponen yang dinilai Predikat

Bobot Nilai
|1 Perancanaan Kinerja an 21,60
|2 | Pengukuran Kinerja a0 21,00
[ 3 Pelaparan Kinerja 15 10,50
4 Evaluasi Akuniabilitas Kinerja Intarnal 25 18,75
Jumlah == 71,85

' Predikat o I BE

Adapun hasil penilaian untuk masing- mamng h:c-rnponen ‘dan sub kompanen akuntabilitas
kinerja adalah sebagai berikut:

| Mo KomponeniSub Komponen Eobot Nilal Akuntabilitas

Kinerja
| 1. | Perencanaan Kinerja 30,00 21,60
[ 1.a anurne:n F’Elrenc-anaan kinerja telah tersadia; =R BB 4,50
1b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar 200 | B &30
| yang baik, yamu untuk mencapai hasil dengan ukuran|
HASIL EVALUAS! AKUNTABILITAS KINERJA BEPSOM TAHUN 2035 -3




Bobot

Nilai Akuntabilitas

[l Komponen/Sub Komponen - Kineria
1. | Perencanaan Kinerja . 30,00 21,60
kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan | I
icascading] disstiap  level secara  logs.,  serta|
| . memperhatikan kinerja bidang ain [crosscutting), | o
1¢ | Perencanaan Kinerg telah dimenfaatkan  wntuk! 1500 B 1050
mewujudkan hasil yang berkesinambungan |
2. | Pengukuran Kinerja 30,00 21,00
2.a | Pengukuran Kinera tetah dilakukan; &,00 B 420
2.b | Pengukuran Kinena telah menjadi kebuluhan dalam 500 B B.30
el udkan Kimera secara Efektif dan Efisien dan tetab
i dilakukan secara benenjang dan berkelanjutan, -
2c | Pengukuran Kinena telah dijadikan dasar dalam 15,00 B 10,50
pemberian Reward dan Punishment, sera penyesuaian
strategi dalam mencapai kinena yang ahakiif dan efisien
3 | Pelaporan Kinerja. ! 15,00 10,50
J.a | Terdapat Dokumen Laporan yang manggambarkan 2,00 B | 210
Kinerja; ! o
30 | Dokumen Laporan Kinedja telah memenuhi Standar| 450 B 3,15
menggambarkan Kualitas atas Pencapa@an  Kinaerja,
| informasi keberhasilan' kegagatan kinerja serta upaya
|| perbalkan/ penyempurnaannys & : =
d.¢ | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang basar| 750 B 525
dalam penyesuaan strategilkebijgkan dalam mencapal
kineria barikutnya. - [ =
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. I - 18,75
4.3 | Evaluasi  Akuniabiltas Kinera Intemal  telah 5,00 BE 400
dilaksanakan, _.
4 b | Evaluas: Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 760 BE 6,00
|| secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;
4c | Implementasi SAKIP tetah meningkat karena evaluasi| 12,50 B 875 |
Akuntabilitas Kinara Internal sehingga memberikan
k&san yang nyata (dampak) dalam efexiifitas dan
efisiensi Kinerja ) |
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100 71.85 BB

. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

Dari hasi evaluasi yang telah dilaksanakan mengunakan template atau instrumen evaluasi yang
mengacy kepada FPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Momor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Salok
maka dapat disimpilkan sebagai berikut

1. Perencanaan kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja memperoleh capaian sebesar 21,60 darl bobot tertinggi

sebesar 30,00, hal i masih terdapat catatan dan perlu menjadi perhatian, yaitu:

1) Pohon Kinerja BKPSDM belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja,
strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar OPD yang berkaitan (Crosscutting) dengan
OPD lainya:Dokumen Renstra belum dipublikasi secara luas untuk dapat diakses oleh
masyarakat sebagal salah satu bentuk akuntabilitas publik;

2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum semua dicapal dengan baik,
atau setidaknya masih an the right Irack.

2. Pengukuran Kinerja
Evaluasi ataz pengukuran kinerja memperoleh capaian sebesar 21,00 dari bobot tertingai
sebesar 30,00. hal ini masih terdapat catatan dan perlu menjadi perhatian, yaitu;

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS MINERJA BHPSDM TAHUN 2025




1) BKPSDM belum menetapkan SOP tentang Pangumpulan Data Kinera
2] Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai

kinerja.

3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai
Kinerja

4) Belum memanfaatkan penguxuran kKinera sebagai dasar dalam pemberian reward dan
punismen

3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan Kinerja memperoleh capaian sebesar 10,50 dari babot paling tinggi
sebeszar 15,00, halini masih terdapat catatan dan perlu menjadi perhatian, yaitu,
1) Data kinerja yang disampaikan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan
karena largel kinerja yang ditetapkan belum semua tercapal dar § {ima) Indikator
Kinerja yang tercapai hanya 3 (tiga) indikator
4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi atas Akuniabiltas Kinerja memperoieh capaian sebesar 18,75 dari bobot paling

tinggi sebesar 2500, kondisi ini disebabkan

1} Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung
efektifitas dan efisiensi kinera

Saran

Dan simpulan tersebut ditas terdapat beberapa catatan untuk perbaikan ke depan maka
disarankan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) agar

1) Pohon Kinerja BEPSDM yang dibuat untuk membernkan informasi tentang hubungan
kinerja, strategs, kebijakan, bahkan akfivitas antar OPD yang berkaitan (Crosscutting)
dengan OPD terkait lain

2) Melakukan langkah penyesuaian strategi atau kebijakan sehingga target kinerja yang
telah ditetapkan dapat tercapai;

d) Menetapkan S0P tentang Pengumpulan Data Kinerja;

4) Memanfaatkan hasil pengukuran kinera sebagai dasar pemberian reward and
punismeant

3) Kedepannya Untuk meningkatkan kinerja sehingga target kinerja yang ditetapkan dapal
lercapai dengan mempedomai data kinena yang dikumpulkan untuk mendukung
capaian kinerja yang diharapkan

6} Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk dimanfaatkan dalam mendukung
efektifitas dan efisiensi kinerna

V. Penutup
Demikianlah laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 BKPSDM ini, sebagal bahan

perbaikan kinerna di masa yang akan datang dan untuk ditindakianjuti sesuai dengan saran atau
rekomendasi

Mengetahui, Tim Evaluator,
INSPEKTUR DAERAH, _ Penggndali Teknis,

YULI QRMA
NIP. 19930723,2015903 2 002
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Anggota,

NETTI HERAWATI, SE

NIP. 19710715 200604 2 01
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HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BEPSDM
TAHUM 2025

Milai Akuntabilitas Kinerja

Komponen/Sub KomponenFrilerks Bobat e s
1 Parencanaan Kinerja 30,00 21,0 21,60
2 [Pengukuran Kinerja 10,00 18,50 21,04
3 Palaporan Kinerja 15,00 10,20 18,50
4 Evaluas! Akuntabilitas Kinerja Internal 25,00 17,50 18,75
&7,50 71,B5

a [E]x]

|P..-_u|-||:r- Kinera BKPSDM Dalum meamberikan |£n‘a5. iemtang hubungan kinera, strategs, kebiakan,
bahhaﬂhtuﬁm antar OPD vang berkaitan (Crosscutting) dengan OPD IeiirFa'lI
Target yang pkan dalam Perepcanaan Kineqa belum semua dicapal dengan baik, atau
setidakrya masih on the right track
BEKPSDM belurm menatapkan S0P fentang Pengumpulan Data Kinara

-l

[ %]

L

4 |Pengukuran kinerja belum mempengandhi penyesuaian Sirategl dalam mencapai kinarja.

FRESY

Pangukuran Kirerja Belum mempengaruhi pemyesuaian kebijakan dalam mencapal kineja
BEPSDM beturn membenkan rewand kepada ASN atas capaian kinerjanya yang sangal baik

o

u) ]

Data kinerja vang déwmpulkan belum mendukung capaian Kimnerja yang diharapkan karena targel
sinerja yang ditetapkan belum semua tercagal dan 5 (lima) Indiketor Kinerja vang tercapai hanya 2
[liga) indikator

Hasl dari Evaluasi Akunlablliias Kinefa Internal belum dimanfaathan dalam mendukung afektifilas
dan efisienz kinera

=]

Disarankan kepada kepala BEPS0OM agar:

—_

Pohon Kinera BEPSDM yang dibuat untuk memberikan infoermag @mang hubungan Kinera, strategi,
kebijgkan, bahkan akiivitas antar OPD yang berkadan (Crossculting) dengan OPD terkait

Mielakukan fengkah panyesualan siralegi atau kebijakan sehingga target kinerja yang telah dietapkan

dapat tercapai
Iinenetapkan SOP tentang Pengumpulan Data Kinesja

4 \Membenkan roward kepaca ASM yang capaan kinenanya yang sangat baik

P

dengan mempedomai dala kinerja yang dikumpeikan unfuk mendukung capaian Kinerja yang
diharapkan

& |Hasil dari Evaluzs Akuntabilitas Kinerja Internal untuk dimanfaatkan dalam mendukung efekiifitas dan
efigiensi kinera
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
danPeraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undangMomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan
penyelenggarawajib  mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publiksebagai upaya membangun sistern penyelenggaraan Pelayanan
Publik yangadil, transparan, danakuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi
penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta adanya
pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan
pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 86 Tahun
2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara
Pelayanan PublikPedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara
pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan
publikguna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat
atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan B (sembilan)
unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serts
konsultasi pangaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sclok sebagai salah satu
penyedia layanan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, maka
periu diselenggarakan survel atau |ajak pendapat tentang penilaian pengguna
layanan publikx terhadap pelayanan yang dibenkan Dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri PANRE No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran
atas kepuasan masyarakat Hasil 5KM yang didapat merangkum data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat Dengan elaborasi metode
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan
didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan
bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan

1



sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapal. Dengan tercapainya
pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak meraka

sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2

1.

2

1.3

Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik

Peraturan Pemerintah Nomaor 86 Tahun 2012 tentang PelaksanaanUndang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.

Peraturan Menteri PANRE Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
FPublik.

Maksud danTujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperolen dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat,
terhadap mutu dan kualitas pelayanan kepegawaian yang telah diberikan oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Solok.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah

Mendorong partisipasi masyarakal! mitrakerja sebagal pengguna layanan
dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat! mitrakerja terhadap
pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM/ mitra kerja dapat diperoleh manfaat, antara lain:
Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;



Sebagail bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat/Mitra Kerna:
Diketahui indeks kepuasan masyarakat/mitra kerja secara menyeluruh
terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat
dan Daerah;

Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB Il
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dengan
membentuk tim pelaksana kegiatan Survel Kepuasan Masyarakat/mitra kerja.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada
pengguna layanan, Kuesioner terdiri atas 8 pertanyaan sesual dengan jumiah unsur
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Surve
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur
yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok yaitu .

1, Persyaratan . Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

2. Sistem,mekanisme dan prosedur . Prosedur adalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian ;: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Jasa/ Konsultasi: jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di bidang pengawasan kepada panerima layanan.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan ; Produk spesifikasi jenis pelayanan
adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesual dengan ketentuan
yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dar setiap
spesifikasi jenis pelayanan.

f Kompetensi’/kemampuan Petugas @ Kompetensi petugas pelayanan adalah
kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan meliputi pengetahuan,
keahlian, ketrampilan dan pengalaman



7. Perilaku Petugas Pelayanan : Perilaku petugas pelayanan adalah sikap
petugas dalam memberikan pelayanan,

B Sarana dan prasarana @ Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan Prasarana adalah segala
sesuatuy yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : FPenanganan, pengaduan,
saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan
dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Survel Kepuasan Masyarakat/ Mitra Kerja dilaksanakan kepada pegawai yang
berurusan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok yang menjadi objek pemeriksaan kinerja Badan Kepagawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dari bulan Mei sid
September 2025,

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Fenyusunan Indeks kepuasan masyarakal memerlukan waktu selama 80
{enam puluh) hari dengan nncian sebagal berikut:

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan H‘::'i mKt::ja
1. Persiapan ME!I 2025 7
2.  Pengumpulan Data JUNI =s/d JULI 2025 45
3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil AGUSTUS 2025 15
4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil SEPTEMBER 2025 13



2.6 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, ditentukan berdasarkan pegawal yang berurusan
ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Solok. Berdasarkan jumlah kulsioner yang telah diisi, jumlah total responden SKM/
mitra kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sclok adalah sebanyak 103 (seratus tiga) orang.

Rumus Krejcie and Morgan

Mencari Jumiah Sampel

 Populesi | 146 | o) n 103

Cara pakai : Masukkan jumiah populasi dan tekan enter




3.1 Jumlah Responden SKM

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan

yang diperaleh yaitu 103 orang responden, dengan rincian sebagal berikut :

No

1

—

Karakteristik Indikator Jumlah Persentase

Jenis Kelamin Pria 45 46%
Wanita 58 54%
Jumlah 103 100%
| Pendidikan SD ke bawah i} 0%
SMP o 0%

| SMA 7 06%
o 16 1%

5-1 65 2%

5-2 15 154%
Jumlah 103 100%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat / Mitra Kerja (Unit Layanan dan Per Unsur
Layanan)

Pengolahan data SKM manggunakan excel template olah data SKM dan

diperoleh hasil sebagai berikut :

I Nilai Unsur Pelayanan
U1 | U2 | U3 | U4 U5 U8 U7  UB | U9
IKM Per Unsur | 3,31 |3,55| 333 | 351|278 380 356|365 374
Kategori s Al BB [elalalala
IKM Unit Layanan 86,75 ( Baik)

Dari data di atas dapat di gambarkan sebagai benkut :

1. | Persyaratan Pelayanan 3.31
_E.__E"iﬁtim. hie.h;n-ian're dan Prosedur 3.59
| 3 :Waklu Penyelesaian (1333
4, .E-I.i;aya Pelaksanaan 113,51

5. | Produk, Spesifikasi jenis pelayanan 278




| 8. | Sistem Pelayanan : I 3.80
I?_' | Aplikasi Pelayanan 3.56
! 8. | Sarana dan Prasarana 1| 365
H!_-_Fenan_qanan. saran dan masukan . | 3.74




BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

41 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

Produk, Spesifikasi jenis pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 2,78.
Selanjutnya persyaratan pelayananyang mendapatkan nilai 3,31 adalah nilai
terandah kedua.

Sedangkan Sistem Pelayanan dengan nilai terttinggi yaitu Jasa Konsultasi 3,80

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat

digambarkan sebagai berikut :

1.

Terkait dengan unsur, persyaratan pelayanan maka fterlebih dahulu perlu
dilakukan identifikasi terhadap standar persyaratan pelayanan yang selama ini
dilaksanakan dan jika memungkinkan perlu adanya evaluasi agar persyaratan
pelayanan bisa lebih dipermudah namun tetap sesua: dengan peraturan yang
berlaku .

Terkait dengan unsur, produk spesifikasi jenis pelayanan, maka dibutuhkan
telaahan lebih lanjut terhadap rendahnya persepsi pengguna layanan dalam
unsure Ini . Telashan inl diperlukan karena jika melihat produk spesifikasi
layanan fasilitas kenaikan jabatan dan lzin lzin Belajar PNS yang keluarkan
oleh BKPSDM, maka produk berupa Surat Keterangan (SK) PNS selama ini
telah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku baik dari sisi tata naskah
ataupun dari sisl persaratan pembenanya sehingga dimungkinkan persepsi

masih kurang balk tersebut disebabkan karena pertanyaan dalam kuisioner
terkait unsur ini masih belum biasa dipahami sepenuhnya oleh responden

namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa memang persepsi yang masih
kurang baik tersebut muncul karena produk spesifikasi jenis pelayanan masih
belum sesuai harapan pengguna layanan.untuk mengatasi maka periu
dilakukan evaluasi terhadap produk spesifikasi dari pelayanan kenaikan
jabatan dan Izin lzin Belajar PNS dan dilakukan analisa kesesuaian dengan
peraturan yang berlaku,

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsure pelayanan dapat

digambarkan sebagai berikut :



a persyaratan pelayanan dengan nilai 3,31 masuk dalam kategori kurang baik
yang diasumsikan bahwa responden menyatakan bahwa tata cara pelayanan
yang dilakukan bagi pemben dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan,
kurang mudah untuk dipahami dan dilaksanakan:

b. Produk, spesifikasi jenis pelayanan dengan nilai 2,78 masuk dalam kategon
kurang baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan hasil pelayanan
diberikan dan diterima belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

& Waktu penyelesaian pelayanan dengan nilai 3,33 masuk dalam kategori kurang
baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan wakiu penyelesaian
masih belum maksimal,

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu,
hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana
tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling
randah hasilnya.

Penentuan perbalkan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan
jangka pendek (kurang 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang darn
24 pulan), atau jangka panjang (lebibh dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut
perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Wakitu

Mo, Prioritas Unsur Program / Kegiatan TW TW TW TW
| il m

Pananggung

Jawah

Produk Spesifikasi Sekretariat
Jenis Pelayanan

2. | Sistam, Identifikasi  Standar 4 | + |Bidang
Mekanisme  dan | Operasional Prosedur
Prosedur Urntuk Memudahkan

3. | Waktu Membuat  Standar Y | 4 | Sekretariat
Penyelesaaian Operasional Prosedur dan Bidang

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinera unit pelayanan secara berkala atau
melihat perubahan tingkal kepuasan masyarakat/mitra kerja dalam menerima
pelayanan publik diperiukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil
analisa survel dipergunakan untuk  melakukan evaluasi  kepuasan
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masyarakat/mitrakerja terhadap layanan yang diberikan, sebagal bahan
pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren)
layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat seria kinerja
dari penyelenggara pelayanan publik.

Nilai SKM
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Kabupaten Solok Tahun 2021-2025

9.0
- 91,25 i g
0 BE.TS
BS IR
" 3
85 B3 Nitai SKM Badan
|‘:l';'|_li_"5.|'\..'|ldi-r-|.'|-..lll Cumber Dﬂ'.n'l
a0 Manuon Labupaten 50806
Tahur 2071-1034
’h
2021 20 Pl 2034 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi
peningkataan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2021 hingga
2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok namun teradi penurunan di tahun 2025 dikarenakan target tahun
sebelum sebelumnya lerlalu tinggi sedangkan berdasarkan Renstra target kita
rendah ditahun 2025.
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BAB V
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ mitra kerja

semester || tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berkut:

1

Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Solok dilaksanakan kepada pegawal yang
berurusan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sclok dengan
menggunakan metode kuisioner SKM.

Penyebaran kuisioner dilaksanakan pada tanggal 1 meil s.d 15 agustus 2025
dengan jumiah total responden sebanyak 103 (seratus tiga) orang.

Hasil Pengolahan data kuisioner SKM pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sclok Tahun 2025
menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sclok adalah Baik. Hal ini ditunjukan cleh nilai

indeks kepuasan masyarakat/mitra kerja setelah dikonversi adalah sebesar
B6.75.

Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Sistem
Pelayanan dan Penanganan, saran dan masukan

Sedangkan unsur layanan dengan nilai terendah adalah Produk, Spesifikasi
jenis pelayanan.

Arosuka, 5 Oktober 2025

PLL KEPALA

(/. i )

MARCOS snpﬁ;rz,s Pt MS
Nip. 19740314 1989031008
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SURVEY KEPUASAN MITRA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025
NILAIIKM iuaiﬁi Layanan :
| RESPONDEN
Jumlah : 103 Orang
Jenis
Kelamin : P = 45 Orang
W = 58 Orang
86,75 Pendidikan : SD = 0 Orang
SMP = 0 Orang
SMA = 7 OQOrang
D-l = 16 Orang
S-1 = B85 Orang
9-2 = 15 OQrang

Periode Survey = Mei s.d, Agustus 2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT

KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
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LAMPIRAMN

1. Unsur Pelayanan

NRR
INSUR Nilai Nilai IKM Mutu

e PEEATRERN 1M uz Lr Dikonversikan | Pelayanan
U1 | Persyaratan Pelayanan 3,31 0.36 B2,75 B
U2 | Prosadur Pelayanan 355 0,34 B7 75 A
U3 | Wakiu Penyelesaian 3,33 0,32 83,25 B
U4 | Jasa Konsultasi 3,51 0,44 B7. 75 B
U5 Produk, Spesifikasi dan Jenis 2.78 0,35 59,50 .

Pelayanan
Us | Kompetensi Kemampuan Petugas 3.80 | 0.34 85,00 A
U7 | Perilaku Petugas Pelayanan 358 | 0,36 89,00 A
U8 | Sarana dan Prasarana 385 | 034 91,25 A
ue Penanganan dan Pengaduan 3.74 0,30 93,50 A

Pengguna Layanan.

Nilal Rata Rata 3,47 0,36 86,75 B




2. Kuisioner

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PADA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATENSOLOK

LAYANANHYBRID

i Dalam rangka perbaikan kualitaspelayanan publik pada unitpelayanan kami, saat ini kami

sedang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survel ini ditujukan kepada Anda
yang pernah mengakses |layanan dan berinteraksi dengan pelugas pelayanan kami.
Pengisian survei ini membutuhkan waktu £ 10 Menit. Adapun respon yang diberikan akan
dijaga kerahasiannya dan hanyak akan digunakan uniuk kepentingan riset semata.

Bagian 1

InformasiRespondensSurve

1. Dimana anda mengakses unit pelayanan Anda?
a. Provinsi:
b. Kabupaten/Kota:
c. Unit Penyelenggara Pelayanan:
2. Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas?
g Ta
b. Tidak
3. Jikaya jenisdisabilitas apa yang anda miliki?{Jika tidak lewatl)
a DisabilitasFisik{TunaDaksa)
b. Disabilitasintelektual(GangguanKemampuanBelajar, TunaGrahita,
Down Syndrome)
¢. DisabilitasMental{Autisme ADHD, Tunalaras)
d. DisabilitasSensori{Tull, TunaMetra)
4. Apa JenisKelamin Anda?
a. Laki-Laki
b. Perempuan

5. Sebutkan Usia Anda? tabun
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B. Apa pendidikan terakhir yang Anda selesaikan?
TidakSekolah

sSD/Sederajat

SMP/Sederajat

SMA/Sederajat

D1/D2/D3

D4,/51

52

53

-~ A n TR

= g = ]

7. Apa pekerjaan Anda?
PNS{ASN/PPPK)
TNIfPolri

oo

Swasta
Wiraswasta

lbuRumahTangga

~ @ a o

Pelajar/Mahasiswa

Petani/Melayan

= O

Pekerjalepas/Freglance
TidakBekerja

j. Pensiunan

k. Lain-lain

8. Apa jenis pelayanan yang Anda akses diunit pelayanan terssbut?(Contoh:

Pembuatan KTP, Pembuatan KK 4l

9. Tanggal berapa Anda menerima produk akhir darl pelayanan tersebut?

10.Jam berapa Anda menerima produk akhir/konsultasi layanan?
08.00-12.00|Pagi)

13.00-17.00{5iang)
C. Lebihdaril7.00

Bagian 2

niuk mengse
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Kesediaan Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini(silangatau lingkari

salah satu jawaban);

1. Bagaimana penilzian Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus
dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
1) Tidak Sesuai
2) Kurang Sesuai
3) Sesuai

4) Sangat Sesuai
2. Bagaimana penilaian Anda tentang kemudahan prosedur vang dijalani untuk

mendapatkan layanan?
1) TidakMudah
2) KurangMudah
3} Mudah
4) Sangat Mudah
3. Bagaimana penilaian Anda mengenai kesesuaian jangka waktu penyelesalan
pelayanan dengan yang diinformacikan?
1) Tidak Sesuai
2) Kurang Sesuai
3) Sesuai
4) SangatSesual
4. Bagaimana penilaian Anda mengenal kesesuaian biaya pelayanan yvang dibayarkan
dengan yang diinformasikan?
1) Tidak Sesuai
Z] Kurang Sesual
3) Sesuai
4) Sangat Sesual
5. Bagaimana penilaian Anda mengenai kesesuaian produk pelayanan antara yang ada
pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
1) Tidak Sesual
2) Kurang Sesual
3) Sesuai

4) Sangat Sesual
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fia Bagaimana kecepatan respon (membukahalaman konten, pencarianinformasi,
unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?
1) Tidak Cepat
2) Kurang Cepat
3) Cepat

4) Sangat Cepat
8b.Bagaimanapenilaian Anda terhadap kemampuan petugas palayanan?

1) Tidak Baik
2] Eurang Baik
3) Balk
4) Sangat Baik
7a.Bagaimana kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi system layanan?
1) Tidak Mudah
2) Kurang Mudah
3) Mudah

4) Sangat Mudah
7b.Bagaimana penilaian Anda terhadap perilaku petugas pelayanan?

1) Tidak Baik
2) Kurang Baik
3) Baik

4} Sangat Baik
Ba Bagaimana penilalan Anda mengenai kualitasisi/konten darl aplikasi sistem layanan?

1) TidakBalk
Z) Kurang Baik
3) Baik

4) Sangat Balk

8b Bagaimana penilaian Anda terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan di
unit pefayanan?

1) Tidak Baik
2) Kurang Balk
3) Baik
4) Sangat Baik
8. Bagalmana penilaian Anda mengenai ketersediaan  sarana/media

untuk menyampaikan pengaduan/saran?
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1) Tidak Baik
2) Kurang Baik
3) Baik

4) Sangat Baik
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3. Dokumentasi Lainnya terkait Pelaksanaan SKM

a Pelayanan DATA KEPEGEGAWAIAN

0



C.Pelayanan Jabatan Fungsional

D.Pelayanan Pengadaan ASN
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SURVEY KEPUASAN MITRA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025
NILAI IKM | | Nama Layanan :
RESPONDEN
[ Jumlah ;103 Orang
Jenis
| Kelamin P = 58 Orang
W = 45 Orang
86,75 |Pendidikan : SD = 0 Orang
SMP = 0 Orang
SMA = T Orang
-l = 16 Orang
81 = B5 Orang
52 = 15 Orang

Periode Survey = Meei 5.d. Agustus 2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT
KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATEAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT




	BAB I
	PERJANJIAN KINERJA 2025.pdf
	PERJANJIAN KINERJA 2025 2.pdf
	PERJANJIAN KINERJA 2025 3.pdf
	PERJANJIAN KINERJA 2025 4.pdf

